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BUPATI B,\NYUMAS 

PROVIN~I IAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

'IIOMOR,f8 TAHUN 2l120 

TENTANO 

TATA CAR" PEMUNCUTAN PAJAK RESTORAN 

DENOAI\ ,<AHMA f TU HAN YANG MAIIA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa un, 1k mcbtksanakan ke1entu1<n Pasal 124 Peraturan 

Daerah Kubupalen flonyumas Nomor I Tahun 201 l l.entang 

Pajak Oa, ·rah seb; ,,1,mana Lelah beberapa ka.li diubab tcrakbir 

dcngan P nuunui Docrah Kabupaten Banyumas Nomor 22 

Tahun 20 l te.J'I. toub Perubahan Kcdua atas Peraturan Daerah 

Kabupate, Banyum1<s Nomor I Tahun 2011 Lcntang Pajak 

Dnerah. pedu mcncrn.pkan Pera.tu.ran Bupatt tenrang Tat.a Cara 

Pcmungu1 a;i Pajak ,.c•storan di Kabup,nen Banyumas; 

1 Pasal I >l Aya.L tllf Undang•Undang Dasar N~gara Republik 

lndoncs,a Tahun 1945; 

2 Undru,g undang Nomor l3 

Pemmniukan Daerah-Da~rah 

Tahun 1950 

Kabupatcn 

Lingkungan Prupin.sj Jawa Tcngah; 

tcntang 

Oalam 

3. Unda.m Und.tn,, Ntm,ct 21! Tnhun 2009 tcntang Pajak 

Dacrn dan Re ~,busi Oaer.,h (1..cmbarnn Negara Republik 

lndun a Tahtin 20()<1 Nomor 130, Tambahan Lembarnn 

Nega.c :~epubL lndoro!sia ~omor 5049) ~bagaimana £elah 

diuha, dengm- Undar,•-U, dang '\omor 11 Tahun 2020 

tcnlru, C:p1.a I·_ j .. , tl mba mn l\e.i;aro Republik lt1donesia 

1 ahw 201', , nor l45, Tarnbahon Lembaran Negi,ra 

Repul . Jndru. ,:a Nnmor 6 ~7:1J, 



4. Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 2011 tcntang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tarobahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 

5234); 

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang 

Pemerintahan Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara.n Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Peraturan Pemcrintah Noroor 135 Tahun 2000 tcntang Tata 

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihao Pajak Dengan 

Sumt Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 24 7, Tambahan Lcmbarao Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 4049); 

7 Pemturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pcngclolaan Kcuangan Daerah (Lc:mbara.n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara.n 

Negara Republik Indonesia Nomo.r 5234); 

8 Peraturan Pcmcrintah Nomor 91 Tahun 2010 lcntang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah atau Dibayar Sendtri Oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

I 53, Tambahan Lembara.n Negara Nomor Republik: 

Indonesia Nomor 5179); 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

KeLcnluwl Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembarao Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 

244, Tambaban Lcmbaran Negara Nomor Rcpublik 

Indonesia Nom01' 5950); 

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tuhun 

2009 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangim Daerah 

(Lembw-un Dacrab Kabupn<cn Banyunws Tnbun 2009 

Nomor 3 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2011 tentaog Pajak 

Daerah (Lembarnn Dacrab Kabupaten Banyumas Tahun 

'20 11 Nomor l Seri E) seb9gaimana telah bcberapa kali 

diubah 1erakhir dengan Peraturan Dacrah Kabupaten 

Banyumas Nomor 22 Tahuri 2016 tentang Perubahan Kedua 



Mcnetapkan 

Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 

Tahun 2011 tcntang P.ajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupalen Banyumas Ta.bun 2016 Nomor I Seri BJ. 

MEMUTUSKAN ; 

PERATURAN BUPATI TENTANO TATA CARA PEMUNOUTAN 

PAJAK RESTORAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

De.lam pemturan Bupati ini, yang dunaksud dcngan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyum.as. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bescrt.a perangkat Daerah sebagai unsur 

pcnyelcnggara pemcrinlaban daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Sadan Dacrah/ Dinas Daerah adalah Sadan Daemh/ Dinas Dacrah yang 

mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang 

pendapatan daerah. 

5. Kepala Sadan Dacrah/ Dinos Dacrah ada.lnh Kcpa)a Sadan Daernh/ Dlnas 

Daerah yang mempunyai tuga.s mclaksanakan urusan teknis operasional di 

bidang pendapalan dnerah. 

6. Kas Dacrah adalah Kas Daerah Kabupatcn Bnnyuma•. 

7. Pcjabal adaloh pcgawoi yang diberi tugus tcrrentu di bidang perpajakan 

daerah sesuai dcmgan Pera.tura.n Perundang-undangan. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebuL Pajak adalah konlribusi wajib kepada 

Daerah yang ccrutang okh orang pribadi awu badan yang bersifal memaksa 

berdasackan undang-undang, dcngan tidal< mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunaklln untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya 

kcmakmuran rakyaL 

9. Sadan adalab sekumpula,1 orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang mclakukan usaho mo.upun yang tidak melakukan usoha 

yai,g mcliputi perseroan tcrbatos, pcn;eroan komanditer, perseroan lainn,y1', 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama 

dan dalam benLuk apapun , rirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

pcrsekutuan, perkumpulan, ynyasa.n, organisasi masa, organisasi sosial 

politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan la.innya termasuk 

kontrak invcstasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 



10. Pajak RC3toran adalah pajak atas pelayanan yang discmakan oleh Restoran. 

11. Restoran adalah rasilitas penyedia ma kanan dan/ atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup ju~ rumah makan, kafctaria, kantin, 

warung, bar dan scjcnisnya tcnnasukjasa boga/katering. 

12. Pcngusaha Rcstoran adalah perscorangan atau badan yang 

mcnyelengga.rakan usa.ha Restoran untuk dt/,0 atas namanya sendirl atau 

untuk clan alas nnma Pihak I.run yang menjadi tanggungannya. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi ata u badan yang mcnurut ketcntuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan Oacrah, diwajibkan untuk 

melakukan pembayarao pajak yang terutang, l'ermasuk pemungut atau 

pemotong pajak tertentu. 

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab 

alas pembayaran Pajak Restoran, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memcnuhi kewajlban We.jib Pnjak mcnurut kctentuan peraruran Perpajakan 

Daerah. 

15. Nomor Pokok Wajib Paiak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak scbagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang mpergunakan sebagal tanda pengenal din atau idcntita• 

Wajib Pajak dan usaba Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

Perpajakan Daerah. 

16. Pemunguian adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek, subjek pajak dan penenruan besamya pajak yang terutang, 

sampal dengan kegiotan pcnaglhan pajak serta pcogawasan penyctorannya. 

17. Penagihan adalab scrangkalan Lindakan agar penanggung Pajak mclunasi 

utang Pajak dan biaya. Penagiban Pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan Penagihan sckecika dan sekallgus, 

memberitabukan Surat Paksa, mengusul.kan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyandcraao, menjual barang yang telab disita. 

J 8. Masa pajak adalah jnngka waktu yang lamanya sama dcngan saru bulan 

takwim a.tau jangka wa ktu lain yang ditc:tapkan dengan kepurusan Bupati. 

19. Jatuh tc:m]JO pembayaran adalab tanggal bata$ akhir pembayaran den 

penycLOtan pajak yang tc:rutang oleh wajib paja.k. 

20. Tahua Pa_Jak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tabun kalender, 

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

21. Pajak yang terutang ndalah pajak yang harus dibayor pada suatu saat, dalam 

masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuat 

dcngan ketentuan peracuran perundang-undangan perpaja.knn daerah. 



22. Surat Pembcritabuan PaJak Da.erah yang selanjumya disingkal SPTPD ade.l.ah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghirungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 

dan/ atau harta clan kcwajiban, menurut ket.entuan peraturan perundang

undaognn pcrpajakan Daerah. 

23. Elektromk Surat Pembcritahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disebuL e

SPTPD adalah rasilitas yang di""'1ial<an oleh Perangkat Daerah bidang 

pcndapatan kepada WaJtb PaJak scbagai sural elektronik yang digunakan 

oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghltungan dan/atau pembayanui 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta clan 

kewajiban scsuai dengan kctentuan peraturan pcrundang-undangan 

perpajakan dacrah. 
24. SuraL Set.Oran Pajak Daerah yang selanjumya disingkat SSPD adalah surat 

yang olch Wajib Pajak digunakan untuk meJakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleb 

Bupati. 
25. Sura, Ketetapan Pajak Daerah yang selanjumya disingkal SKPD adalah suNll 

ketetapan pajak yang menentukllfl besarnya jumlah pokok pajak yang 

tcrur.a.ng 

26. SuraL Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketctapan pojak yang menentukan beswnya jumlah 

pokok pojak, jumlah kredit pajak, jumlah kckurangan pembayaran pokok 

pajak, be1'W'tlya sank8i administratif, da.n jumlah yang masih ha.rus dibayar. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar Tambahan, yang sclanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah sural ketct8P,'ln pajak yang mcnentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang u,lah ditetapkan. 

28. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yMg selanjulnya disingkal SKPDN 

adalah surat ketetapan paja.k yang mcnentukan Jumlab pokok pajak sama 

besamya dcngan jumlah kredil pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kreditpajak. 
29. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingld>t 

SKPDLB adalah surat ketetapa11 pajak yang menentukan jwnlah kelebihan 

pembayaran pajak, knrena jumlah krcdit pajak lebih besar darip;,da pajak 

yang ierutang at.au tidak scharusnya terutang. 
30. Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan taglban pajak d1tn/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 



31. Surat Teguran adalah surat yang diterb1tkan oleh Ptjabat unluk mencgur 

Wnjib Pajak untuk melunasi utaog Pajaknya. 

32. Surat Paksa adalah sural pcrintah mcmbaynr utang Pajak dan 

biayapenagihnn Pajak. 

33. Surat Keputusan Pembetulnn adalah ,rurat keputusan yang membetulkan 

kesa.lahan tulis, kesalahnn hltung dan/atau kekcliruan daJnm penempan 

ketcntuan tertcntu doJnm perntumn perundang-undangan perpajakan 

Oaerah, yang tcrdapat dalam SKPO, SKPOKB, SKPOKBT, SKPDN, SKPDLB, 

atau STPD. 

34. Surat Keputusan Kcberatan adnlah sural kepulusan ata.s keberatan terhadap 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDl,8 atau STPO. 

35. Surat Pcnnintann Pembayaran yang sclnnjutnya disingkat SPP adoJab 

dokumen yang ditcrbitkan olcb pejabat yang bertanggung jawab atas 

pdakoanaan kegiatan/ bendahara pcngeluaran untuk mcngajukan 

permintaan pembayaran. 

36. Surat Perinlah Mcmbayar yang sclanjutnyn disingkat SPM adnlah dokumen 

yang digunakan/ diterbitkan oleh pcngguna anggaran/kuasa pengguna. 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluarnn DPA-SKPD. 

37. Sunu Perintah Pcncairnn Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh BUD berdasarkan SPM. 

38. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyn disingkal SKPKD 

adalah perangkat dnernh pada pemerintah dacmh selaku pengguna 

ansgaran/pcngguna bamng, yangjuga melaksanakan pengclolaan keuangan 

daerah. 

39. Pejabat Pengclola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingl<at PPKD adalah 

kepala saruan kerja pengelola keuangan daerah yang sclanjutnya disebut 

dcngan kepala SKPKD yang mcmpunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebaga, bendahara umum daerah. 

40. Benda.hara Umum Daernh yang sclanjutnya dlsingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasit.as sebagai bcndahara umum daemh. 

41. Forcemajev.r adalah ouatu kell.dt!Wl dlmanl' ..,orang wl'jib pnjak dibcbaskan 

untuk tidal< memcnuhl kewajibnn melakukan pembayaran pajak yang 

clisebabkan o leh sue.tu kcjadian yang tcrjadi diluar kemampunn manusia dan 

lidak dapat dihindarkan. 

42. Online adalah sambungan langsung antara subsistcm satu dcagan subsistem 

lainnya scaira lcrintcgrasi atau keadaan komputor yang tcrkoncksi atau 



u:rhubung ke jaringan inte.rnet sehingga apabila komputer scdang onlirul bisa 

mengakses internet tersebuL 

43. Penelitian adalah serangkaian kegialan yang dilakukan untuk menilai 

kclengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya 

termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan peoghitungannya. 

44. Pcmeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 

dan mengolah data dan/atau kctcrangan Jainnya, untuk menguji kepatuban 

pemcnuhan kcwajibM perpajakan Doerah, dan untuk tujuan lain dalarn 

rangka melaksanakan ketenluan peraturan perundang- undangan perpajakan 

dacrah. 
45. Banding adalab upaya hukum yang dapSl dilakukan o leh Wajib Pajak atau 

penanggung pajak tcrhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, 

bcrdasarkan ketcntuan peraturan pcrundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak ams banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan olc:h Wajib Pajak. 

BAB n 
NAMA, OBYEK PAJAK DAN SU13YEK PAJAK 

Pasal2 

Atas pelayanan yang disodialum olch Restoran dlpungut pujak dengan nama 

Pajak Restoran. 

Passi 3 

(1) Obyek Pajak Restoran adalab pelayanan yang disewakan o.leh Restoran . 

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana w maksud pada ayat (I) 

mc.liputi pelayanan penjualan makonan dan/atau minuman yang <likonsumsi 

olch pcmbeli, b&k clikonsumsi di te:rnpat pelayanan maup·un dJ tempat lain. 

(3) Tenna,,uk dalam obyck pajak Rcotomn scbagaimana d.itnaksud pada ayat ( I) 

adalah: 

a. Restoran; 

b. Rumah makan; 

Q~ Kafetaria; 

d. Bar. 

e. PuJnscra/ rood court; 

(. Bakery; 



g. Kancln; 

h. warung, dan 

i. jasa boga/ katering. 

(4) Tidak tcrmasuk dalam obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (21 adalah pelayanan yang disedlakan di restoran yang nilai 

pcnjua.lannya tldak mclcbihi Rp.5.000.000,00 l)lmajuLa rupiah} setiap bulan, 

Pasal 4 

(1) Subjck Pajak Rcstoran adalah orang pribadi atau badan yang mcmbeli 

mako.nan dan/ at.au minw:nan dari rcstoran. 

(2) Wajib Pajak Restoran ada.lah orang pribadl atau Badan yang meogusahakan 

restoran. 

BABm 

OABAR PENGENMN, TARJF DAN CARA PENOHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

Dasar pcngenaan Pajak Restoran adn.lah jumlab pcmbayaran yang ditcrtma alau 

yang seharusnya ditcrima Restoran. 

Pasal6 

Pajak Restoran ditetapkan sebewr 10% (sepuluh per!!Cn). 

Pasal 7 

(I) Besara.n pokok Pajak RestorM terulang dihitung dcngan cara mengallkant.arif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dcngan dasar pengcnaan pajak 

scbagaimana dimaksud daJam Pesa.I 5. 

(2} Dalam hal Wajlb Pajak Rcstoren tldak mengenakan pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I), jumlah pcmbaynran yang dilakukan oleh Subyek 

Pajak Restoran telah tcrmasuk Pajak Rcstoran. 

Pasal8 

(l) Pengusaha Rcstoran wajib mcngenakan Pajak Restoran deogan tarif 

sebagalmana dtmaksud dalam Pasal 6 dalam buktl tra.nsalcsi yang dibcrikan 

kcpada subyek Pajak Restoran. 
(2) Oalam hal Pengusaha Restoran tldak mcngonakan Pajak Rcstoran dalam 

bukti transaksi yang diben1can kepada Subyek Pajak Restoran, make jumlab 

pcmboyaran lelah tcrmasuk Pajak Rcstoran. 



B/\BIV 

MASA P/\JAK, JATUH Tl>MPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 9 

(1) Mru58 Pajak Restoran adalah I (satu) bulan. 

(2) Pajak Restomn terutnng mulai pada .aat berakhirnya masa pajak. 

PasaJ 10 

{l) Jatub tempo pembayar.u, Pajak RcslOran adalah 10 (scpuluh) hari sctelah 

pajak terui.ang. 

(2) Jatuh tempo pemboyaran Pajak Restoran yang diletapkan dalam SKPOKB, 

SKPDKBT dan STPD I (satu) bulan setelah diterbilkan. 

(3) Apabila jatah tempo pembayaran jatub pad&. hari Ubur mal!a batas waktu 

pembayaran jatuh pada hari kerjn berikutnya. 

Pasal 11 

(I) Wajib Pajak Restoran dolnm memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara 

membayar sendirl ke Bank yang ditunjuk oleh Bupatl. 

(2) Besamya Pajak Resroran terulanl\ adalah merupakan hasil perhitungan 

sendiri yang didasarkan pada omzet a.tau pcndapatan yang diperoleh dari 

kegiaJ.ao usaha Restoran. 

(3) Pcmbayamn Pnjak Restoran tcrur.ang sebagaunana dimaksud pada ayat (3) 

harus dllakukan sekaligus clan lunas dengan mengguna.kan SSPD. 

Pasal 12 

(1) Terhadap usaha Restoran yang dilakukan atas nama atau t.anggungan 

beberapa orang atau baden, atau oleh I (satu} orang atau bebcrapa brulan 

maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing 

penguru& badan dianggap sebi\gai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab 

renteng atas pembayarnn pajaknya. 

(2) Pengusaha Restoran selaku Wajib Pajak Restoran bertnnggung jawab renteng 

t:ccbadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan Resroran tersebut. 

Pasal 13 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Rcstora.n, Bupatl 

berwenang menghubun~n sarana pcmbayaran yang diroillki oleh Wajib 

Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistcm informasi 

Pemcnntah Daerah sceara online. 

(2) Pengawasan terhadap pemba:yaran pajak melalui sarana pcmbayaran Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (11 dilakukan dcngan cara 



menghubuagk11n mesln komprucr yang dimiliki Wajib Pajak yang 

dipcrgunakan sebagai sa.rana iransaksi pcnerimoan, dengan komputcr millk 

Pcmerintah Daerah melalui sistem Jaringan infonnasi Badan Daerah/ Dinas 

Daerah secara online. 

(3) Keronrunn lcbih lanjut yang ber,;ifat tcknis mengenai tata Cll!8 penyampaian 

data transaks, pcncrimaan usaha Wajib Pajak sccara online melalui sist.em 

jaringan lnformasi dari Wajib Pajak kc Badan Dacrah/ Dinas Daerah, diatu.r 

dcngan Pernturan Bupati. 

Pasal l4 

F'ormat SSPD Pajak Rcstoran tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan 

bagian t.idak terpisahkan dari Pcraturan Bupatl ini. 

B/\BV 

TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD 

Pasal IS 

(1) Wajib Pajak Rcstoran wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

mclaporkan sendiri pajak yang tcrutang dengan mcnggunakaa SPTPD. 

(2) Setiap akan berakhiraya m1<sa pajak, Kepala Badon Daerah/ Dinas Daerah 

menyampaikan Surat Pemberitnhuan kcpada Wnjib Pajak. 

(3) SPTPD sebagalmana dimaksud pada ayat (11 barus disampalkan kepada 

Kepala Badan Doerah/ Dinas Daerah selambat-lambatnya LO (sepulub) hari 

setelah berakbiroya masa pajak 

(4) Apabila batas waklu. penynmpaian laporan jalub pada hari libu.r, maka batas 

waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kcrja berikutnya. 

(S) Setiap Wajib Pajak Restoran dalam mengisi SPTPD scbagnimana dimai<sud 

pada ayal (1) dilalcukan dengao beno.r, jelas, lengkap dao ditandatangani oleh 

Wajib Pajak atau Pcnanggung PaJak. 

(6) Penyampaian SPl'PD sebagn,mana dimaksud dalam (I) bW'Us disertai 

dokumen berupa rekapitulasi penerimaan harian don bukti setoran pajak 

(SSPD). 
(7) Rckapitulasi pcncrlmaan ha.ria.n seba.gnimano dimol«!ud pada ayo.t (6) yaitu 

basil penjumlahan penerimaan dalam I (satu) hari atas seluruh layanan yang 

cliocdlakan oleh Restoran yang bersangkutan. 

Passi 16 

(1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas pcnnohonan Wajib Pajak arou 

Penaoggung Pajak clapat mcmberikan pcrpanjongan jangka waktu 



penyampalan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayal (3) dan ayal 

(4) menjadi paling Jambat 2 (dual bul,ui. 

(2) Pennohonan sebagalmana dimaksud pada ayal ( I) diajukan secara tertulis 

disertai alasan yang jelas. 

(3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila : 

a. tidal< ditandatangam olch Wajib P8Jak atau Penanggung Pajaksebagaimarut 

dimaksud dalam Pa!Ml I 15 ayal (5); 

b. tidak dilampiri dokumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6); 

atau 
c. Suml Pemberilahuan disampaikan setelab Kepala Sadan Daerah/ Oinas 

Daerah mclakukan pcm~riksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajalc. 

Pasal 17 

(I) Wajib Pajak a tau Pcnanggung Pajak dengan kcmauan sendiri dapal 

membctulka:n SPTPD yang tclah disampail<an, dongan menyampaikan sural 

pemyataan tern.ills kepada Kepala Badan Daerah/ Oinas Daerah, dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah bcrakhimya masa pajak, 

sepanjru1g belum dilakukan tindakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam bal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membctulkan sendiri SPTPD 

sebagalmana dimaksud pada ayal (I), yang mengakibalkan utang pajak 

menjadi lcbih besar, maka kcpadanya dikenakan sanksi administratif berupa 

bungs scbe,iar 20/4 (dua persenl sebul8n atas jumlah pajak yang lrurang 

clibayar, dihitung sejak saat bcrakhimya penyampaian SPTPD sampaj dengan 

tanggal pcmbayaran ka.,ena pcmbeluian SPTPD. 

Pasal 18 

Format SPTPD Pajak Rcotoran tcrcantum dalam Lampiran II, yang merupakan 

bagian tidak terpisa.hkan da.ri Peraturan Bupati ini. 

BABVI 

TATA CARA P£NERBITAN SURAT Kt:TETAPAN PAJAK 

Pasal 19 

(l) Dalam jangka walctu 5 (lima) tahun sesudah saal terutangnya pajak, Bupati 

atau Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah dapal menerbitkan: 

a. SKPDI<B dalam ha! : 

LJ jika bertlasarkan hasll pemeriksaa.n, pajak yang tcrul.ang tidak atau 

kurans dibayur; 



2) jika SPTPD 1.idak disampaikao kepada Badan Daerah/ Dinas Daerah 

dalwn jangka waktu \crtent:u dan sctelsh ditegur secara tertulis tidak 

diMmpaikan padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam 

suratteguran; 

3) kewojiban cnengisi SPTPD tidal< dipenuhi, pajak yang terutang dihilung 

sccara jabatan. 

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semulQ belum 

terungkap yang mcnycbablwn penambaha.n jumlah pajak yang terutang; 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang lcrutang sama besamya dengan Jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak 1erutang dan tidal< ada kredil pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang tcrul.Wlg dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf a angka l) dan angka 2), dikenakan sanksl 

administradf berupa bunga tebcsar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajalc yang lrurang atau terlambal dibayur untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh em pat) bulan dihitUJlg sejak saat tcrutang pajak. 

(3) Jumlah pajak yang tcrutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (J) huruf a angka 3), ditetaplum •ecam jabatan dengan dikenakan sanksi 

administrasi berupa kcnailutn pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi adrolnistratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dillitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar unruk jangka walctu paling lama 24 (dua puluh empal) 

bulan dihitung sejak saaL terutangr,ya pajak sampai dcngan diterbitkan 

SKPOKB. 

(41 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPOKBT sebagalmana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebc:,iar I 00% (seratus per-sen) dari jumlah kekurangan pajak. 

(5) Kenaikan scbagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila 

Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangiu, pajak yang terutang sebelum 

dila.kukan tindakan pemeriksaan. 

(6) SKPDKBT sebagnimana dimalwud pada ayal (4) tidak dapat dite.rbitkan 

sebelum didahuh.rl dcngan penerbita.n SKPOKB sebagaimana dimaksud pada 

eyal (3). 

(7) SKPOKBT sebaguimana climaksud pado ayal (4) dapat diterbitkan lebih d3rl l 

(satu) kali unruk masa paJak u<au w.hun pajak yang sama sepanjang 

ditemukan lagi data yang belum i.erungkap yang menyebabkan penambahan 

jumlah pajak terurang. 



Pasal20 

(IJ Pajak terutang dihitung secara Jllbatan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 

19 ayat (3) adalab penetapan besamya pajak terutang yang dilakukan oleh 

Bupoti atau Kepala Badon Daerah/ Dinas Daerah berdasarkan data yang ada 

atnu keterangao lain yang dimlliki oleb Bupati atau Kepala Badan Daerab/ 

Dinas Da.erah. 

(2) Pcncuipan pajak secara .Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat 

dilakukan apabila : 

a. Wajib Pajak tidak menyelenggacakan pembukuan dan pencatatan at.as 

transaksi/ omzet usahanya; 
b. wajib pajak mcnyelenggarakan pembukuan dan pencataran tetapi tidak 

lengkap dao/atau tidak bcnar; 

c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pcmbukuan dao/atau mcnolak 

uatuk diperiksa dan/awu menolak membcrikao kcternngnn pnda saat 

dllakukan pemcrik.aan; dan/otnu 

d. wnjib pajak yung tldak mengguaakan bukti pembayaran yang wajar. 

(3) Penetapan pajak secara jabacan dapat didasarkan pad a data 001.ZCt yang 

diperoleh melalui salah satu atau Jcbih dari 3 (tiga) earn/ metode deagan 

tahapan prioritns sebagai bcrikut : 

a. berdasarl<.an basil kas opname; 

b. berclasarkan hosil pengamaran la(lgsung/ penungguan di lokasi usaha 

Wajib Pajak; atnu 

c. bcrda$arkan data pcmbanding. 

(4)Peneotuan omzet bcrdasarkan basil kas opname sebagainuma dimaksud pada 

ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukao 

sekurang-kurangnya sebanyak 4 (cmpatl kali kunjungan dengan waktu dan 

bari yang berbcda. 

(5) Haail ko.s opnw:ne sebagrumano dimok•ud pada ayal (4) akan dipakai sebagai 

ni1al om.zct per hari yang merupakan nilai rata-rata da.ri kcscluruhan 

penerimaan kas mcnurut basil kas opnamc ternebut. 

(6)Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan laogsung di lokasi usaha 

wajib pajnk sebagaiman" climalalud pada ayal (31 buruf b, di!akukan 

sekurang-kunl.n.gnya scbanyuk 4 (empat) kall sesuai jom operasi ban, sccara 

terus menerus maupun bersclang. 

(7) Bctdasarkan hasil peogamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), omzet/pcncrlmaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah 

pengunjung per hari den rata-ratn besamya pcmbayaran yang dilakukan per 

Orang/ Pengunjung. 



(8\Peoenruan oll\7.Ct berdasarkan daw pembandlng scbagaimana dimaksud pada 

ayat (3) hurur c, dilakukan dcngan cara membandingkan kondisi usaha 

Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, 

kapasitas, klasifikasi lolcasl usaha, tingkal kunjungan dan lain-lain secara 

propor•ional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan 

dengan tahun at.au bulan sebe!wnnya. 

(9) Data pcm banding sebagalmana dimaksud pada ayal (8) dapal diperoleh di 

Sadan Daerah/ Oinas Dacrah atau sumber lain yang dapat 

dlpertnnggungjawabkan 

Pasal 21 

Formal SKPOKB, SKPOKBT dan SKPDN Pajak Restoran lercantum dalam 

Lampiran m, yang mcrupekan bogian tJdak lerpisahkan dari Pcraturan Bupati 

ini. 

BAB Vil 

TATA CARA PEMBETl/LAN DAN PEMBATALA.N KETETAPAN PAJAK DAERAH 

Bagian Pertama 

Pembctulan 

Pasal 22 

(l) Atas dasa.r pennohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan 

Oaerab/ Oines Oacrah dapal membehdkan SKPOKB/ SKPOKBT/ SKPDN/ 

SKPOLB/ STPD yang dalam pcncrb,tannya terdapal kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan hitung dan/ntau kekcliruan pcncrapan kctentuan tertentu daJatn 

peraruran pcrundang-undangan pcrpajakan Oaerah. 

(21 Kcsalahan uilis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) antara lain kesalahan 

dalam pc:nulisru, n"ma, nlamat, NPWPD, nomor sural ketctapan pajak, jenis 

pajak, tan_ggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau Lahun pajak. 

(3) Kcsalnhan hitung sebagalmana dimaksud padn ayat ( 1) an tarn lain kcsalahan 

dalam penjurnlahan dan/atau pengurangan dan/ata\l perkalian dan/atau 

pcmbagiao suatu bilaogan. 

(4) Kekeliruan dalam pencrapan kelcntuan Lcrtcntu dalam peracuran perundang• 

undangan perpajakan sebagalmana dimaksud pada ayal (I), antara lain 

kekcliruan dalam pcncrapan larif atau kckclinuln pcnerapan sanksi 

administrati{. 



Pasal23 

(I) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( I) 

harus memenuhi persyamtan sebagai berikul : 

a. I (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) keletapan pajak; 

b. diajukan secara tcrtulis clalam babasa Indonesia disertai alasan yang 

mcndukung permohonannyn; 

c. permohonan dlsampail<an kc Badan Daerah/ Dinas Dacrah Kabupaw, 

Banywnas~ 

d. surat permohonan ditondatangnni oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan dltanda1angani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri 

dengi,.n Surat Kuasa. 

(2) Perm.obonan pcmbetulan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 aynt (I) 

disampaikan sccara tcrtulis kepada Kcpala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dengan dilampiri : 

a. fotokopi identitas Wajib Paj.,k atau rot.okopi identi.tas kua.sa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasaka,,; 

b. dokumen pendukung lainnya. 

(3) Pennohonan pembetulan diajukan paling lambal 10 (scpuluh) hari kcrja sejak 

tanggal diterirnanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapal 

menUl'ljukkan babwa Jang)m waktu terscbut tidak dapnt dipenuhi karena 

kcadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Pcnyarnpaian permohonan pembetulan scbapimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dllakukan: 

a. secara langsung~ at.au 

b. mclalul pos a tau jaaa pengiriman ten:8taL 

c, secara online melalui aplikasi perpajalcan dacrah. 

(5) Tanggal pencrimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproscs surat 

pcnnohonan sebngaimana dimaksud pada. ayat (4) adalah : 

a. langgal terima sural dari Wajib Pajak, dalam ha! dlsampaik.an sccara 

langsung olch Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan 

Daerab/ Dina• Daerah; atau 

b. tanggal Stempel po~ amu jtt.l'M pcngbim.an te-rco.Wt, dalam hal eurat 

pcrmohonan disampaik.an melalui pns atau jasa pcngiriman tercatat. 

c. UU>ggal tcrimn surat da.ri Wa.j.,'b Pajak sccara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi pcrpajakan daerah. 



Pasal 24 

(11 Permohonan pcmbetulan sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat Cl) yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (1) dan 

ayat (2), Kepala Sadan Dacrah/ Dinas Oacrah mcnindaklanjuti dengan 

meneliti pcrmohonan Wejib Pajak. 

(2) Pcnnohonan pcmbe1ulnn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 aya1 ( I) 

yang tidak memcnuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat {I) don ayat (2), dianggep bukan scbagai permohonan sehingga tidak 

dipcrtimbangkan. 

(3) Dalam baJ pennohonan pembctulan tJdak dap,u dipertim~ 

scbagaimann dimaksud pada ayal (2), KepaJa Sadan Daerah/ Dines Daerah 

dalam jangka waktu paling Jama 3 (tiga) heri kcrja sejek tanggal dllcrimanya 

sura1 pcrmohonan harus mengemba.likan permohonan kepeda Wajib Pajak 

atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) DaJam hal pennobonan pembetulan tidak dapat dlpertlmbangkan 

sebagalmana dlmak.,ud pada a,yal (2}, Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kemba.li sepanjang mcmcnub.i persyaratan sebagaln,ana 

dimaksud dalam Pasal 23 aya1 (l J dan ayal (2). 

Pa58.l 25 

(!) Sctelah dilakukan pcnclitian scbagaimena dima.ksud dalam Pasal 24 eyet (1) 

Kepala Badan Dac:rah/ Dines Daerah mcmberi keputusan ates pcnnohonan 

pembctulan scbagaimane dimaksud da!aJn Pasal 22 ayat ( l) delem jangka 

wektu paling lama 30 (tige puluh} hari kcrja scjek tenggal surat permohonan 

pembetulen diterima. 

(2) Keputusan scbagalmana climeksud pada ayat ( I) dapal berupa mcnambahkan 

aiau mcngurangkan jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan 

den kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja scbagaimana dimsksud pada 

ayat ( I) telah tcrlampaui, tctapi Kepala Badan Oaerah/ Dina.s Daereh tidak 

memberi kcputusan, pcrmohonan pembetulan dianggap dikebulkan den 

Kcpala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan kcputuoan pembetulen 

scsuai dcngan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (lujuh) hari kerja scjek 

berakhirnyajangka waktu sebagaimane d.imaksud pada ayat (!). 

Pesal 26 

(1) Dalam hal tidak ada pcrmohonon dari Wajlb Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 eyat (1) tetapi dikctahui terdapal kesalahan dalam sural 



ketetapan paJak, Kc:pnla Badao Daerah/ Dinas Daerah membetulkan 

kesalahan tersebut secara.jabatan. 

(2) Apabila keputusan sebagaimana dlmaksud dalam PasaJ 25 ayat (3) masih 

t.erdapnt kcsalahnn lagi, Kepala Badan Oaerah/ Dinas Daerah dapat 

melakukan pemberuJan balk atas permohonan Wajib Pajak maupun secara 
jabatan. 

Pasal27 

Format surat pcrmohonan pembcLulan, Sural pengcmbalian permobonan 

pem.betulan, Kcpult.L.san tentang Pembetulan SKPOKB/ SKPDKBT / SKPON/ 

SKPDLB/ STPD dan Kcputusan lcntang Pembetulan SKPDK.B/ SKPDKBT/ 

SKPDN/ SKPDLB/ S'l'PD Secam Jabatan t.ercantum dalam Lampiran IV, yang 

merupakan bagian Lidak terplsahkan dari Peratumn Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Pembatalan 

Pasal 28 

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan 

Daerah/ Oinas Daerah dopat membatalkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPON/ 

SKPOLB/ STPD Pajak Restoran yang tidak benar e.r.au seharusnya Lidak 
diterbitkan. 

PasaJ 29 

(!) Pei:mohonan pembatalan sebagrumana dimaksud dalam Pasal 30 herus 

memenuhi persyaratan a<:bagai berikut ; 

a. Lidak diajukan keberatan; 

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 

c. lidak sedang diajukan permohonan pengurangan/pengbapusan sanksi 
administrasi; 

d. diajukan pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

rulminl•trasi, tctapi dlcabut oleh Wajib Pajak; 

e. I (satu) pennohonan untuk I (satu) surat ketetapan pajak: 

r. permohonan hnrus d.iajukan sccara tcrtulis dalam bahasa lndonesia; 

g. surat permohoaan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam bal sural 

pcrmohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan 

Surat Kuasa. 

(2) Pennohonan pc:mbatalan sebagaimano dimaks11d dalam Pasal 28 dlsampaian 

secarn tcrtulis kepada Kcpnla Sadan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri; 



a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau rotokopi identitas kuasa Wajib Pajak 
dalam ha! dikuasa.kan ; 

b. dokumen pendukuog yang dapat mcnunjukkan bahwa surat ketetapan 

Pajak Restoran lidak benar atau seharusnyn tidak diterbilkan sehingga 
dapat dibatalkan; 

c. dokumen pendukuog lainnya. 

(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

tanggal diterimanya surat ketelapan pajak, keeuali apabila Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu terseb\,t tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kckuaoaannya. 

(41 Pcnyampaian permohonan pembata.Jan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan: 

a. secara langsung; atau 

b. melalui po• atau jasn peogiriman tercntat 

c. secnra onlin.e melalui aplikasi perpajakan daernh. 

(5) Tanggal pcne.rimaa.n surat yang dijadikan dasar untuk mcmproses surai 

pcrmohonan sebngaimana dimaksud pads ayat (41 adalah : 

a. tanggal tenma surat dari Wajib Pajak, dalam haJ disampaikan secara 

langsung oleh Wajlb Pajak pada petugas Tcmpat Pclayanan Badan 
Daerah/ Dinas Daenth; atau 

b. tangga.J stempel pos atau Jasa pengirunan tercata(, dalnm hal surat 

pcnnohonan disampaikan melalui pos atau jasa peogiriman tercataL 

c. tanggal Lerima sura, dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

dlsampaikan secara online melalui aplikasi pcrpajakan daerah. 

PasaJ 30 

(1) Permobonan pcmbatalan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 28 yang 

memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (II dan 

ayal (2), Kepa.Ja Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaldanjuti dcng!Ul 

mencliti pcnnohooan Wajib Pnjak. 

(2) ~rmohonan pembatalan sebaga,mana dimaksud dalam Pa,,aJ 28 yang tidak 

memcnuhl persyaratan sebagaimana dimak•ud dalnm Pasal 29 ayat (ti dan 

ayat (21, dionggap bukan scbagai surnt permohonan schingga lldak: 

diptttimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagairnann dlrnaksud pada ayal (2), Kcpala Badan Daerah/ Din.as Dacrah 

dalam jangka waktu paling lama 5 ~ima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 



surat pennohonan, harus mengembolikan permohonan kepada Wajib Pajak 

atau kuasanya disertai elas.m yang mendasarL 

(4) Dalam hal permohonan pembataJan Udak dapat diperlimbe.ngkan 

sebagaimana climaksud pada eyar (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembaU sepanjang memenuhi persya.ratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). 

J>asaJ 31 

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagairnana climaksud 

daJam Pasal 32 ayat (II, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta 

dokumen, data, den/ a tau informasi yang diperlukan melalul penyampaian 

surat permintaan dokumen, data, dan/atau infonnasi. 

(21 Wejib Pajak harus memenuhi permintaao sebagairuana ctimaksud pade eyat 

(1) paling lama 5 (limo) hari kerja scjak tanggal surat permintaan dildrim. 

(31 Dalam rangka mcnelltl lebih lanjut permohonan pembatatan sebegaimana 

dimaksud pada ayat (II, Kepala 6adan Oaereh/ Oines Daerah dapat meminta 

keterangan lambahan kepada Wajib Pajak dcngan menyampa.ikan surat 

pennintaan kctcrangan tambahnn <Ian Wajib Pajak harus mcmbcrikan 

keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana 

disebut dalam surat permintaan ketcmngan tambahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (ll dan/atau ayat (31, permohonan 

pembatalan scbagairnana dimaksud dalam Pasal 30 tetap diproses sesual 

dengan dokumcn, data, i.nfonnasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang 
dilc:rimn. 

Pasal32 

(1) Setelah dilalrukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayal (I), 

Kcpala 6adan Daereh/ Dinas Dacrah memberi keputusan atas pennohooan 

pcmbatalan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu 

paling lama 30 [tiga puluh) hnri kerja scjak tanggal aural pcrmohonan 

pembc:tulan ditc:rim.a. 

(2) Keputusan sebagaimann d.imaksud pada ayal ( 11 dapal berupa mcncrima atau 

menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka wak:tu 30 (tiga puluh) hari kerja scbagaimana dimaksud pada 

aya1 (II telah terlampaui, tct11pi Kcpa1a Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak 

memberi kcpu1usan, pcrmohonan dianggap ditcrima dan Kcpala Badan 

Oacrah/ Oinas Daerah menerbitkan surat kepurusan pembatalan scsuai 



dengan pcrmohonan Wajib Pajak paling lmna 7 (tujuh) bari kerja sejak 

berakhirnyajangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayal (I). 

Pasal33 

Format surat pennobonan pembatalan, surat pcngembatian permohonan 

pcmbatalan, ,rumt pennintnan dolrumen, data dan/atau informasi dalam rangka 

pembatalan Pajak Restoran, surat permint.aan keterangan tambaban dalam 

ranglm pcmbatah:m Keteuipan Pajak Restoran dan format Keputusan tentang 

Pcmbatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Restoran dan 

Keputusan lCntang Pembatalan SKPDKB/SKPDKB1'/SKPDN/SKPDLB Pajak 

Rcstoran SCcara Jabalan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisabkan dari Peraturan Bupa1j ini. 

BAB vnr 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal34 

(1) Apabila sampai tanggaJ jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Restoran 

yang tcrutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagi'han melakukan 

penagihan. 

(2) Penagi'han pajak scbagaimano <limak•ud pada ayat (1) dllakukan terbadap 

pajak yang terutang dala.m SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembctulan, Surat Keputusan Kebcratan dan Putusan Banding. 

(3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pads ayat (I}, dilakukan dengan 

rerlebih dabulu membcnlcan Sural Tegttran. 

(4) Surat Tcguran sebagaimana dimaksud pada ayal (3), memuat: 

a. nama Wajib Pajak; 

b. besar utang pajak; 

c. pcrintab untuk mcmbayari 

d. saat pelunasan ucang pajak. 

(5) Surat Teguran sebagaimana rumaksud pads ayal (3) diterbilkan paling 

lama 7 (tujub) ha.Ji sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan daJam 

jangka waktu 7 (tttjuh) hari setelab dlterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak 

harus melunasinya. 



Pasal35 

(1) Pcnagihan pajak dapaL dilakukan sekelika dan sekaligus tanpa menunggu 

pembayaran apabila : 

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak okan mcninggaJkan lndoncsia untuk 

sclama•lamanya; 

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindablAngankan barang yang 

dimiliki atau dilrua.sai dalam rangka m~nghentikan atau mengecilkan 

kegiatan perusahaan atau pckcrjaan yang dilakulro.n di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda babwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan 

membubarkan Badan uso.hanya atau memindahkan perusahaan yang 

dimiliki atau dikuasainya atau mclakukan perubahan dalam bentuk lain; 

d. Baden Usaba akan dibubarkan oleb negara; 

e. terjadi penyitaan alas barang Wajib Pajak aLau Penanggung Pajak oleh 

pihak kc tiga atau Lcrdapat tanda-tanda kepailitan. 

(2) Surat Perintah Penagihan Sekelika dan Sekallgus. mcmuat: 

a, Nama Wajib Pajak; 

b. Besar utang Pajak; 

c. Perintab untuk membayar; 

d. Saat pelunasan utang Pajak. 

(3) Surat Pennta h Pcnagihan Seketika dnn Sekaligus diterbitkan scbclum 

pcncrbitan Surat Paksa. 

(4) Pt:labanaan penagihan sekct.ika dan .,.kaligus, dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang bctlaku. 

Pasal36 

(I) Surat paksa bcrkepala kata-kata 'OEMJ KEADILAN BERDASA.RKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA' mempunyai kekuatan cksekutorial dan 

kcdudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadi.lan yang tel.ah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kumngnya harus mcmuat: 

a. Nama Wajib Pajak; 

b. Oasar Penagiban; 

c. Besarnya utang Pajak; 

d. Perintah untuk membayar. 

Pasal 37 

(I) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD.KB. SKPDKBT, STPO, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebcratan, dan Putusan Banding 



yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih 

dengan Surat Paksa. 

(2) Penllgiban Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarka.n peraturan 

perundang-undangan yang berlllku_ 

Pasal 38 

(1) Surat Paksa diterbilkan apabUa: 

a Penanggung Pajak tidak melunasl utang Pajak dan kepadanya tclab 

diterbitkan Surat Teguran a.tau sura..L lainyft yang scjenis~ 

b. Terhadap Peru,nggung Pajak telah dilak,;anakan penagihan seketika dan 

sckaligus; atau 

c. Penanggung Pajak tidak mcmenuhi ketentuan sebagaimana tercantwn 

dalam kepuru= persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak. 

(2) Surat teguran atau sural lain yang scjenis diterbitkan apabila Penanggung 

Pajak tidak melunasi utang pajalcnye sampai dcngen tanggal jatuh tempo 

pembayaren. 

Pasa139 

(I) Apabila jurnlab pajak yang masih ba.rus dibeyarkan tidak dilunasi dalam 

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain 

yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan SUrat Paksa. 

(2) Penerb_itan Surat Paksa sebagaime.ne dimaksud ayat (I) dilakuken olch 

Pejabai dan Juru Sita Pajak sclelah lewet 21 (dua puluh satu) hari sejak 

tanggal diterima SUrat Tcguran atau surat lain yang sejenis. 

Pasal40 

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu 2 " 24 (dua kali dua puluh ernpaL) jam sesudah tanggal diterima Surat 

Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. 

l'ru!al 4 I 

Setelah dUakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga mcluoasi utang 

Pajaknya, paling la.ma 14 (empat belas) hari kcrja sejak tanggal diterima Surat 

Pcrintah Mclaksanakan Pcnyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak 

mengajukan pennintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk mclaksanakan 

!clang atas barang yang disita. 



Pasal42 

Setelab Kantor Lclang Negara meoetapkan hari, tanggal, jam dan tempal 

pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberita.hukan dengan scge.ra secara 

tertulis kepada Wajib Pajak 

Pasal 43 

Hasil pelakso.naan lelang lebih bc:oar dari p,,da ul.ang pajak dan biaya-bi,cya yang 

sah, kclcbihannya dil<cmbaliko.n kc_pada Wajib Pajak. 

Pasal 44 

Formal Surat Tegurao, Surat Perintah Pena,gihan Seketika dan SekaJJgus dan 

Surat Paksa, terca.ntum dalam Lampira-n VT yang mcrupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 

TATA CARA PENERBITI\N STPD 

Pasal45 

Kepala Sadan Oacrnh/ Dinas Dacrah dapal mcncrbilkan STPO dalnm hal : 

a. pajak dalam tahun bcrjalo.n tidak atau kumng (libayar; 

b. dari basil penelitlan SPfPD terdapat kekumngan pembayaran sebagai akibat 

saluh tulis clan/ atau salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

Pasal46 

Penerbil.an STPD scbagaimana dimaksud dalnm Pasal 45 sctclah dilakukan 

penelilirui tcrhadap data adminislmsi perpajakan. 

Pasal 47 

(11 Jumlah kekurangan pajak yang t.erutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 

dalam Paaal 45 huru£ n dan huruf b, ditambah dengan sarua,i administrasi 

bcrupa bunga scbesar 2% (dua perscn) per bulan un luk paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan, mhituog sejak aaat terutangnya pajak atau berakhimya 

Ma.sa Pajak sampai deogan mtcrbilkannya STPD dan bagian dari bulan 

(lihitung penuh I (satu) bulan. 

(2) Sanksi administrasi bcrupa denda dao/ ata.u bunga yang ditngih berdasarkan 

STPD sebagaimana dimaksud dalrun Pa881 45 huruf c tennasuk sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 50"1f> (Lima pu!Uh persen) sebagaimane 

dimaksud dalam Pasa1 109 ayat (3) dao sebesar 100% (seratus pers.-.n) 



scbagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (Sl Pernturan Daerah Nomor I 

Tahun 2011 Len tang Pajak Daerah sebagaimana Lelah bcberapa kali diubah 

tcrakhir dengan Peroturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Perubahan !«:dun Peraturan Daerah Kabupal1:n Banyumas 

Nomor I Tahun 201 I t.entang Pajak Daerah. 

Pasal 48 

(1) Kepala Badan Daerah/ Dines Dae.rah dapat menerbitkan STPD untuk Mwia 

Pajak, scbelum Wajib Pajak diberilam atau diterbitkan NPWPD dan/atau 

dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi 

yang menunjukkan adanya lcewajiban perpajakan yang belum dlpenuhl oleh 

Wajlb Pajak. 

(2) Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah dapat menorbitkan STPD untuk Masa 

Pajak, setelah pengbapusan NPWPD at.au pencabutan Pengukuhan Wajib 

Pajak, apabila &etelah penghapusan NPWPO atau pencabutan Pengulcuhan 

Wajib Pajak d.ipcroleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya 

kewajiban perpajakan yang bclurn dipenuhi olch Wajib Pajak. 

(31 STPD sebaga.imana dir:na.k9ud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditcrbitkan 

dalam jaogka wo.ktu 5 (limn) t.ahun 51:t.elab saat terutangnya pajak at.au 

berakhimya Masa Pajak, kecuali terbadap Wajib Pajak dipidana karena 

mela.kukan tindak pidana di bidang pcrpajakan atau tindak pidana lainnya 

yang dapat mengakibatkan kcrugian pada pendapatan negara berdasarkan 

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hu.lrum tetap. 

(4) STPD sebagaima.na dunaksud pada ayat (2) ditcrbitkan dengan t.erlebih 

dahulu mcngaktilkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapuo. 

Pasal 49 

Format STPD, tercantum dalrun Lampiran Vil yang merupakan bagian tidak 

lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABX 

TATA CARA PEMBERJAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

PAJAK RESTORAN 

BailJan Pertama 

Pemberian Pengurangll!l Pajak Restoran 

Pasal 50 

(I) Alas dasar pcmohonan Wajib Pajak, Bupati ataLI Kepala Badan Dacrah/ 

Dines Oaerah dapat memberikan pengurangan terhadap kete18pan Pajak 



Restoran yang tidal< benar atau berdasarkan pcrtimbangM kcroampuan 

membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 

bidang Pajak Daerah. 

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan llkuiclitas 

sehingga mempengaruhi kelangsungan usahaoya. 

Pasal 51 

(1) Permohonan pcngurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ,zyat (1) 

harus memcnuhl persya.ratan sebagai bc!rikut ; 

a. tidak diajukan keberatan; 

b. diajukan kcberatan, tetapi tidak dipcrtimbangl<an; 

c. tidak sedang diajukan pennohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksl administrasi; 

d. diajukan pcnnohonan pengurangnn atau penghapusan sanksi 

administ.rasi, tetapi dicabut olch Wajib Pajak; 

e. l (satuJ pcrmohonan unluk I (salu) surat kctetapan pajak; 

L pcrmohanan harus cliajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

g. surat. perrnobonon ditaodetangani oJch Wajib Pajak dan dolam hat &umt 

pcrmobonan ditandatangani olch bukan Wajib Pajak, sural pcrmohooan 

tersebul harus clilampiri dengru, swat kuasa; 

(2) Permohonan pcngurangan sebagairoana climaksud dalam Pasal 50 ayat (l) 

disampaikan secara rertulis kepada Bupati atau Kepala Sadan Daerah/ Dinas 

Daerah, dcngan dllampiri : 

a. fotokopi ideolitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasakan; 

b. dokumen pcndu.kung yang dapa.L menunju.kkan bahwa Pajak Restoran 

tidal< bennr a.tau dokumcn keuangan yang menuojukkan kondisi sedaog 

mcngalami kesulitan kcuangan, sehinRl!B dapal clikuraogkan; 

c. dokumen pendukung Jainoya. 
(3) Permohono.n pcogurangan eebagaimana climaksud dalam Pasal 50 ayat (11 

cliajul<an paling lama 2 (dua) bulan sejak t;inggal dildrim surat kctelapan 

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jo.ngka waktu 

te=bul tidak dapat dipcnuhi karcna keadaan di luar kekuasaanaya. 

(4) Penyampalan pcrmohonan pcngurangan oebagaillUl!la. clirnaksud pada ayru. (2) 

dapal dilaku.ka.n: 

a. t;CCarn l.angsuog~ atau 

b. mclalui pos atau jasa pengirirnan tercataL 



c. sccara online melalui nplikasi pcrpajaknn daerah. 

(5) Tanggal pcnerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada aya1 (4) adalah : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung olch Wajib Pajak pada pcrugas 'fcmpat Pclayanan Badan 

Daerah/ Dmas Daerah; at.au 

b. langgal slempel pos at.au jasa pcngiriman tercatal, dalam hal surat 

permohonan disampaikan mclalui po~ at.au jasa pcngiriman tercatat. 

c. tanggal rerima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara oriline melalui aplikasi pcrpajnkan daerah. 

Pasal 52 

(1) Pcrmobonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pesa! 50 aynl (I) 

yang mcmenuhi pcrsyaratnn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 

dan ayat (2), Kcpala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaldanjuti dcngan 

meneliti permohonan Wajib Pajak. 

(2) Pcrmohonan pengurangan scbag,iimana dimaksud dalam Pasal 50 aya.t tJ) 

yang tidal< memcnu.lti persyaratan sebagaimana dimaksud dslam Pasal 51 

ayat {I) dan ayat (2), wanggap bukan scbogai surat pcrmohonan schingga 

tidal< dipcrtlmbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan 

sebaga.imana dimaksud pada ayo.t (2), Kcpala Badan Daerah/ Dinas 

Dacrahdlllam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggai 

diterimanya sural permohonan harus mengembaiikan permohonan kepada 

Wajib Pajak a.tau lruasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam hal pcm1ohonan pcngurangan tidak dapat dipertimbangkan 

scbagalmana dimalcsud pada ayru (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

pennohonan kembali sepanjang mcmenuhi persyaratan sebaga.imana 

wmaksud dalam Pasal 51 ayat {I) dan aya.t (2). 

Pasal 53 

(I) Dalam ran.gka mcneliti permohonan pongurangan scbagaimana dimaksud 

dalnm Pru!al 52 ayat (I), Kcpi1li,. Badan Dacrah/ Din11a Dacroh dapo.l memintQ 

dokumen , data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui pcnyampaian 

surat pcrmintaan dokwnen. data. dan/ alau informasi. 

(2) Wajib Pajak harus mcmenuhi pc:rmintnan sebagaimana dimal<sud pada ayat 

(1) paling lama 5 (ltma) hari kerja sejalc tanggal surat permintaan dildrim. 

(3) Dalam rangka mencliti leblh lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kcpala 

dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 



menyempaikan surat pcrmintaan ketcmngan tambe.han dao Wajib Pajak 

haros mcmbcrikan ketere.ngan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 

sebagaimnna discbut dalam surat permintaan ketemngan tambahan. 

(4) Dalam h.al Wajib Pajak tidak memenuhi sebagiao aiau seluruh perminlaao 

sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) dao/atAu ayat (3), permobonan 

pengurangan sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 50 nyat II), tctap diproses 

sesuai dengan dak\J.men, data, informas1, dan/atau keteraogan yang ada atau 

yang diteriroa. 

Pasal 54 

(1) Setelab dilakukan penelilian scbagaimana dimaksud Pasal 52 11)'&1 (1), Bupati 

atau Kepala Badan Oaerab/ Olnas Dacrah mcmberi kcputusan atas 

permohonan pcngurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) 

dnlam jangka wo.ktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Ulllggal sw-at 

permohonan pengumngan diterima 

(2) Kepurusao sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) dapat berupa menerima atau 

menolak pennohonnn Wajib Pajak. 
(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seba.gaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah terlampaui tctapi Bupati atau Kcpala Sadan Daerah/ Oinas Oaerab 

tidal< mcmberikan keputusan permohonan pcngurangan dianggap dlterima 

dan diterbit.kan kcputusan sesuai dengan pcrmohonan Wajib Pajak dalam 

jangka waktu paling lama J (satu) bulan. 

Pasal 55 

(I) Bupati memberikan keputusan atas pcrmohonan pengurangan Pajak 

RcslOran yang pokok pajaknya lcbih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima 

pulub juta rupiah). 

(2) Kcpala Sadan Daerab/ Dina& Dacrah memberil<an kepurusan atas 

permohonan pengurangan Pajak Restoran yang pokok pajaknya pallng 

banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Llms puluh juta rupiah). 

Pasal56 

l"ormat ourat permohonan pcngurangan, sur-at pcngembalian permohonan 

pengurangan, surat permintaan dokumen, data, dan at.au lnformasi dalam 

rangka pengurangan, sural penninu,an kcterangnn trunbe.han dalam ranglca 

pengurangan clan l"ormal Kepurusan Tentang Pengursngan Pajak Restoran, 

tercantum dalam Lampiran VTIJ yang merupakao bagian ticlak terpisahkan dari 

Peraluran Bupati ini. 



Bagiao Kedua 

Pemberian Keringanan 

Pasal 57 

(I) Atas dasar pemohonan Wajfb PaJak, Kepala Sadan Oaerah/ Oinas Oaerah 

dapat membcrilUln kerlnganan pembayw-lJJl Pajak Rcstoran terutang scsuni 

dengaa ketentuaa perpajakan dserah. 

(2) Pemberisn kcringanan pembayaran Pajak Resroran terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat Pl diberiknn dalam bcntuk angsuran pembayaran atau 

penundaan pembayaran atas Pajak Restorao terutaog daJam SKPDKB atau 

SKPDKBT. STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali. 

(3) Pemberian keringanan Pajak Restoran sebagaiamana dimaksud pada ayat (I) 

dcagan pertimbangi,.n kemampuan membayn.r Wajib Pajak yang diperkirakan 

tidak akan mampu mcmenuh1 kewajibrut pembayaran pajak tepat pada 

waktunya. 

Pasal 58 

(1) Permohonan keringanan Pajak Restoran sebagaimana dimnksud pada Pasa1 

57 ayat (1) barus mcmenuhi persyaratan: 
a. permobonan diajukan sccara tcrtulis dalam bahasa Indonesia kepada 

Kepala Sadan Oacrah/ Dinas Oaerah, disertai dengan a.lasan dan bukti 

yang mendukung permohonan; 

b . surat permobonan ktringanan pembayaran Pajak Restoran sebagaimana 

dimaksud pada huru! a, sckurang-kurang11ya mcmuat : 

l. nama dan alamal wajib pajnk; 

2. jumlab utang Pajak Restoran yang dimohonkan pengangsuran, mesa 

ang'Suran dan besamya angsuran; atau 

3. j11mlah utang Pajak Resloran yang dimohonkan penundaan 

pembaya.ron dnn jangka waktu pcnundaan; 

c. clitandatangani oteh Wajib Pajak, dan dalam ha! clitandatangaai oleb 

bukan Wajib Pajak barus dilampiri sura.t kuasa; 

d. l (satu) sun>t permohonan untuk 1 (satu) surat ket.etapan; 

e. lidak mcmilikl tuoggakan Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya; 

r. dilampiri rotokopi surat ketetapan yang dimohonknn keringanllil. 

(2) Pcnnohonan keringanan sebagaimane dimal<sud pada nyat {I) dlajukan 

paling lama JO (sepuluh) hari kcrja scbelum jatuh tempo pembayaron, kecuali 

apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapal mcaunjukkan bahwa batas waktu 

pengajuan tersebut bdak dapat dipenubi karena keadaan di Juar 

kekuasaannya; 



(3} Pcnyampaian permohonan pengurangan Pajak Restoran scbagruroana 

dimaksud pada ayat (1) dapal dilakukan: 

a. secara langsung; atau 

b. mclalui pos atau jasa pengiriman tercataL 

c. sccara onlin.e mclalui aplikasi perpajakan dacrah. 

(4) Tanggal penerimruln surat yang dijadikan dasar untuk memproses sural 

pcrmoh.onan sebagaimana di.maksud pada ayat (6) adalah : 

•· tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tcmpat Pclayanan Sadan 

Dacrah/ Dlnas Daerah; atau 

b. 18.0ggal stc.mpcl p0s atau jasa pcngiriman tercatat., dalam haJ surat 

permohonao disampaikan mclalul p0s atau jasa pengiriman tcrcataL 

c. tanggal t,,rima surat dari Wajib Pajak sccara online, dalam ha! 

disampaikan sccara online mclalui aplikasi pcrpajakan dacrab. 

Pasa 59 

(!) Pcrmohonan keringanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (I} 

yang memenubi pereyaratan aebagalmana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (I), 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrab roenindaklanjuti dengan meneliti 

pennohonan Wajib Pajak. 
(2) Pcrmobonan keringaoan sebagaiman.adimaksud dalam Pasal 57 ayat (ll yang 

tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat ( I), 

dlanggap bukan scbagai surat pcnnohonan seltingga tidak dipertimbangkao. 

(3) Dalam bal perroohonan kcringartart tidak dapat dipcrtimbangkan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerab/ Dinas 

Daecrahdolam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

diterimaoya surat pcrmohonan harus mengcrobalikan pcrmohonan Jtepada 

Wajib Pajak at.au kuasanya disertai alasan ynng mendasari. 

(4) Oalam ha! pcrmohonan keringanan tidak dapo.t dipcrtimbangkao 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapal mengajukan 

pennohonan kcmbali sepanjang memenubi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal SB ayal (I). 

Pasal 60 

(l) Dalam rangka meneliti pennohonan &ebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayat (1), Kcpala Badon Oaerob/ Dina• Daerah dapat mcminta dokwnen. data. 

dan/atau informasi yang diperlukan melalui pcnyampaian sural permintaan 

dokurnen, data, dan/atau informasi. 



(2) Wajib Pajak harus memcnuhi pcrmintaan ,;ebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling lama S (limal hari kerja. scjal< tanggal suml pcrmintaan dikirim. 

(3) Dawn rangka mcneliti lebih lanjut atas pennohonan Wajib Pajak, Kepala 

Sadan Dacmh/ Dinas Daerah dapal meminta ketemngan tambahan kcpada 

Wajib Pajak dcngan menya,npaikan surnt pennintaan keternngan tambahan 

dan Wajib Pajak harus memben1<0.n keterangan yang diminta dalam jangka 

waktu paling lama scbagaimana disebul da!D.Jn sumt pcrmintaan keterangan 

tambahan. 

(4) Dalatn hal Wajib Pajak t idal< memenubl ,;ebagian ataU seluruh permlntaan 

sebag11imana dimaksud pada ayaL (II dan/alau ayat (3), permohonan 

kcringanan Pajak Restoran tcrutang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayat (1), tetap diproscs sesuai dengan dokumen, data, inJorrnasi, dan/atau 

ketemngan yang ada atau yang dltcrima. 

Pasal 61 

!l) Setelah dilakukan penclitian scbagaimana climaksud dalam Pasal 59 ayat (1), 

Kepala Badan Oac:rah/ Oinas Oacroh memberikan keputl.l5Qn ams 

pcrmohonan keringanan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 57 ayal (1), 

dalam jangka waktu paling lama IO (scpuluh) hari kcrja sejak tanggal surat 

permohonan diterima. 

(2) Keputusa.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atall 

menolak permohonan Wajib PaJak, 

(3) Apabila dalam jangka waktu IO (sepuluh) harl kcrja ;ebagaimnna dimaksud 

ayat (1) telah lcrlampaui dan Kepala Sadan Daemh/ Oinas Dacmh tidal< 

memberikan keputusan, permohonan dianggap cliterima dan ditcrbitkan 

sumL keputusan sesuai dengan pcrmohonan Wajib Pajak dalam jan.gka 

walrtu paling lama 5 (lima) hari kerja. 

Pasal 62 

(1) Oalam hat permohonan kcringanan diberikan dalam benLuk angsuran 

pcmbayaran sebagaimana climaksud dalam Pasal 57 ayat (2), diatur dcngnn 

ketentuan sebagai berikut : 
a. jangka waktu peng,,.ngsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya 

sumt keputuoan pcn,etujuan dengan pcngangsuran paling sedikil I (satu) 

kali dolnm I (satu) bulan; dan 
b. roass pengangsuran dimulal setelab tanggal jatuh tempo atas surat 

ketetapan yang pembayamnnya dimintakan pengangsuran. 

(2) Onlrun ha! permohonan keringao diberikan dalam bentuk penundaan 

pembayaran terutang sebagalmana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur 



dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak diterbitkannya stu'8l keputuson. 

Pasal 63 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kcberatan, pengurangan, pembetulan, 

banding, atau pcninjauan kcmbali a ws kctctapan atau keputusan tcrkait Utang 

Pajak Rcstoran yong telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran 

atau penundaan pembayara.n, keputusan pengnngsuran pcmbayaran atau 

penundaa:n pembayaran terscbut tctap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi 

sesuai dengan jaogka waktu ywig IClnb ditetapkan. 

Pasal64 

(1) Dalam ha! permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayarwi belum diterbitkan slllllU keputusao, dan kcpada Wajib Pajak 

dimaksud diterbit.kan surat kcputusan yang mengakibatkao kelcbiban 

pcmbayaran at.au pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau 

pcmberian imbalan bunga tcrsebut tcrlcbih dahulu harus diperhitungkan 

dcngan utang Pajak Restornn dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcrundang-undaogan pcrpnjakan. 

(2) Dalam hal bcsarnya ke lebiban pembayarsn pajak dan/ a tau pembcrian 

imbalan bunga tldak mencukupi untuk mdunasi utaog Pajak Restoran yang 

diajukan permohonan pengangsuran st.au penundaan, jumlah utang Pajak 

Rcstoron yang dipertimbangkan untuk dibcn1<an kcputusan pcngangsuran 

atau penundaan adalah jumlah ul811g Pajak Rcstorsn setclah dikurangi 

dengan kelebihan pcmbayarsn pajak dan/ atau peroberian imhalan 

bunga sebagaimana dimaksud padaayat (!). 

Pasal 65 

(I) Dalrun hal pcnnohonan untuk mengangsur atau mcnunda pemb,\yaran Pajak 

Restoran sudah diterbitkan suatu kcputusan, dan kcpada Wajib Pajak 

dimaksud diterbitkan s urat keputusan yang mengaklbatkan kclcbihan 

pembayaran dan/atau pcmbcrian lmbalan bunga, kelebiban pembayaran 

dan/atau pemberian imbalan bunga tcn,c:buL tcrlcbih dahulu baru• 

diperhitungkan dengan sisa utang Pajak Restoran yang belwn diangsur atsu 

ditunda pcmbayarannya sesuai dengan ketentuan pcraturan perundaog

undangan perpajakan. 

(2) Dalam hal besamya kelebihan pembayarsn Pajak Restoran dan/atau 

pcmberian imbalan bunga sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 11 tldak 

mencukupi untuk mclunasi sisa otang Pajak Rcstomn yang telah 



diterbitkan keputusan pengangsuran, besamya angsuran dan/atau mesa 

1111gsuran dari sisa 11lang Pajak Restor1111 tersebut haros ditetapkan kembali 

dcngan ketentuan : 

a. besarnya angsuran dan denda adminislratif setiap masa angsuran tidak 

lebih dari besarnya 1111gsurRn dan denda adminislratif yang tclah 

ditetapkan dalam surat keputusan scbelumnya: dan 

b. masa angsurna paling Jama sama dcngan sisa masa angsuran yang telah 

ditetapkan dalam surat keputusan sebeJumnya. 

13) Dalam hal besamya kelebihan pcmbayaran Pajak Restoran dan/atau 

pemberlan imbalan bungs •ebogaimanA dlmaksud pada ayat (1) tidak 

mencukupi untuk melunasi utang Pajak Restoran yang ditunda, Wajib Pajak 

tctap bcrhak melunasi utang Pajak Restoran tcrsebut scs11ai dcngan jangka 

waktu penundaan . 

Pasal 66 

(1) Dalam haJ diterbilkan suatu keputusan yang menycbabkan utang Pajak 

Restoran menjadi lcbih bc&ar atau lcbih kc:cil atas utang Pajak Restoran yang 

telah ditcrbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan 

besamya angs\ll'IIJl darl saldo Lttang Pajak Rcstoran ditctapkan kcmbali 

dcngan kctentuan: 

a. besamya angsuran dan denda a.dministratif setiap angsuran discsuaikan; 

dan 

b. mass angsuran paling lama swna dengan sisa mll!lll angsuran yang telah 

disctujui. 

(2) Dalam hal ditcrbitkan suaru kcputusan yang menyebabkan utang Pajak 

Restoran menjadi lebih besa.c atau lebib kccil atas utang Pajak Restoran yang 

telah dilerbitkan keputusan pcnuodae.o pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib 

melunnsi utang Pajak Restoran tersebut scsuai dcngan jangka waktu 

penundaan. 

Pa&al67 

(I) Penctapa.n kemba.Li besamya ,u1gsuran dan/atau 111asa angsuran 

sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 66 ayal \I) dilakul<an dengan prosedur: 

a. Kepala Ba.dan Da.erah/ Dinos Daerab mcmberitahukan kepada Wajib Pajak 

atau kuasanya. mengenai pcrubaban saldo Utang Pajak Restoran ecrta 

pcrmintaan usulan perubahan pengangsuran. 

b. Wajib Pajak atau kuasaoya barus menyampaikan usulan perubahan 

pengangsuran paling lama 5 (Lima) harl kerja sejak tanggal pemberltabuan 

sebagaimana dimaksud pada hurur a. 



c. Kepala Badan Daerah/ Dina• Daeroh menerbitkan perubahan keputusan 

pengangsuran pembayaran Pajak Restoran berdasarkan usulan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 

dilerirnanya usulan Wajib Pajak. 

(2) Dalwn hal sampai dengan batas waktu seoogaimana dimaksud pada ayat (!) 

huru! b Kepala Sadan Daerah/ Dinss Dacrah tidak mencrima usulan 

perubahan pcngangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Oinas 

Daerah menerbitkan perubahan kcputusan pengangsurnn pembayaran Pajak 

Reston:m seca..ra jabata.n dengon ketcntuan: 

a. bcsamya angsuran adalah aaldo Hutang PaJak Restoran dibagi dengan sisa 

masa angsuron; dan 

b. masa angsuran adalab sisa masa angsurao yang telah di•ctujui. 

Pasal 68 

( I) Oalam haJ permohonan keringanan seoogaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayat (I) diterima, utang Pajak Rcstorao yang belum dilunasi dikenai sanksi 

ndministrasi bcrupa dcnda administrati! sebesar 2% (dua persen) per bulan. 

(2) Denda admlnistrasi yang timbul akibat pcngal\gsuran atau penundaan 

sebagaimanfl dimaksud pada ayal (I), dihitung bcrdasru:kan saldo Utang 

Pajak Rcatoran. 

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan 

menerbitkan STPD Pajak Restoran pada setiap tanggal jntuh tempo 

pcngangsuran alau tanggal jatuh tempo penundaan. 

Pasal 69 

Dalam bat Wajib Pajak men~jukan banding atau pcninjauan kembali alas 

kct.ctapan atau kcpulusan terkail Utang Pajak Restoran yang telab diterbitk.an 

kcputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, 

keputusan pengurangan, pengangsuran atau pcnundaan tersebut te\ap berlaku 

dan Wajib Pajak wajib melunasi scsuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

Pasal 70 

(I) Bupati mcmberikan keputusan at.."\S permohonan keringanan pembayarao 

pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 

(Lima puluh juta rupiah). 

(2) Kcpala Badan Dacrah/ Dines Dat:rah memberikan keputusan atas 

pcrmohonan kc.ringannn pembayaran pajak ya.ng teruta.ng yang pokak 

pajaknya paling ban yak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 



Pasal 71 

Format sural pcrmohonan angsuran/ penundaao pembayaran, surat 

pengembalian permohonan pengangsuran/penundaan pernbayaran, sural 

permint.aan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pemberian 

pengangsuran/ penundrum pembayaran. surat pennintaan kererangan 

tambahan dalam rangka pernbcrian pcngangsuran/pcnundaan pcmbayaran, 

sural pemberitahuan mengenai perubahan ssldo ut:ang Pajak Rcstoran clan 

formal Keputusan Tes,tang pengangsuran/ penundaan pembayaran Pajak 

Restoran, tercantum dalam L.ampiran rx yang mcrupakan bagian tidak 

terpi!CU1hken dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Pembcrian Pembebnsan Pajak Restoran 

Pasal 72 

(11 Atas dnsar pcrmohonan Wajib Pajak, Bupati dapal memberikan pembebasan 

Pajak Reotoran tcrutang l!CSU!ll deng«n ketentu«n perpajakan daerah, 

(2) Pembebasan Pajak Restoran rerutang s,:bagiiimana dimaksud pada ayat {I) 

cbl:,crikan terhadap Pajak Restoran terutang dalan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

Surat Keputusan Banding atau Surat Keputuaan Peninjauan Kembali. 

(31 Pemberian pcmbebasan Pajak Restoran terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayal (II dikarcnakan Wajib Pajak bangkrut sehingga meogalami kesulitan 

kcuangan denga.n sisa kckayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak 

Restoran yang masih tenu.ang. 

(4) Pembebasan Pajak Resl()mn dapal diberikan kcpada Wajib Pajak apabila 

terjadi forol!.majeure. 

Pasal 73 

(II Permohonan pembebasan Pajak Restoran tcrutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) haru,s mcmenuhl persyaratan sebagai berikut: 

a. tidal< diajukan keberatan; 

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertirnbangkan; 

c. tldak sedang cllajukan pcnnohonan pcngurangan arau penghupu•an 

sanksi administra.si; 

d. diajukan pcrmohonan pcngurangan aUlu penghapusan sanksi 

administrnsi, lcUlpi dicabut oleh Wajib Pajak; 

c. I (satu) permohonan untuk l (salu) SKPDKB, SKPDKBT; 

r. permohonan harus diajukan secara tertulis daJam bahasa Indonesia; 



g. sural permohonan di1andatanganl oleh Wajib Pajak clan dalam hal surat 

pcrmobonan ditandatanganl oleh bukan Wajib Pajak, surat pcrmohonan 

tersebut harus dilampiri dcngan suraL kuasa; 

(2) Permohonan pcmbebasan P-djak Restoran terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan secaro tertulis kepada Bupati atau Kepala Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah, dengan dilampiri : 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam bal dikuasakan; 

b. dokumen pendukung yang dapal menunjukkan bahwa usahanya tclah 

bangk.ruL. sehingga dapat dibebaskan; 

c. dokumen pendukung lamnya. 

(3) Permohonan pembebasan 8Cbaga!mana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) 

diajukan paling lama 3 (tiga} bulan sejak tanggal ditcrimanya surat ketetapan 

pajak, keeuali apabila Wajib Pajak dapal menunjukkan bahwa jangka waktu 

tcrsebut tidal< d,,.pat dipenuhi karena keadaan di luar kekuru,aannya 

(4 ) Penyampaian pcrmohonan pembebru,an Pajak Restoran terutang sebagaimana 

dimak•ud pada ayat (1) dapal dilalcukan: 

a. secara langsung; atau 

b. melalui pas atau jasa pengiriman tercatat. 

c. sccara online melalui aplikasi perpajakan daerab. 

(5) Tanggal penerimaan sural yang dijadikan dasar untuk memproses surat 

pcrmohonen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam ha! disampaikan seearo 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tcmpat Pelayanan Badan 

Daerah/ Dinas Daerah; atau 

b. tanggal stcmpcl pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam ha! surat 

pcrmobonan disampaikan melalui pas atau jasa pengiriman tercatat. 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak ses:ara online, dalam hal 

disampaikan secara online mctlalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 74 

(11 Permohonan pembebasen sebagalmana dimalcsud dalam Paoal 72 ayat (!) 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayaL (!) 

dan ayat (2), Kepala Sadan Dacrah/ Dina• Daerah. menindaklanjuti dengan 

menellti pcrmollonan Wajib Pajal<. 

(2) Permollonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (I) 

yang tidal< memenuhi persyamtan schagaimana d iniaksud dalam Pa..a! 73 



ayaL (I) dan ayal (2), dianggap bukan sebagai pem1ohonan sehingga Lidak 

dipcrtimbangkan. 

(3) Oalam hal permobonan pembebasan tidal< dapal dipcrtimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalrun jangka waktu paling lama 

5 (lima) ha.ri kerja sejak tanggal ditcnmanya suraL permohonan harus 

mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya discrtai 

alasan yang mendasari. 

(4) Dalam hal pennohonan pembebasan tidak dapat diper1lmbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayal {2), Wajib Pajak masih dapat mcn.gajukan 

permohonan kembali sepanjang memcnuhi persyaraw.n sebagalmana 

dimaksud dalam Paw 72 ayat (I) dan e.yat (21 

Pasal 75 

(1) Dalam rangka menellti pennohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 72 ayat (l), Kepala Badao Daerab/ Dinas Daerah, dapat meminta 

dolrumen, data, dan/ a tau informasi yang diperlukan melalui penyampaiao 

sura:l permlntaan dokumcn, data, dan/atau infonnasi. 

(2) Wajib Pajak harus memcnuhi pcnnintaan sebogaimana dimaksud pada Pasal 

72 ayat (2) paling lama 5 (llma) hari kcrja sejak tanggai •urot permintaan 

dilcirim. 

(3) Dalam rangka meneliti lebih Lanju, alas permohonan pcmbebasan 

sebagai.maoa dimak.sud pada ayat ( 1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, 

dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dcngan 

menyampaiken surat permintaan ketcmngan tambahao da.n Wajib Pajak 

harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 

sebagaimllllll disebul dalatn surat pcrmintaao keterangao tambaban. 

(4) Dalatn hal Wajib Pajak lidak memenuhi sebagian atau sclurub permintaao 

scbagaimana dimaksud pad• ayat (21 dan/atau ayal (3), pcrmohonan 

pembcbasan Pajak Rcstoran 1.erutang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72 

ayat (1), tctap diproses sesuai dengnn dokumen, data, in£ormasi, dan/atau 

ketcrangan yang ada atau yang dlterima. 

Pasal 76 

(1) Setelah dilakukan penelltian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayaL (I), 

Bupati mcmbcrikan kcputusan atas pcrmohonan pembcbasan sebagaimana 

dima.ksud dalam Pasal 74 ayat (I) dalam jnngka waktu paling lama 12 (dua 

bclas) bulan sejak tanggal diterimanya surat pennohonan. 

{2) Keputusan sebagaimana dlmaksud pada ayat (J) dapat bcrupa mencrima atau 

menolak permohonan Wajib Pajak. 



(3) Ap;,bila dalam jangka waktu 12 (dua betas) bulan sebagaimana dimaksud 

ayaJ. !ll L-elah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan. 

permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbilkan 

kcputu""n pembebasan eesuni dcngan permobonan Wajlb Pajak dalam 

jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak bcrakhirnya jangka waktu 

sebagiwnana dimaksud pad a ayat ! I). 

Pasal 77 

Format surat permohoaan pembebasan Pajak Restoran, sural pengembalian 

permohonan pembebasao Pajak Restoran, aural pcrmintaan dokumen, data 

dan/atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Restoran, surat 

pennintaan keterangan tambahan dalam rangka pembcritUl pembcba.san Pajak 

Restoran d8Jl Formal Kcputusan Tcntang pembebasan Pajak Restoran. 

tcrcantum clalam Lampimn X yang merupa.kan bagian tidak tcrpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BABXI 

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 78 

(I) Atas dasar permohonan Wajlb Pajak, Bupati atau Kepala Badan Dacrah/ 

Dinas Oaerah dapat mengurangkM atau mcnghapuskan sanksi administrasi 

Pajak Restoran bcrupa bunga, denda at.au kenaikan pajak yang terutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(21 Pembcrian pengurangan atau mengbapuskan sanksi adrninistrasi Pajak 

Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (ll, dalam hal sanlcsi tersebul 

dikcnakan kareno kcalpaan Wnjib Pajak. bukan karena kesalahannya atau 

mengalami kesulitan keuangan; 

(3) Kealpaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak 

berbuat kcalpaan tidak mcmenuhi kcwajiban pcrpajakan karena tidak 

memahami peraLuran perpajakan dan kcjadiannya tidak berulang-ulang. 

!41 Bukan !<arena kesalahannya scbagrumana dimaksud pada ayat (2), yaltu 

ketetapan l)<ljak yang ditcrbitkan tcmyatn keliru yang disebabkan oleh 

keddaktelitian pelugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak 

bersalah. 

(5) Mengalami kesulitan keunngan sebaga.imana dirnaksud pada ayat (2) yaitu 

WajJb Pajak mengalanu kesuhtan likuiditas sehingga mempengaruhi 

kelangsungan usahanya. 



Pasal 79 

(I) Permohonan pengu.rangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 68 ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

sebagni bcrilrut : 

a. lldak cliajukan kebcrat.an; 

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertlmbl>.ngkan; 

c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan tcrhadap 

kctctapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangnn at.au 

penghapusan sanksi administrasi atau diajukan pcrmohonan pengurangan 

atau pembatalan terhadap kctctapan pnjak yang ocdang diajukan 

permohonan pcngurangnn atau penghapusan sanksi admlnistrasi, tetapi 

dicabut oleh Wajib Pajak; 

d. l (satu) pcrmohonan untuk l {satu) kctetapan pajak; 

e. permohonan harus diajukan secant rertulis da1run bahasa Indonesia; 

r. sunu permohona,, ditandatangani oloh Wajib Pajak dan dalam hal surat 

pcrmobonan clitandatangani oleh bukan Wajlb Pajak, surat permohonan 

terscbut harus dilampiri dengan surat kuasa; 

g. sanksi administrasi tcrsebut bclum dibayar atau belum clilunasi olch Wajib 

Pajak; dan 

b. Jumlah kckurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pcngenaan 

aa.nksi administrasi telah dilunasi oleb Wajib Pajak; 

(2) Permobonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak 

Rcstoran sebngajmana dimaksud dala,n Pasal 68 ayat ( I) diajukan secara 

tcrtulis kepada Bupati a.tau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, dcngan 

cblwnpiri: 
11. fotokopi idcntitas Wajib Pajak atau folokopi identitas lruasa Wajib Pajak 

dalrun hal dikuasakan; 

b. mengcmukakan jumlah sanksi adminislTaSi mcnurut Wajlb Pajak dcngan 

disertni alasan; 

c. dnkumen pendukung yang lainnya. 

(3) Permohonan pengumni:a,, atau pcnghapusan sanksi administrasi 

sebngaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan sejak tanggal ctitcrimanya surat kctctapan pajak, kccuali 

apabila Wajib Pajak dapat meounjukkan bahwa jangkA waktu ternebut tidak 

dapal dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Pcnyampa.ian pcrmohonan peogurangan alau penghapusan sanksi 

administrasi Pajak Rcstoran sebagaimanu dima.ksud pada ayal (1) do.pat 

dilalrukan: 



a. secara langsung; atau 

b. melalui pos atau jasa pengirimru, tercatat. 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) 'tanggal penerimaan sural yang dijadikan dasar untuk memproses surat 

pcnnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada.lah : 

a. tanggal terim<t surat dari Wojib Pajak. dalaJn hol disampaikan secara 

lnngsung oleb Wajib Pajak pads perugas Tempat Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Dacrah: otau 

b. tanggal stempcl pos atau jaoo. pengirimao tercatat, dalrun hal sural 

pennohonan disampailcan mclalui pos auiu jasa pengiriman tercatot. 

c. tanggal terima surat dan Wojib Pajak secara online, dalAm hal 

disampaikan sccara online mclalul aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal80 

(1) Pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi ndministraSi Pajak 

Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 aynl ( l) yang memenuhi 

peniyaratan sebagaimano dimaksud dalam Pasal 79 ayat (l) dan ayat (2), 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Oacrah mcnindaklanjuti. dengon mcneliti 

pcrmohonan Wajib Pajak. 

(2) Pennohonan pengurangan ntou penghapusan sanksi administre.si Pajak 

Restoran seoogaimana dimak.sud dalam Posa! 78 ayat ( l) yang tidal< 

memcnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Posa! 79 ayal (1) dan 

ayat (2), dianggap buka.n scbagai surnt permohonan schingga tidllk 

dlpertlmbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pengurnngan atau penghapusan tidal< dapat 

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala 

8adan Daerah/ Dinas Dacrah dalam jMgka wakru paling lama 5 (lima) hari 

kerja scjak tanggal diterimanya surat 

pennohorum kepada Wajib Pajak 

yang mendasari. 

permohoOlln harus mengembalikan 

atou kuasanya discrtai alasan 

(4) Dalam hal pennohonan pengurangan atau penghapusan sa.nksi administrasl 

Pajak Reswran tidak dapal dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). Wajib Pajak masih dapal mengajukan pcrmohonan kembali 

.,,panjang memenubi persyaratan scbagnimana dimaksud dalam Pasal 78 

ayat (I) dan ayal (2). 

Pa$8.I 61 

(1) Oalam rangka meoeliti permohonan pcngurangan al.8U pcngbapusan sankai 

adminiatrasi Pajak Restom,n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), 



Kepala Badan Daerah/ Oinas Daerah dapat memlnui dok:umcn, data, 

dan/atau informasi yang diperluken m<:lalui penyampaian surat pcrmintaan 

clokumen, data, dan/atau informa.si. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) paling lama 5 (Jima) hari kerja seJak t.anggal surat pennintaan dildrim. 

(3) Dalam rangka meneliti lcbih lanjul ates pcnnohonan pengurangan atau 

penghapusan scbagrumana dimnksud Pasal 80 ayat (1), Kepala Baden 

Daerah/ Dinas Daerah dapat memlnro kclcningan i.amba.han kepada Wajib 

Pajak dengan mcnyampaikan sural permintaan keterangan tambahan dan 

Wajib Pajak harus mcmberikan kctemngan yang diminta dalam jangka waktu 

pal.Ing Jama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan 

tambahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuh1 sebagian atau seluruh pcnnintaan 

sebalJl!lmana dimaksud pada ayal (11 dan/a.tau ayat (3), permobonan 

pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pnjak ReslDran 

sebagrumana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (I), tetap diproses sesuai 

dengan dok:umcn, data, informasi, dan/ a tau keterangan yang ada atau yang 

diterima. 

Pasal 82 

(I} Setelah dllakukan peneliuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 80 ayat (1), 

Bupati atau Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah memberi kepucusan atas 

permohonnn peoguraogan atau penghapusan sanksi adminitrasi Pajak 

Rcstora,, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (I} dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal swat permohonan diterima. 

(2) Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1 l dapat berupa menerima a tau 

menolnk permohonan WaJib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu 3 (tlga) bulan scbagaimana dimaksud pada ayaL (I) 

telah tc:rlampaui, Letapi Bupati atou Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah 

tidak mcrnbcri suotu kcputusan, permohonan pengurangan atau 

penghapusan sankai ad.Inlstrasi Pajak RcslDran dianggap dikabulkan dan 

Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitlcao surat 

keputusan pengun,ngan atau penghapusan sanksi admistmsi Pajak 

Restoran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama I (satu) 

bulan sejak berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

Pasal 83 

(l) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pcngurangan atau 

penghapusan sanksi admistrasi Pajak Restoran, dcngan ni1aJ sanksi 



adminislrasi lcbih banyak dari Rp.25.000.000,00 (Dua pu!uh lime juta 

rupiah). 
(2) Kcpala Sadan Daerah/ Dinas Dacrab memberilcan keputusan atas 

permohonan pembebasan Pajak Restoran yang pokok pajakoya paling banyak 

sampai Rp.25.000.000,00 (Dua puluh limn juta rupiah). 

Pttsal 84 

Formal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak 

Restoran, sural pcngcmbalian pcrroohonan pengurongan/penghapusan sanksi 

administrasi Pnjak Restoran, surat perrnintaan dokumcn, data. dan atau 

infonnasi datrun rangka pembcrian pengurangan/pcnghapusan sanksi 

administrasi Pajak Rcstoran, sura1 pcrmintaan kcterangan tambahan dalam 

rangka pemberian pcngurangan/penghapusan "81lksi administrasi Pajak 

Restoran den Format Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi Administtasl 

Pajak Restoran, Kcputusan Tcntang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak 

Restoran, ten:antum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 1.idak 

t.erpisahkan dari Pernturan Bupati ini. 

BAB XII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kcsatu 

Kebcraw.n 

Pasal 85 

Wajib Pajak dapat mcngajukan pcrrnohonan keberatan kcpada Bupati aw.u 

Kepnla Bad= Daerab/ Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/ 

SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN dan STPD Pajak Res\Oran. 

Pasal86 

(1) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus 

mcmenuru persyaratan sebagai berikut : 

a. Permohonan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia, dcngan 

disertaJ alasan-alasan yangjelas; 

b. Dalam hal Wajib Pajak mcngajukan keberatan alas ketctapan pajak secara 

jabatan, Wajib Pajok harua dapat membuktikon kctidakbenaran ketc01pan 

pajak tcrsebut; 

c. Sural pcrmohonan kcbcratan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam 

ha! permohonan kcbcratan dikuaoaktui kepada pihak lain harus dengan 

melampirkan surat kuasa; 



d. I (satu) surnc kcberatan diaiukan hanya untuk I (satu) surat ketetapan 

pajak; 

e. Pcrmohonan keberatan diajukan dalam jangka wakcu paling lama 3 (tiga) 

bulan seja.k sural keretapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali 

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu terscbul 

tidak dapat dipenubi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

f. Telah membayar paling sedikit scjumlah 50% dari jumlah pajak terutang. 

(2) Permohona,, kebcratan seoogaimana dimak•ud dalam Pasal 87 disampaian 

secara terrulis kcpada Bupatl atau Kcpala Badan Dacrah/ Dina& Dacrah 

dengan dilampiri; 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fot.okopl identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam haJ dikunsakan.; 

b. fotokopi surat ketctapan pajok yang diajukan kebcrata. 

c. dokumen pcndukung yang lainnya. 

(3) Permohomm keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diajukan paling 

lama 3 (tlga) bulan scjak tanggal surat ketetapan pajak., kecuali apabila Wajib 

Pajak dapal menunjukkan bahwa jangka waktu terse but tldak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan kcberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilalrukan: 

a. secara langsung; atau 

b. melalui pos atau jasa pc.ngirimAn tercatat. 

c. secara online mclalui aplikasi perpajnkan daernh. 

(5) Tanggat pcncrimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproscs surat 

pcnnohonan sebaga.imana dimaksud pada ayat (4) ade.lab : 

a. tanggal terirna surll.l dari Wajib Pajak, dalam bal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelaynnan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah; atau 
b. tanggal stempcl po& atau jasa pcngiriman tercatat, dalam hal surat 

permohonan disampail<an melalui pos atau jasa pengiriman tert:ataL. 

c. tanggal Lerima surat dari Wajib Pajak secare onJine, daJam hal 

disampaikan sccara anline mclalt.tl aplilmsi perpajl.\kan daernh. 

Pasal 87 

(I) Permohonan keberatan sebag,,lmana dlmaksud daJam Pasal 85 yang 

memcnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dnn 

ayat (2), Kepala Badan Oaerab/ o,nas Oaerah menindaklanjuti dengan 

mencliti pennohonan Wajib Pajak. 



(2) Permohonan kebcratan scbagaimana dimaksud dalwn Pasal 85 yang t.idak 

memenuhi persyaroton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayal (1) dan 

ayat (2), dianggap bukan sebagai surat pennohonan seningga tidak 

dipert.irnbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan kebcratan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hnri kerja sejak tanggal ditcrimanya aurat 

permohonan harus mengembalikan pcrmohonan kepada Wajib Pajak atau 

Jruasanya disertai aJasan yang mendasari. 

(4) Dalam hltl permohonan kebcratan tidak dapat dipcrtimbangkan sebagaimana 

(limaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat meogajukan permohonan 

kembali sepanjang mcmenuhi persyo.ratan scbagaimana dlmaksud dalam 

Pasal 84 ayal ( 1) dan ayal (2). 

Pasal88 

(1) Dalam rangka mcneliti permohonan kebcratnn sebagairoana dimaksud dalam 

Pasal 87 ayal (l), KepaJa &dan Daerah/ Dinas Daerah dapat memlnta 

dokumen, data, dan/atau ioformasi yang diperlukan metalui penyampaian 

surat permintaan dokumen .. data, dan/ a tau inronnasi. 

(2) Wajib Pajak harus memcnuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dildrim. 

(3) Dalam rangka mencliti lebih Janjut pcrmohonan keberatan sebagaimana 

dimoksud padn ayal (1), Kcpala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat mcminto 

keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dcngan menyampaikan sumt 

pcrmintaan kcterangan tombab8J'l dan Wajib Pajak harus memberikan 

kctemngan yang diminta dalam jangka waktu paling lama scbagaimana 

disebut dalam sura.t permintaan keremngan tambahan. 

(4) Dalrun hal Wajib Pajak tidak mcmcnuhi sebagian al.au seluruh pcrmintaan 

sebaga,mana dimaksud pada ay,it (!) dan/atau aynt (3), pcnnohonan 

kebcratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tctap diproses sesuai 

dcngan dokumen, data, informasi. dan/atou kcterangan yang ada atau yang 

cliterima. 

Pasal 89 

(l) Setclah dilakukan pcnclitlan oebagaimana dimaJc8ud dalam Pasal 87 ayat (!), 

Bupati alau Kepala Badan Daerah/ Dinas Oaerah memberikan keputusan 

alas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalatn 

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 

permohonan keberatan d1terima. 



(2) Keputusan scbagaimana dimaksud pada aya1 ( l) dapal bcrupa menerima 

seluruhnya, menerlma scbagian atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangl<a waktu 12 (dua belas) bula.n sebagaimana dimaksud pads ayat 

(1) telah tcrlampaui, tetapi Bupali atau Kepala Badan Daerah/ Oinas Oaerah 

tidak mcmberi keputusan, permohonan keberatan dianggap diterima dan 

Bupati alau Kepala Badnn Oaerah/ Oinas Daerah menerbitkan surat 

kcputusan kebcratan scsue.i deng,an permohonan Wajib Pajak paling lama I 

(•atu) bulan sejak bcrakhimyn jangka wnktu •cbagaimann dimakoud pada 

ayat (1). 

Pasal90 

(1) Sebelum mcncrbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna 

membcrikan ketcrangan atau memperolch penjelasan mengcnai kebcratan 

Wajib Pajak dengan rnenggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 

(2) Surat Pcmberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimal<sud pada ayat (I) 

harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan. 

(3) Pcmbcrian kelcrangan clan penJelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 

dituangkan dalam Bcrita Acara. 

(4) Apabiln Wajib Pajak tldak mcmanfaatkan kesempatan untuk badlr 

scbag,aimana dimaksud pada ayat (I): 

a. dlbuat Bcrita Acnro ketidakhadiran Wajib Pajak; dan 

b. proses kebcratan tetap dapat dlselcsaikan. 

Pasal 91 

(l) Wajib Pajak dapat mencabul pengajuan kcberatan sepanjang Surat 

Pemberitahuan Untuk. Hadir belum disampalkan kepoda Wajib Pajak. 

(2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak scbagaimana 

dlmaksud pads ayat (JI adalah 1anggal diterimanya Surat Pembcritahuan 

Untuk Hadir oleh Wajib Pajak. 

(3) Wajib Pajak yang mencabut pcngajuan keberatan yang telah disampaikan 

scbage.imana dimaksud pada ayat (I) tidak dapat mengajukan permohonan 

pcngurongan etau pembalalan surat ketetapan pajak yang tldak bem.r. 

Pasal92 

(I) Jika pengajua.n keberatan dikabulkan sebagjan a1.a.u scluruhnya, kelcbihan 

pembayaron pajak dikembalikan dengan ditambah imbaJan bunga sebesar 2% 

(dua pcrscn) scbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empal) bulan. 



(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengun diterbitkannyn SKPOLB. 

(3) Dalam hal pengajuan kebcratan ditolak atau dikabulkan scbagian, Wajib 

Pajak dikcnai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

pcrscnJ darl jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 

dengan pajak yang telah dibayar sebclum mengajukan kebcratan. 

(41 Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 68.llksi 

administratif berupa denda 50% (bma puluh persen) sebagaimana dimak&ud 

pada ayal (3) tidak dikenakan. 

(5) Oalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi adntinistratif berupa dcnda sebesar 100% (seratus 

person) dari jumlab pajak berdasarkan Putusan Banding dikurnngi dengan 

pembayaran pajak yang 1elah dibayar sebclum mengajukan kcberatan. 

Pasal 93 
(l) Bupatl mcmbcrikan kepurusan at.aS permintaan keberatan yang pokok 

pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 

(2) Kepala Badan Daerah/ Oinas Oaemh memberikan kepuLusan atas 

pennintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai 

Rp.S0.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 

Pasal 94 

Format surot pengajuan kcberatan, surat pcngembalian pengajuan keberatan, 

surat permintaan dokumen, data atau informasi dalam rtUlgka kcberatan, aurat 

permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat 

Pcmberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberntan Pajak 

Restoran, tercantum daJam Lampiran XII yang merupakan bagian tidal< 

tcrpisa.hkan dari Peraturan Bupari ini 

Bagian Kcdua 

Banding 

Pasal95 

( l) Wajib Pajak dapal mengajukan pcrmohonan banding hanya kepada 

Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mcngenai keberatan yang ditctapkan 

oleh Bupati a tau Kcpalu Badan Daernh/ Dinas Daerah. 

(2) Permohonan banding sebagairnwl8 dimaksud pada ayat (1) diajukan sccara 

tertulis daJam bahasa lndonc1'ia, dengan alasan yang jela• dalom jangka 



waktu 3 (tigal bulru, aejak keputusan diterima. dilampiri salinan dari sural 

keputusan keberat:an tersebut 

(3) Pcngajuan permohonan banding menaogguhkan kewajiban membayar pajak 

sampai dengan I (satu) bulan scjak tanggal penerbitan Putusao Banding. 

BAB XTil 

l'ENOEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN l'AJAK 

Bagian Pertama 

Permohonan Pengemba\isn Atas Kclcbihan Pcmba,yaran Pajak 

Pasa196 

(1) Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan pengembaJian atas kelebihan 

pcmbayamn Pajak RcMoran kepada Kepala Badan Oaerah/ Dinas Oaerab. 

(2) Pennohonan pengcmbalian scbagaimana dimaksud pada a,yat (J) oekurang

kurangnya memuat : 

a. ldcntitas Wajib Pajak alau kuasanya apabila dikuasakan 

b. Nama dan 8.lamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan 

c. NPWl'D; 

d. Masa pajak dan tahun pajak; 

c. Perhitungan pajak yang terutang meourul Wajib Pajak; 

r. Besamya jumlah kelcbihan pembayaran paja.k; dan 

g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak. 

(3) Permohonan pcngcmbalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilrunpiri 

dokumen : 
a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitaa kuasa Wajib Pajak 

de.lam hal dikuasa.kan; 

b. rotokopi SKPDKB, S KPOKBT, Kcputusao Keberatan, Putusan Banding, 

Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pcmbetulan. 

c. fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonao; 

d. Surat Kuasn (apabila dikuasakan); 

e. fotokopi bul<u bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank 

dengan mcmperlihatkao aslinya. 

(4) Pcnnohonan pengembalian sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1), diajukan 

seonm 1.ertulis paling lama 12 {dua belas) bulan aejak saat timbuloya 

kclebihan pembayaran pajak. 



Pasal 97 

(I) Penyampaian permohonan pengcmbalinn sebagaimana climaksud dalrun PasaJ 

96 ayat \ l) dapat dilakul<an: 

a. sccare langsung; atau 

b. mclalui pos atau jasa pengjriman tercataL 

c. secare online melalui aplikasi perpajaluln daerah. 

(2) TanggaJ penerimaan sural yang clijadikan dasar untuk memproses surat 

permohonan sebagaimana climaksud pada ayal (6) adalah : 

a. tanggal terima suret dari Wajib Pajak, dalrun hal disampa.il<an secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tcmpat Pclayanan Badan 

Daerah/ Dinas Oaerah; atau 

b. tanggal stempcl pos atau jasa pcngiriman i.ercat.at. dalam hal sural 

pennohonan disampail<an melalui pO& atau jasa pengiriman tcrcatat. 

c. tanggal terima suret dari Wajib Pajak 5¢Cara ortline, dalam haJ 

disampaikan secara online mclalui aplikasi perpajakan dacrah. 

Pasal 98 

(l) Terhadap permohonan pengcmbaJinn yang memenuhl persyaratan 

sebagaimana dimnksud dalam Pasal 96 "Y"' (2) da.n nyal (3), Kepala Badan 

Dacrah/ Dinas Dacrah mcninclnklanjuU dengan pemeriksaan pcrmohonan 

Wajib Pajak. 

(2) Pennohonan pengcmbalian yang tidak mcmenuhi persyaratan sebagaimana 

dimnksud dalam Pasal 96ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai 

pcnnohonan pengcmballan, sehingga tidak dapat dipertimba.ngkan. 

(3) Dalam hal pennohonan pengembalian ddak dapat dipertimbangkan 

seba.gruma-na dimaksud pada ayat 12), Kcpala Badan Oacrah/ Dinas Oacrah 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima} hari kcrje scjak tanggal cliterimanya 

surat pcrmoho.nan haru• mengembalikan penn.ohonan kepada Wajib Pajak 

atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam hal pennohonan pengembalian tidak dapat dipcrtimbangl<an 

sebagaimana dimnksud pada ayat {2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kcmbali ""P"njang memenuhi pcrsyaratan sebl>gaimena 

dimaksud dalam Pa.sal 94 ayat (2) den ayal (3). 

Pasal99 
(I) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimann climaksud dalam Paaal 98 aya.t (I) 

berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengarur tentang pemcrlksaan 

pajak daerah. 



(2) Apabila hasil pemerlksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), temyata 

jurolah kre<lit pajak atau jumlab pajak yang dibayar lebih besar daripada 

jumlah pajak yang terutang atau tclah dilakukan pembayaran pajal< yang 

tidak seharusnya tcn.1tang. sclambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak 

sural pcrmohonan ditcrima, Kepala Badan Daerah/ Dines Daerab 

mcnerbitkan SKPDLB. 

(3) Apabila sctclah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 

KcpaJa Badan Daemh/ Dinas Daerah tidal< membcri ouatu kcpurusan, 

pcrmohunun pengcmbalian kolebihan pembaynrttn pajak diangg!lJ) dikabulkan 

dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambal-lambatnya I (saru) 

bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 

(4) Apabila SKPDLB terlambal dii.erbllkan dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayal (2), maka kepada Wajib Pajak dibcrikan imbalan bungs 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sajak bcrakhirnya jangka waktu 

scbagaimana dimaksud pads ayal (3) sampai dcagon saat diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Lcbih Bayar. 

Pasal 100 

Unruk mcmbayar pengcmbalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 99 ayat (2), surot keputusan kcbcratan, putusan banding. surat 

kepurusan pengurangan, atau 

pembayaran pajak, dit.erbitkan 

Pcmbayaran Pnjak Daerah. 

putusan lain yang mcnycbabkan kclcbihan 

Sural Keputusan Pcngembalian Kelebihan 

Bagian Kcdua. 

Pcngcmbalian Kclcbihan Pembaya.ran Pajak Pada Tahun Berjalan 

Pa.al lO l 

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalrun Passi 99 nyat (2) dan Surat 

Keputusan Pen,gembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana 

d.imaksud dalam Pasal 100, Kepala Badan Dacrah/ Dinas Daerah 

menerbitki\n SPM Pengemballan Pendapatan. 

Pasal 102 

(1) Berdnsarkao $PM PengembaJian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal JOI, Kuasa 

BUD menerbilkan SP2D. 

(!2) Kuasa BUD meoyampaikan SP2D sebagaimanu dimaksud pada ayat (I) kc 

Bank untuk dllakukan pemindnhbukuao ke rekening Wajib Pajak dan 



mcnyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntnnsi SKPD pada Badan 

Daerah/ Dinas Oaerah untuk dilakukan jumal koreksi. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayara.n dipcrhitungkan dari kode rekening 

objck pajak daerah yan~ bcniang)rutan. 

Bagian Ketiga 

Pengcmbalian Kelcbihan Pembayaran Pajak Tahun Sebclumnya 

Pasal 103 

(1) Bcrdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan 

Kcputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100, SKPKD memproses Kcpuwsan Bupati tentang 

Pcnggunaan Anggaran Bclanja Tidal< Terduga unwk Pengembalian Kelebihan 

Pembayara.n Pajak Daerah tahun sebelumnya. 

(2) Kepuwsan 8upati sebaga.imana dlmoksud pada ayal (11 beserta bcrkas 

permohonan scbagaimana dlma.ksud dalam Pasal 96 ayat (21 dan ayat (3), 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lcbih 

lanjut. 

Pasal 104 

(1) Berda.sarkan berkas permohonan sebagaimann dima.ksud dalarn Pasal 96 ayat 

(2) dan ayat (3) Bendahara Pcngeluaran SKPKD mengajukan SPP·LS kepada 

Kepala Sadan Dacrah/ Oinas Daerah. 

(2) Bcrdasarkao SPP-LS sebagaimana dimaksud pada aya, (2), Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Dacrah sclaku PPKD menerbitkan SPM-LS. 

(3) Bcn!asarkan SPM-LS scbagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD 

menerbitkan SP2D. 

(4) Kuasa BOD menyampwkan SP20 scbagaimana dimaksud pada eyat (3) ke 

Bank untuk d.ilakukan pemindahbukuan kc rekening Wajib Pajak dan 

menyampaikan tcmbusan SP20 kepada rungsi akuntansi SKPD pada Sadan 

Dacrah/ Dinas Daerah unwk dllakukan pcncatatan jumal Belanja Tidak 

Tcn!uga. 
(5) Pcngembalian kelebihan pembayw-an Pajak Dacrah tahun sebelumnya 

dlbebankan pada Bclanja Tidak Tcn!uga scsuai dengan ketcntuan perawran 

perundang-undangan. 

Pasal )05 

Format surat pengemballan pcrmohonan, fonnat Kepurusan tentang Kctctapan 

Pajak Daerah Lcbih Bayar Pnjak Restoran dan Kcputusan Pcngembalian 



Kelcbiban Pembayaran Pajak Restoran ocrta formal SPP l'cngcmbalian 

l'cndnpatan, SPM Pcngembahan Pendapa111n clan SP2D, Lercantum dalam 

Lampu'lltl Xlll yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

BAB XJV 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 106 

(1) Ha.It unluk mclakukan pcnagih,,n pejalc, kedaluwarsa sctclah melampaul 

Jangka waktu 5 (lima) tahun ecjak 11aa1 terulru'lgnyo Pajol<, kccuali npabilo 

Wajib Pajak melakukll.n Lmdak p1dann d1 bidang perp6Jakan Oacrah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan p8Jak ecbegaimal'la dirnaksud pada ayat (I) 

t:ertangguh apobila : 

a. ditcrbilkan Sunu Teguran dan Surat Pnksa, atau 

b. ada pengakuan Utan!! P"J'lk dari Wajib Pajak baik lllnpung maupun tidak 

langsung. 

(3) Oala,n hal diterbilkannya Surat Teguran dan Surat Paksa i,,,begoimana 

dimalaud poda ayat (21 buruf a, kcdaluwarBO penogihnn dihitung scjak 

tanggal penyampaian Surat Paksa tcnsebut. 

a . pcnpkuan utnng pajak seca/1l langsung scbagaimana dimabud pada aye( 

(2) huruf b ndalah Wajlb Pojak dcngan kc"8darannya mcnyatAkan mas,h 

mempunyru utang pajak dan bclum melunasinya kcpada Pemcrintah 

Oaerah; 

b. pcngakuan ulang sccara tidak langsunl{ seoogaimona dimaksud pedo aynL 

(2) huruf b dapol dikctabu, dan pcngaJuan permohonan angsuran atau 

pcnundaan pcrnbaynrnn dan permohonan kcbcratan oleh Wajib Pajak. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 107 

Pada e&al ~ra\uran Bupnti ini mulai berlaku, Ptt:anlran Bupati Ba.nyumaa 

Nomor 64 Taltun 2013 tmtang Tata C8ra Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan 

Rcstoran Di Kabupatcn Banyumoa (Berila Dncrah Kabupaten Banyumas Tabun 

2014 Nomor 64), docabut dnn dinyatakan tidal< berlaku. 



Pa.sol 108 

Peraturan Bupati ini mulru berlaku pada tanggnl diundangkan. 

Agar sctiap orang menge1.ihulnya; memenntahka.n pengundangan Peraturan 

Bupati ini dcngan penempma nnya du.lam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 

No · JABATAN PARAF 
l . %1<-PA -2. Asm111 UM i 

3. l'!,G . tl\11'\/M J 
4. 1,:/1 ~ J, 

V 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 4 AUG 20'20 
BUPATI BANYUMAS 

ACHMAD HUSEfN 



1..AMPIRAN I 

PERATIJRAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR :49 TAHIJN .20.:io 

TENTANO 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTO RAN 01 KABUPATEN 
BANYUMAS 

SSPD PAJAK RESTORAN 

MPWPO 
NAM_. VSAHA 

.AJ.AM.4.T VSAHA 

NOMOR TEL.&PON 

Tanun Pajak 

Dasat P<mbayaran 

Jamlah P<>,mbaya.tan 

' I , I 
, I 
,I 

KOP 8ADAN DAERAI 1/ DINAS OAF.RAH 

SSPD 
(SURATSETORAN PAJAK OAERAII) 

PAJAK RESTORAN 

I I 1_1 I 

I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 

I I I I 
I I I I 

I I I 
I I I 

: L~ .. N I I PEB I I MAR I I APR I I MEI I I JVNl 
I JUL I I AOS ) I SEP I 

' I I I I j 
: 0 SPTPD □ 
□ SKPDKB □ 
D SKPDKBT D 
D STPD 

J<P:!'81tANOAH 
POKOK PAJAK 
OENOA./$ANOSI 
JUMLAH 

I OKT I I NOP ] r oES I 

Keputuaan Ptmbc!Ulan 

Keputu.san Kebcr11t.An 

tCcputu.san Banding 

Rp 
R 
Rp 

JIJ 
...... 

I • r' "lt'I' 

I I I I 
I I I I 

TERBILANG ; 1---------- ------1 

Peri_yctor. 

(, ................. ---··••·•···l '··-··-··· .. ···········••1 



l..'.MPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR :.1(11 TAHUN ;J():,W 

TENTANO 

TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK 
RESTORAN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

PORMAT SPTPO PAJAK RESTORAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SSPO) 
PAJAK RESTORAN 

Kcpada Yt.h 
Kepola Bodon ,_, Dinu Domob 
Kabupatcn Bal\'(Umaa 
di 
PURWOKERTO 

NASA PAJAk BUI.All I I I I I I I I I I 
TAHUNPAJAK □ I I I 
IIPWPI) I I I I. I I I I I I I I I 
NAMA USAIIA , tJ-EB-l~-133=Fl Ff! I I I I I I I I I I I I I 
Al.AMAT USAHA . I I I I I I I I I I: I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
NO MOR TEl,EPON -111.1:J D I I I I I I I 
PllRUBAllAN DATA D LAMl'IRAN TF.l(SE"DIRI D TIDAKADA 

A- DUSI 01.EH PeNOUSAHA RESTORAN 

I . - rn 
01 Hur.oran 06. Kanbn 
02. Rurru1h Malcan 01. Wamna Molmn 
03~ 08 TcmpotMakan 
04. llnt 
05 catering 

2. Jurnlab Meja. Kursi dnn Rate-rat.a PengunJUJ\B 

No Jm~ Jml Kura:i Jml nruna Rata-raUl ~ 

Mcng\lDIWln kaa Reglat..- . □ Ya D .,,.,..,. 

----
B. DUSI OLEH PENOU SAHA RESTORAN 

3. J\UDJAJ\ ~baiyaran Pajak Ttth:utang •mpa.i 
MA"' l'llJOI< ~b<lunu\yo Rp --· -- ... 

1. Jllmlah .,.,,,boy,uan du, ~ Temutan, untuk 
Ma• ~k srltanmg (dokumcn teria:mp:1.rt 
a. MUaf'ajak : Tgl ........................ s/d Ta, .................. 
b, 0.- l'ffltltnaan l,lwnlaJ, P<mbayaran Rp ······-···· -

Yang.wterlmal, - -



C. Tarif Pajak (ICWi PcnltUmn Oacna!tl • 10% 

d. Pajak TeruWlg (b,o:) 
: Rp ...................... , ... _ 

2. Jwnlah Pcmbayara.n Pajak Tcrhut.ang saropru 
oekatang ( I •2) 

: Rp ............ , ............... 

C . PERNYATAAN DUSI OLEH Pe:NGUSAHA RESTORAN 

Dcngo.n meoyadarl eepcnuhnyo aka:n &<gl1iJl akibet mnna.s·uk aa:nksi-aaoksi aesuai de,mu, 

ketentuazl pcrundang-u:od..·mpn )'ttt18 bctlako. saya e tau yang saya bari la.la.a mcnyatalta.n bahwa 
apa yo..og tclah bcritabt.1.kan u:,-.,bu1 dinl.8• bcllCrttl lamp1ran-lampiran 9dalah benar, lengkap da.n 

Jelaa. 

·•····················· ............................. 
Wajib Pajak. 

••·••··"'''''''''"''"''''''''''-······"''''''''' 

PERHAT1/\N 

1. Hru-op dilid doJam rang1"'p duo (21 deng,,n buruf CET/\K 

2. Bert nomor peda kotaJc yang ceracdia u.otukjaw6ban yang d:t.'l>crika.o 

3. Setelah dlial clan clitallda tallgani. hanlp di,erahkan k<mbali kepada Badan Daeroh/ Dina• 
Oacrah paling lambol tanggal 10 bulao berikutnya 

4 . Xetertambatan Pcoye:mhan pada tangpl tcraebut d.inta.s akan. dilakukan tegursn kepada WP 
clan ape.bll.t masih be.furn mc:nJ,erahkan dokumcn dala.m 7 (tujuh) ha.rl .etelab Surat Teguran 
diterima aka.n dilaku.kan pan.eta.pan ,ecara jabe.tao. 

O. DUSI OUilH PETUGAS BAOAN OA.ERAH/ OINAS OAERAH 

Dtterima tanggaJ : 
NamaJclaa : 
NIP : 
Tonda tangan : 



LAMPIRAN 111 

PERATlJRAN BUPATI aANYUMAS 

NOMOR : 48 TAH1JN ~ 

TENTANO 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTO RAN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SKPDKB PAJAK RESTORAN 

KOP SADAN DAERAI II DINAS DAERAH 

SKl'DKB 
(SURAT Ki::Tb'TAPAN PI\J/\K DAERAH KURANG BAVI\RJ 

PI\JAK RESTORAN 

Nomor : 
Tanggal Pencrbitan : 
Tanggal Jatih Tempo ~ 

A. Berd.o.satkan Pe:i-atu:ran Oaerah Kabupatd'I Banyum&s Nomor l Tabun 201 t t.entang Pajak 
Dat:rah tebagairouna t.clah d1ubeh dc:,:'1£At1 Pcnaturan Oacmh Kabupatcn Banyumas Nomor 22 
Tahun 2016 tenw,g Pcrubnhan Ata.a Peraturan O&C'tah Kabupeten Ba.nyuma.s Nomor l Tahun 

2011 tentang Pajak Oeemh, tclah dilakukan Pc.rncrikaeaJ\ atau l<eterangt\n Lain ..... 
peJal(unaan kcwajiban W.,jib Pajak ~ 

NIID18 , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Alamlll : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
NPWPD ' I I I I I I I I I I I I I I 

B. Berdllsarkan ptmcr:ik"3an tet$Cbut di .it.as, Jwnlah ya.ng masib haru.s d ibayar rulalab eeba.gai 

bcrik.ut : 

I . Pajak yang seh3.rusnya tcnnnng 
Rp ..................... 

2. Pl\)al< yang tdah diboyor Rp .......... - ........ 

3 . l'lljakynng kurangdibayar (1-21 
Rp ..................... 

◄. San.ksi adm.inis.trasi 
Rp ..................... 

5. 
Pengurangan atau pcnghapulll'n aankal Rp ..................... 
administ:ratlf 

6. Jumlah yang maslh h0Tu1 djhayar (3+4-5] 
Rp ..................... 

Dcopn Huru! : 
11. ..... +••·••·•-·••+••·····························-·············•·+ ............... ····················"''····-····1 

PERHATlAN: 

I. Pcmbayltan aw pajak tmMnlJ ddakukan pidi Stu1k YUi tclah dJtultjuk dengaa mena:gunak:ln Sum SelOIWl hja1 

o.....i, (SSPD) 
2. 

Apabi1a SKPDKB ll'll tiduk WIIU k11r.1ng dlba_ynr ktdllh kwm jnauh 1empo paling t&tna. 10 {~Jub) Ii.rt ac:jak 
SKPOKB inl ditcrbiitkan dikel'l&bn santsi ldminb,1.1,1.dfL---- bu,i-- 2% tcwa ~ --bulal\. 

PUN'Ok.trto, ........................ Tahun ......... 
Kepala IJadan Dacnm/ Oinas Ooetah 
Kabupatcn Banyumas, 

N•lllll-• ·--• ,,.,, ___ ... ,., •• 

N rP . ..... --··--•·------



B. FORMAT SKPDKBT PAJAh. REl:'TORAN 

• KOi' BAllA \I OAFRAH/ l)INAS l)AERAH 

~KPDKBT 
(SURAT KP.TlrrAPAN PAJAK llAERAH KL RANG BAYAR TAMBJIHAN PAJAK RESTORA/ll 

Nomor : 
Tangga.l Penc:rbitnn : 
Tn.ngg&J Jatih Tempo 

A. 8crda$8.l"kan Peraturan Oat>nl,h Kabuµ4kn BBn, u ma., Nonior I Tahun 2011 ~n1ang ~jak 
Oac-m.h $ebagaunana tclah d11..;bn.b dc.-ogdn Pcmturnl'\ Ouerah Kebupatco Banyumas Nomor 22 
fahun 2016 1c,rmwg Perubaha.1 Abt!C P-c:-nt1m-an Dacrah Kabupatcn 8an.yum11a Nomor I Tahun 
201 l tcotan.g Pajak Oac-mh. tc.lAh d1lalcukan P<-mcrik8aan a tau J<etcmogan L.a.in ata:a 
pel.itk!sanaan kcwaJfbao Wajib Pajak 

Namn ,: ' I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I 
Alam.at ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I : I 
NPWPD ' I I I.J. I I I I I I I I . . 

B. Berdaso.rkan pcme-nlc!il.Uln lt' tac:but di mu, j urnb,h .)'ru1g 11.U'l&h harus dlbayar adalnh ~bo.pl 
beri"kut ; 

I Pajak yang 9ehaniMiyQ l• rutang Rp .................. ... 

2 , Paj~"k )'Ari& Lclah dlbayar Rp _,, .......... ..... 

3 Paja k. )'&Ilg kurnng dJbe.)tlt 11 -21 R9 ..................... 
4 Sankal admlni.SlJ'fl.SI Rp .... ....•••..•.•.•••• 

5. Pcogu:ranga.n a.tau pcngh.dpuaao sank..si 
admlnlatratif Rp ..................... 

6. Jwnlah ye,Jlg masih lmrua dibn::,:a t (3*+-5) Rp ......... ........... . 
Dc:ngan Huruf: 

, ......... ························· ·······•· ........ , ................... ...... , . .................... ............ .I 

PERHAT IAN : 

I. ~n,1)11~r11n fft4S pajnli.: lc.'rutan.i; dU,1~1 lum ~ Ban~ yh11g ,t1ah d.itunJu~ dcng:1111 tttenj!S.un:l~n Surat $dami P1}1k 
o.cr.b (SSPO) 

2. Aplmil.1 S.KPOKBT ltd lld:ik 1111t11 ~1111mg cfibray111 ~ lc.'ln1l ld\•"M j1uul1 ttmpo ~lil'lg liMn• 10 {sq,ujub) hari scjni: 
SKPOKB f ini duerbilk.,n dikcna1um 1nli,11; ~mirn1rra1jftlffltpo bun.~ 2, -.. (dllll per$C.!rt) per bub.rt. 

r un1,.okcr10 . ...................... Tnhun ......... 
Kcpolu B•d•n D:u:mh/ Dina• Docrah 
K.abupJlen Bnnyumas. 

Nanm ..... .. .... , .. __ ........ __ , 

•• .!ABATAN-!JlAW 
NU►., - ..... ... . 

1. d" BUPATI BANYUMAS 
S<.\"l>I' 

~ ,.. 
fl>MI>\ um "'. 

ACHMAD HUSEIN 
~ 

\OtG- \\IJ\IM -· .v 
• . 'fl'~ ,, - -



C. FORMAT SKPDN PAJAK RESTORAN 

NPWPD 
NAMAUSAHA 

Al.AMAT USAHA 

NOMOR TEU!:PON 

Maaa Pajak 

"ranun Pajak 

OA11ar Pemboyaran 

Jurnlah Pembayuan 

KOP BAOAN DAl'!RAHI DINAS DAl!RAH 

SKPDN 
(SURAT KETllTAPAN PAJAKDAllRAHNIHIL) 

, I I I I 

'EIIIIIIIII 
'III III I IFI 

I I 
111111111 11111 111 

11111 11111 1111111 
1 111 11111 I I I 
JAN I I ~"EB I 
:JUL I I AOS I 
I I I 1 

IMAR1 I APR! I MEI] IJUNJ 
I ssr I I oKT I [ NOP I [ oes I 

: D SPTPD 
D SKPDKB 

□ SKPOKBT 

0 STPD 

- ~~ICB'!Elt,\N~ 
POKOK PAJAK 
O£N'OA/Si\NOSI 
JUMLAH 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR :,411 TAHUN .2420 

TEN'T'ANO 

TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK 
RESTORAN DL KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perlhal Pennohonan Pembctulan 

atas ........... Pajak Rcswran. 

Purwokcrto, 

Kepoda Vu, 

Kcpala Badan DaCTah/ Oinas Oaerab 
Kabupaten Banyuma• 
di 

PURWOKERTO 

Vaog bertandataogan di bawah ini : 

Na,na 
Jabatan 

l\lrunat 

NomorTelepon 
Bcrtindak sclaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajlb Pajak : 

Nnma 
NPWPD 
Alamat 

bcrsama ini me.rtgajukan pennohomltl pebetulan atas : 

Jcnls surat 

Nomor /Tanggal 

; H .. . ........ - . .................. . a/d ............................. . 
Jenls Pajak 

Mnsa Pltjak 
Permohonan pembetulan tersebul diajukan knrena tcrdapat 

kcsalahan tulis/kcaalahan hitung/kckeliruan pencrapan kctenruan dalam 
pcrundang-undangao perpajakan'), dimana dalam ...................... Pajak 
R,esto ran tcrtulis: ...•...........•.......•...............•• , ............ , ........ ............ , • , .... -· • •. , , . , . 
Sedangkan meourot kamJ seharusnyn: . ................ ........................ ............... . 

Permohonan tcrsebut didasarkan pada alasan sebagai bcrikut : 

2. ....... dal 
O<rmikian aunll. penru,bonan pembctulan kami sa,npaikan untuk 

dapat dipcrtlmbangkan, 

Wajib Pajak/Kuaaa Wl\iib Pajak, 

····················•··········•·· 



B. FORMAT SURAT P£NGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN. 

Nomor 
Sifat 
L.runpinm 
Pcrihal 

Tembusan; 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pengcmballnn pc:rmohonan 
pembetulan ketetapan 
.~~~tor.an 

Pu rwokerto, 

Kepada Yth 

Di 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ... ..... tanggal ........ . 
yang diterima tanggal .............. , pcrihal permobonan pembctulan 
kct.clllpan Pajo.k Restoran, dengan ini ka.mi sampailcan bahwa: 

I. Berdasarkan penelitian kami, ourat Saudara tidak mcmenubi 
ketentuan scbagau:nana diatur dalarn Pasal .... ... ayal ......... . 
Peraruran Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... centang 
Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dcngan 

penjelasan se~ berikuL: 

a. ········································· 
b. . ... ..................... , .......... , , .. . 
c . ............. ......................... ... dst 

2 . Dcngan dcmikian, surat Saudara krunl kemballkan dan sesuai 
dengan kctentuan Pasa1 ..... ayat ..... , Peraturan Bupati Banyumas 
Nomor ... .... Tabun .... tentang Pemungutan Pajak Restoran di 
Kabupaten Banyumas, Saudara masib dapal mengajukan kembali 
permohonan pembetulan atas ...... Pajak Rcstoran setelab dapal 

memcnuhi persyaratan. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan tcrima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANWMAS, 

................. ' ...................... . 
NlP . .............................. .. 

l . Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sckretaris Daerah Kabup11Len Sanyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas: 

4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PfsRMINTAAN DATA OAN/ATAV INFORMASI OALAM RANGKA 

PEMBATALAN PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembuaan : 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Permintaan data dan/atau 
informasi dalam rangka 
pembatalan .......... Pajak 
Restor'dll. 

Pu:rwokert.D, 

Kepada Yth 

di 

Sehubungan dengan sura1 Saudara Nomor ....... tanggal ........ . 
perihal perohonan pembatalan ............ Pajak Rcstoran, deogan ini 
Saudarn diminta untuk memberikan data dan/atau infonnasi dalnm 
bcntuk hardcopy dan/atau sojlcopy, yang meliputi: 
I. 
2. 
3. . .. dst. 

Da.ta tersebut agar dibcrikan kepada : 

Nama 
Jabatan 
Tempat : •.. jBodan Daerab/ Dins.a Dacrah} 

JI. ...... . 

paling lama 5 (lims) hari kerja setelah ditcrimaoya sumt ini. 

Apabil" dalnm jangka waktu tersebut cli atas, Saudara tidak 
memberikan data dao/atau informasi dimaksud, surat pennohonan 
pembatalan temp diproses sesuai dengan datn dan/ a tau infonnasi 

yang ada. 
Atas perhatian dan kerjasamaoya diucapkan terima kasih. 

K&PALA BAOAN DAERAH/ DTNAS DAERAH 
KABVPATEN BANYVMAS, 

................................... ' ... 
NIP . ............... ................ . 

I. Bupati Banyumas, scbgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Baoyumas; 
4. Arsip. 



O. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPON, 

SKPDLB/ STPD PAJAK RESTORAN 

• KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTIJSAN KEPALA 

SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

NOMOR ........... Tahun ... .... . 

TENTANG 

PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD•) 

NOMOR .... TANOOAL ...... . 

KEPALA BADAN DAERAH/ OINAS D/IERAH, 

Membaca · surat pcnnohonan pembctulon yang diajukan oleh Wajib Pajak / 

Kuasa dari Wajib Pajak'I .......••.... Nomor ......... tanggQI .......... atas 

SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPON/ SKPDLB/ STPD") Nomor ...... w.nggQI 

.. ..... Tahun Pnja.k ....... ... , yang ditcrima Badan Dacrah/ Oinas 

Daerah ... Kabupatcn Banyumas bcrdasarlcan tanda terima Nomor 

......... tn.ngg,aJ .............. ~ 
Menimbang a . bahwa berdasarkan he.ail pcmeriksaan Kantor/ Lapangan•) yang 

Mengingal 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ....... . 

TanggQI ...... pennohonan pcmbcrulnn SKPDKB/ SKPDKBT / 

SKPDN/ SKPDLB/ STPD') Nomor ........ . Tanggal .......... dapat 

dikabulkan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dima.ksud pada 

hurur a, perlu moneu,pknn Keputusan Kcpala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah ... tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SKPDN/ SKPDLB/ STPD") Pajak Restoran; 
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembcntuknn 

Daerah-daerah Kabupaten Dalrun Llngkungan Provirlsi Jawa 

Tengah; 
2. Pcraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Peogclolaan Keuangan Oacrah (Lcmbaron 

Dacrab Kabupar.en Banyurna• Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Pc,raturan Dacrab Nomor l Tabun 20 I l r.entang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupat~n Banyumas Tahun 2011 Nomor l 

Seri El scbagaimana tclah dlubAh dcngan dengan Peraturan 

Oacrah Kabupatcn Banyuroas Nomor 9 Tabun 2013 tcntang 

Pcrubahan Ates Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor l 



Tabun 2011 tentang Pajak Daerah sebogi,.unana telab bebcrapa 

kali diubah lcrakhir dengan Peraturan Daerah Kabupar.en 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pcrubahan Kcdua Atas 

Peraturan Dacrah Kabupaten Banywnas Nom (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri 8); 

4. Pemturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tllta 

Cara Pemungutan Pajak Ho1cl clan Restoran di Kabupaten 

Banyumas. 

ME:MUTUSKAN: 

Menetapkan : KE:PUTUSAN KEPALA BAOAN DAERAH/ DlNAS OAERAH ... 

TENTANO PEMBETUI..AN SKl'DKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ 

PE.RTAMI\ 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

STPD' ) NOMOR .••.•• TANOOAL ...... . 

Menerima pennohonan pcmbctulan terhadap SKPDKB/ SKPOK8T/ 

SKPDN / SKPDLB/ STPD') Nomor ...... Tanggal ....... , atas nama wajib 

pajak: 

Nama 
Alamat 

NPWPD 

. . 

Pembetulan scbagaimana dimaksud pada Dik1um PERl'AMA, yaitu 

sebagai berikut : 

Semula 

Oipcrbaiki mcnjadi : 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikcmudian hari temyatn terdapal kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Diletapkan di f>urwokerto 

Pada tanggal ................... . 

A.n. 8UPATI 8ANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATE:N BANYUMAS, 

.............. ' ................... ' ' .. . 
NIP •..........••.•....••..........•. 

1. Supati Banyu.mas, sebagal taporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 
,Pilih salah satu 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANO PE:MBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ 
SKPOLB/ STPO•) PAJAK RESTORAN SEC.J\RA JABATAN 

• KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPtmJSAN KEPALA 

SADAN DAERAH/ OINAS DAERAH 

NO MOR ........... Tnhun ...... .. 

TENTANO 

PEMSE'l'ULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPOKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ 
STPD') 

NOMOR .... TANOOAL, ...... . 

KEPAl,A SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH, 

Menimbo.ng a. bahwa berdasarkan hasil pcmerlksnan Kantor/ Lapangan') 

terhadap SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD*) Pajak 

Mengingat 

Rcstomn Nomor ...... Tanggal ...... yang clituangkan dalam Laporan 

Hasil Pemcriksaan Nomor ... Tanggal .. temyata terdapat 

kekeliruan karena adaoya sa1ah rulis, snlah hltung, salah dalam 

me.nerapkan pemturan pen1ndang-undangan•); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana clim.aksud pada 

huruf a, pcrlu meneiapkan Keputusan Kepala Sadan Daerah/ 

Dinas Daerah ... tentaog Pcmbetulan Secara Jabatan atas 

SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPON/ SKPDLB/ STPD*) Pajak Restoran 

Nomor .. ..... tanggal .......... ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun I 950 ten tang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsl Jawa 

Tengah ; 
2. Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tcnl8llg Pokok-pokok Pcngelolaru1 Keuangan Oaerah (Lembaran 

Dae.rah Kabupaten Banyumns Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Oacrah Nomor I Tahun 20 11 tcntang Pajak Dacrah 

(Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor I 

Seri E) sebagalmana telah diubnh dengan dengan Peraturan 

Oaerah Kabupatcn Banyumas Nomor 9 To.hun 2013 tentang 

Pcrubaha.n Auos Peraluran Dacrsh Kabupaten Banyumas Nomor I 

Tnhun 20 11 tenl.ru)g l'lljak Daerah sebagaimana telnh bcbernpa 

kali diubah terakhir dengan Perarurnn Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tent.ang Perubahan Kedua Alas 



Peraturan Daerah Kabupaien Banyumas Norn (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tabun 2013 Nomor J Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tcnrang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupatcn 

Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Mcnctapkao : KEPUTUSAN KEPALA SADAN DAERAH/ OINAS DAERAH TENTMIG 

PEMBETUUIN SECARA JABATAN ATAS SKPOKB/ SKPDKBT/ 

SKPDN/ SKPDl.,B/ STPD1 PAJAK RESTORAN NOMOR ...... 

TANGGAL ....... 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan : 

Mcmbetulkan SKJ'DKB/ SKPDKBT/ SKPON/ SKPDl.,B/ STPO•) 

Nomor ...... Tanggal ....... , atu nam.u. wajib pnjak : 

Nama 

Alamat : 

NPWPO: 
Pcmbetulan sebagaimana dimaksud pada OiktUm PERTAMA, yaitu 

sebagru berikut : 

Semula 

Dipcrbaiki mcnjo.d.i 

Keputusan ini mulai berlaku pacla tanggul ditetapkan, dcngan 

ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kckeliruan 

okan diadakan pembetulan sebagaimana mcstinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pa,da t.a.nggal .. , .. ............. .. 

A.n. BUPATJ BAl'/YUMAS 

KEPALA BADAN OAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

......... ' .............. ' ......... ' ' ' .. 
NlP . ............................... . 

I. Bupatl Banyumas, sebaga1 laporan; 

2. Sekret.aris Daerab Kabupatcn Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

iPilih salab satu No . JABA;'AN PARA~ 

1. >8'll'> ~ BUPATI BANYUMAS, 

2. /\SMlH UI'\ 

3. l'faO. -ti u RJm I/ 

~;.;,---
ACHMAD HUSEIN 

4. I'll~ • 



IAMPIRANV 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR :49 TAHlJN ~ 
TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTORAN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAT/\LAN KETETAPAN PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Sifal 
LampiTan 
Perihal Permohonan 

Pcmbatalan Pajak 
Rcetoran. ...... ~- ····•-•·•··· , .... 

Purwokerto, 

Kepada Ytb 

Kcpala Sadan Oaeroh/ Dina• Daer-ah 
Kabupaten Banywnas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bcrtandatnngan di abwah mi : 

Nama 
Jnbatan 

AJam.91 
Nomor Telepon 
Bcrtindak scla.lcu : Wajib PaJak/Kuesa Wajib Pajak dru:i Wajib Pajak : 

NQJna 

Alamat 
bersamn ini mcngaju..kan pcmtohonan pebatalan at.as : 

Jen.is surat 

Nomor /Ta.nggal 

: ............... .................... s/d ............................. . 
Jena Pajak 

Ma&& Pajak 
Permohonan pcmbarnlan tersebul diajukan !<arena kw 

menganggap .................. nomor ........ tanggal ............. tidak bcna.r a tau tidak 

scharu8llya clitcrbHJron. 
Pcn:noho.na.n Lcrsebul didnsarkan pada ala&.'UI sc.bagai bcriku·t : 

I. 

2 ........ dst 
Oemildon aurat pcrmobonan pemb,ttslan kami sampaikan untuk 

do.P"I dipertimbangkan. 

Wajlb P&,ie.k/Kuai,a Wajib Pajak, 

.......... -··. •·• ................ . 



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBA1'ALAN KE'l'ETIIPAN 

PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Silat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan : 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pcngembohan pcnn<>honan 
pcmbatnJAn .... ...... Pajak 

.. ~~t9.~?fl... --··········· 

PunNOkerto, - ················· 

Kepada Yth 
Kepala Badan Doerah/ Dina• Dacrah 

Kabupa.ten Banyumas 

di 
PURWOKERTO 

Sehubungan dengan suml Saudara nomor ........ t.anggal ........ . 

yang diterima tanggal ......... , perihal permohonan pembatalan •........ 

Pajak ReslDran, dengan int kami sampaikan babwa: 

I . Berdasarkan penclitian kami, surat Saudara tidal< memenuhi 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ....... ayat ····-···· 
Pcratura1, Bupat.i Bo.nywnas Norn.or ,..... . Tahun .... tentang 

Pemungut.an Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, dengan 

penjclasan sebagai beriku.t : 

a. ········································· 
b. . ..... ................ ............ ...... . 
c . ................... ...................... dst 

2. Dcngan demikian, suml Saudara kaml kemba.likan da.n scsuai 
dengan kctcntuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor ....... Tabun .... ten tang Pcmungutan Pajak Restoran di 
Kabupatcn Ba.nyumas, Saudara maslh dapal mengajukan kcmbali 

permobonan pembatala.n atas ........ Pajak Restoran setelah dapat 

me:mcnuhi pcrsyarataJl. 

Atas perhatian clan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

KEPAU\ SADAN DAERAfl/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS • 

. . . . . . ' ' ............ ' ................... . 
NIP ............... ...... ........... . 

l. Bupati Banyumas, sebgai lapora.n; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Jnspcktur Kabupatcn Banyumas; 

4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA 

PEMBATALAN PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Perlhal 

Tembusan : 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

PutwokerlO, 

Kcpada Yth 

Pcnnintaan data dan/atau 
informasi dalam rangka 

dJ 

pembatalan .......... Pnjak 
Restoran. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...... . tanggal ........ . 
perihal perohon'1J'I pembatalan .......... .. Pajak Restoran, dengan ini 
Saudara dimi,11a untuk membcrikan data dao/ atau informasi dalam 
bent"Uk hardcopy dan/atau sojtcopy, yang meliputi : 

1. . .. 
2 . . .. 
3. ... dst. 

Data u,n,ebul agar diberikan kepada : 

Nama 
Jabatan 
Tempat 

: 
: .•• (Sadan Docrah/ Dinu OaemhJ 

JI. ..... .. 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelab dilcrimanya surat ini. 

Apabila dalam jangka waktu tcrsebut di atas, Saudara tidak 
memberikan data dan/atau informasi dirnaksud, sural permohonan 
pembatalan tetap di proses scouai dengan data dan/ atau informasi 

yang ada. 
Ata.s perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA BADAN DAER/IH/ DINA$ DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

........... ' ............. ' .......... ' .. 
NIP .... , ........................... . 

1. Bupati Banyumas, sebgru lap<>ran; 
2. Sekretaris Oaerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupatcn Banyurnas; 
4. Arsip. 



0. FORMAT SlJRAT PERMINTAAN KETERANOAN TAMBAHAN DALAM RANGKA 

PEMBATALAN PAJAK RJ!:STORAN. 

Norn.or 
Sifat 
Lampiran 
Pcrlhal 

Tembusan: 

KOP 13ADAN DAERAH/ DINAS OAERAH 

Permintaan 
tambahan 
pembatalan 
Restoran. 

ketemngan 
dala.m rangka 
Keletapan Pajak 

Pu.rwokertoJ .................. . 

Kepada Yth 

di 

Schubungan dcngan sural Saudara Nomor ....... tanggal ........ . 

perihal perohonan pembatalan ............... Pajak Restoran nomor ......... . 

tanggal ... .... , dengan ini Saudara diminta untuk memberikan 
keterangan tambahan dalam bentuk hnrcloopy dan/ a tau softcopy, 

yang meliputi : 

1. 

2. 
3 .... d&t. 

Kcterangan tambahan tcrsebut, agar diberikan kepada: 

Nama 

Jabatan 
Tempat : ... [Baden D•erah/ Oin._. O.ei:ah) 

Jl. ..... 

paling lama 5 (lima) bari kerja setclah diterimanya sural ini. 

Apabila d.alam jangka waktu tcrsebut di alas, Saudara tidak 

memberikan data dan/ atau informasi dimaksud, permobonan 

pembatalan tetap diproses scsuai dengan data dan/atau infonnasi 

yangada. 
Atas perhatian clan kerjasamanya diucapkan terima ka!iih. 

KEPALA BAOAN DAERAH/ OINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

..... •·• ...... ' ............ .. ' ......... . 
NIP . ..... .............. ............ . 

1. BupaLi Banyumas, sebgai laporan; 
2 . Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyuma.s; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. An,ip. 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANO PEMBATALAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 

SKPDLB/ STPD PAJAK RESTORAN 

• KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA 

BAOAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

NOMOR ..... ...... Tabun ....... . 

TENTANG 

PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD•) 

Membaca 

NOMOR .... TANGGAL ...... . 

KEPALA BAOAN OAERAfl/ DINA$ OAERAH, 

sural permohonao pembatwan yang diajulmn oleh Wajib Pajak / 

Kuasa dari Wajib Pajak') ............. Nomor ......... tanggal .••.....•• atas 

SKPOKB/ SKPOKBT/ SKPON/ SKPOLB/ STPD•) Nomor ...... tanggal 

....... Tahua Pajak ..........• yang diterima Sadan Oaerah/ Dinas 

Daerah •.. Kabupalen Banywnas berdasarkan tanda terima Nomor 

. . . . . . . . . tangg..i .............. ; 

Mcnimbang a. bahwa bcrdasarkan basil pemeriksaan Kanoor/ Lapangan') yang 

Mengingat 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemcriksaan Nomor ....... . 

Tanggal ... .. . permohonan pembaui.lan SKPOKB/ SKPDKBT / 

SKPDN/ SKPOLB/ STPD') Nomor ........• Tanggal .......... dapal 

clikabulkan; 
b. bahwa berdasarkao pertimbangnn sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sadan Daerah/ 

Dinas Daerah •.. tentang pembatalan SKPDKB/ SKPOKBT/ 

SKPDN/ SKPDLB/ STPO') Pajak Rcstoran; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemb<:nrukan 

Daerah•daerah Kabupaten Dalwn Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah ; 
2. Pcraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan Daerab (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Pera tu ran Oaemh Nomor I Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahon 201 l Nomor I 

Seri E) sebagaim3Ila telab diubah denl!)Ul dengan Peraturan 

Oacrah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Pcrubahan Atas Peratumn Daerah Kabupaten Banywnas Nomor I 



Tahun 20 l I ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah ccrakhir dengan Peraturan Daerah Kahupaten 

Banyumas Nomor 22 Tabun 2016 tenumg Perubahan KeduaAlas 

Peraturan Daerab Kabupaten Banyumas Norn (Lcmbaran Daerah 

Kabupaten Banyurnas Tahun 2013 Nomor l Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... 'rahun ......... tcntang Tata 

Cara Pcmungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten 

Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menelapkan : KEPUTUSAN KEPAI.A BADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH ••• 

TENTANG PEMBA'rALAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPON/ SKPOLB/ 

STPD•) NOMOR .••... TANGGAL •.... .. 

PERTAMA • Menerima permobonan pembatalan tcrhada-p SKPOKB/ SKPDKBT/ 

KEDUA 

KE'l'IGA 

Tembusan : 

SKPDN/ SKPDLB/ STPD•) Nomor •..... Tanggal ..•..•. , atas nama wajib 

paJak : 

Na.ma : 

Alamat 

NPWPD 
Pembetulan scbagaimana dlmaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu 

scbagai berikul ; 

$emu.la 

Dipcrbaiki menjadi 

Keputu"8n ini mulal berlaku pada tanggal ditelapkan, dcngan 

kclentuan apabila dikemudlan hari ternyata terclapat kekcliruan 

akan diadakan pcmbalalan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada ta.ngga.L ... , ........ .... , , . 

A.n. BUPA11 BANYUMAS 

KEPALA BADAN OAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

..... .................................. 
NIP . .. ~, .. ,, ...................... . 

5. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

6. Sekrctaris Oaerah Kabupatcn Banyumas; 

7. lnspektur Kabupalcn Banyumas; 

8. Arsip. 

1Pilih salah satu 



F. FORMAT KEPUTUSA.N TENTANG PEMBATALAN SKPDKB/ SKPOKBT/ SK.PON/ 

SKPOLB/ STPO•) PAJAK RESTORAN SECARA JABATAN 

• KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA 

BADAN OAERAH/ OINAS DAERAH 

NOMOR •.....•.... Tahun ....... . 

TENTANG 

PEMBATALAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPOKBT / SKPDN/ SKPOLB/ 
S1'PO•) 

NOMOR .•.. TANOOAL ....... 

KEPAI.A BAOAN DAERAH/ OINAS OAERAH, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan basil pemerik saan Kantor/ Lapangi,.n•) 

Mcngingat 

terha.dap SKPOKB/ SKPDKBT/ SKPON/ SKPDLB/ STPO' ) Pajak 

Restoran Nomor •..••• Tanggal ...... yang dituangkan dalrun Laporan 

Hasil Pemeriksaan Nnmor ... Tanggal .. tcrnyata 1.erdapat 

kekeliruan kareoa adanya salah tulis, salah lutuog, aalah dahun 

menerapkan peraturan perundang-undangan•); 

b. babwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu meoetapkan Keputusan Kcpala BadBJ1 Daerah/ 

Dines Daerah ... tentang pembatalan Secara Jabatan acas 

SKPDKB/ SKPDK8T/ SKPON/ SKPDLB/ STPD') Pajak Restoran 

Nornor ....... ta.nggal ....•.... .; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 1.Cntang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupatcn Dalaro Llnglrungan Provinsi Jawa 

Tengah; 
2 . Pemturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

Lentang Pokok-pokok Peogelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor l4 Seri E): 

3. Perolumn Dacrah Nomor l Tahun 2011 tent.ang Pajak Daera.h 

(Lembarao Daemh Kabupaten Baoyumas Tahun 2011 Nomor l 

Seri €) scbagaimana telah diubah dcogan dengan Peraturan 

Oaerah Kabupa,en Banyuma.s Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

f'crubahan Alas Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor I 

Tnhun 2011 tcnt.ang Pajak Daemh r,ebagaimano lelah bebarapa 

kali diubab terakhir dengan Peracuran Daeroh Kabupatcn 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentaog Perubahao Kedua Atas 



Pcraturan Daerah Kabupa,cn Ba nyumas Nom (Lcmbarnn Daerah 

Kabupaten BanyuO'Lls Tahu n 2013 Nomor I Seri B); 

4, Pcrnturnn Bupau Bunyumas Nomor .... Tahun .. ....... tentang Tal8 

Cara F'<,mung,.1tan Pajak Hotel d,m Restoran cli Kabupatcn 

8ru1yumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan ; KEPUTUSAN KEPAL/\ 0 '\DAN DAEIMJ-1/ DINA$ DAERAH TENTANO 

PE~lBATAL/\N SEt ARA JABATAN ATAS SKPDKB/ SKPDKBT/ 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIOA 

Tembusan : 

SKPDN/ SI\PDLB/ STPD') PAJAK RESTORAN NOMOR ..... . 

TANOClAJ.. •.. 

Membctulkan SJ<PDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPO') 

Nomor ...... To nggaJ •... . , at.as nam>< w~jib paJak : 

Nama 

Ala rnat 

NP\VPD 

Pcmbetulan s~bagttimdlla dimaksud pada Dtktu.rn PERTAMA, yaitu 

sebagoi borikut : 

Semula 

Dipcrbniki m._-njadl 

Kcpurusan 111 , mulru bcrlaku pada tanggal diletapkan, dengan 

kelcntuan apabila dik<mudian ha ri 1emyata terdapat kckeliruan 

akan diadakan pembauilo,i sebagrumana mestinya. 

Ditetapkan dl Purwokeno 

Pada tanggal.. ............. .... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............. ...... .......... ... . 

I. Bupati Banyumas, sebagal laporan , 

2. Sekretaris Daerah Kabupmen Banyumas: 

3. lnspektur Kabupaten Ban,, anas; 

4. Arsip. 

·JPilih salah satu Mo I • f"J•o!lr . ' " 
1. l:Efi>A ~ 

BUPATI BANYUMAS, 

,.. -•N \1"1 .... 
A 

3, \"66· \\'ll'<IN'l Iii 
~ 

ACMMAO HUSEIN 

4. I'!" l!,A fEtlO 'J 



LAMPIRANVl 

PERAT\JRAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR :-48 TAHUN~ 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK 
RESTO RAN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. ~ORMATSURATTEGURAN 

• 
Norn.or 
SifaL 
Lampira.n 
Perihal 

Tembusa.n : 

KOP BADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 

Purwokerto, , .............. ... . 

.............................. Kepada Ylh 

·········································· 
Teguran .... ................... . di 

............................... 

Menunjuk Surat Tagihan Nomor ....... tanggal ......... dan 
Keputusan Pcngurangan, Pengangsuran, Penundaan*) Nornor ........ 
tanggal ......... . , hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang 
dcngan rincian sebagai berikut 

a. Piutang Pajak Rcstoran : Rp ............................ .. 
b. Sanksi ad.m.inistrasi : Rp , ............ 11111" ........ ., 

J u.rn1a.h : Rp ................... , ......... . 

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebal 
dalam jangka wal<tu paling lama l O (sepuluh) hari serelah tanggal 
inL Bukti pelunasa.n agar disampaikao kcpado Bidang Pcnagihao 
Badan Daerah/ Dinas Daerah .. . Kabupatcn Banyumas. 

Tagihan utang Pajak Restoran yang tidak dibayar pada 
waktunya, kekurongan Pajak Restoran, dan/ a.tau sanksi administrasi 
berupa dcnda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan don Jumlah tagihan yang t.erutang. 

A.n. Kepola Badan O..,rah/ Dinas Daereb 
Kabupat.en Bunyumas 

Ke pal a Bida.ng ........................... , 

Na:ma .. .............................. . 
NIP . ................ ................ . 

1. Bupati Banyumas, scbagai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Areip. 
·) Plllh salah :,aLu. 



B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIOUS 

• KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 

Nomor : .................. . 

Berda.sarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerab Kabupaten Banyumas 

Nomor I Tabun 20ll tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubab dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pcrubaban 

Atas Pcraturan Daerah Kabupatc:n Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Dacrab, dengan ini diperintahkan kepada : 

Nama 

NPWPD 

Alamal 

untuk melunasi selcaligus a.tas tagihan sejumlah Rp ............... dengan rincian 

seba.gai berikut, 

c. Piutang Pajak Reklamc berdasarkan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, &"rPD•J : Rp .........••............•...... 

d. San ksi ad mi nistrasi : Rp ....... , ..................... . 

Jumlnh : Rp ............................. . 

Pclunasan paling lambal dilaksanakan pada tangga ........... pada Bank ..••.. 

Tembuse.:n : 

I. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal.. ................. . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

....................................... 
NIP ..... ............ , . .......... . . . . 

2. Sekretaris Daernh Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupat.en Banyumas; 

4 . Arsip. 

") Pilih saJah satu 



C. F'ORMAT SIJRAT PAKSA 

• KOP BADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 

$URATPAKSA 

Nomor: ............................ . 

DEMI KEAOIJ..AN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA i!;SA 

KEPALA RADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Menimbang bahwa Penanggw1g Pajak ; 
Nama 
NPWPD 
Alamat 
menunggak utang Pajak Restoran sebagaimana tercantum daJam : 
I. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT STPD'I Nomor ....... Tanggal ............ , 
2 . Surat Teguran nomor ..... .... ..... .. .... tanggal .................... .. 
dengan rineian utang sebagc11 bcrikut: 
a . Piutang Pajak Res1oran b.-rdasarkan 

SKPD, SKPOKB, SKPDKBT, STPO•i : Rp ........................... .. 
b. Sanksi administrasi : Rp ............................. . 

Jumlah Tagihan : Rp ............................ .. 

Deng.an ini: 
I. memcrintahkan kepada Pcnanggung Pajak un1uk melunasi seluruh runggakan 

ut.ang sebesar Rp .... ( ......... ) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp ..... 
( ......... ). dalam waktu 2 [dua) kali 24 (dua puluh empat) jam se1elah tanggaJ Surat 
Paksa in i dibcritahukan >,Crta mcnyampaikan bukti pelunasan kcpada Kepala 
Bidang Penagihan Badan Daerah/ Dinas Daerah ... Kabupaten Banyumas; 

2. mcmcrintahkan kepada J urusita yang melaksanakan Su rot Paksa ini a tau 
Jurusiw Jain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Pak.'8 untuk 
melakukan penyitaan ntas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam 
wakru 2 (dua) kaJi 24 (dua puluh cmpat)jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan 
tidak dipenuhi. 

Ditctapkan di Purwokerto 
Pada tanggal. .................. . 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KA.BUPA'l'EN BANYUMAS, 

NIP ............................... .. 
Tembusan: 
L. Bupati Banyumas, sebagn, lap0ru.n; 

'2 . Sekrctaris Daernh Kabupu.ten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupalcn Ban--umas: 
4. Arsip. ri~---,~--, 
") Pilih salah saw. No. JAF!!t.,.• N PAR~c B\JPATI BANYUMAS, 

1. ~,. 

r ACHMAD HUSEIN 

V 



LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR :-48 TAHUN :J(¼ll) 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTOR.AN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

PORMATSTPD 

• KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

[S'l'PO) 
SURAT TAGIHAN PAJI\K DAERAH 

Kepala Ytb 
Sdr ............................................. 

di 
............. ' ............... ..... ' ...... 

Nomor . . 
Tanggal Penerbitan : 
T · Jatih Tern= : 

.... Berdasarlcan Peraturan Oacnih Kabupat<n BanyWllU Nomor I Tahun 20 ti t<nlllll3 Pajak 
Oaerah acbflgalmona tela.h diubah dengan Peratu:ran Oacrah Kabupateo &.n,yumas Nomor 22 
Te.bun 201ft tcnto.ng Pcrubaho;, At.as Pcra1uran Oaenah Kabupa.tcn Banyumaa Nomor l Tahu.a 
2011 tcntang Pajak Daerab, telah dilalcukan Pe:me:riksaan ..... u KctcmngaD Lain atas 

pel&keanaan kewajiban WeJib Pajak : 

Noma : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Alomlkt : 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I : 

f'IPWPD : I I I I I I I I I I I I I I 
B. Bcrduarlcan pemerilusaan teniebut di"""'• jumlah yang 1lWlib barus dibl\yaT adalah .. bagsl 

bcrikut : 

1. Pajok yang lrunu,g dibeyar Rp ...................... 

~. San.lc&i a,dministrasi Rp ..................... -3. Jumlah yang ma&ih barus dibayar ( 1+2) Rp ..... ., .............. 

Oeogan Hunt! : 
' ( ,,.,,,,,,,,ooo•H••-••••••••••••••••••••.,•••••••••••·••••••••••••.,••••••,.••••••••••••,.••••••••••••••••••••--•••·,.,l 

PERHA TIAN : 

I. a,u uruwng wlal<ulcan pado Pcmbayaron pajak 
wenggunakan Su.ni.t Scto...atJ Pdjll.k On~ro.h ($SPD) 

&n~ yang telAh ditunjuk deng.-.n 

2. Apabila STPO inl Udo.k atau kurang dfbD,YCU' .etelab lewa.tjatub tempo paling; !June 10 (1Cpu]uh) 
ban eejak STPO ini diterbitk:an dU«m.ak3n aanksi admlnllltmtif bcrupa bunp 2% ldua peracnt 
per bullln. 

PuJ'\YOkerto, ···-·····"·"""'' Tahun ......... , 
Kopala Bsdan Dacrah/ Dinas Daorah 
K.abupaten Banyumas. 

Nanta-,,,.,,_,., ... --.. ··-

NIP ............ , ... _ ........ ,_,,. 



l.AMPI.RAN VIll 

PERATURAN BUPATl BANYUMAS 

NOMOR :.41 TAHUN !lll>O 

TENTANO 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTO RAN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENOURANGAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Periha1 Pcrmohonnn Pengurartgan 

. "\li~.~~•l!>~:. ............ .. 

Pwwokerto, 

Kep,,da Vth 

Kcpa.la Sadan Daerah/ Oinas Daerah 
Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKER'.IO 

Y ""8 berta.ttdatangon di abwah ini : 
Nama 
Jabatan 

Alamal 
Nomor Telepon 

Bcrtindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak : 

Nama 
Alamat 

bensama ini mcogajulran permohonan pengurangan atas ; 
Je:nis surni 

Nomor/Taoggal 

Jcois Pajak 

Mesa l'llJak : , ................................. s/d .............................. . 
Ala:san pcrmobonan pcngurangan terscbut yaiw : 

I . .. .... . 

2 . ....... dst 

Bcrdruoark011 ha! tersebut di atas, perltitungan pajak yang muih 

harus dibayar menurut kwni adalrul Rp ............ . 

Sebagai ba.han pertimbaoga.o, t:crlampir kami sampailca: 

I. ....... 
2. . ...... dst 

Oemikian au.rat permohonan ptngurangan kami sompaika.n Wltu.k 
dapat dipcrtimbangkan. 

Wajib Pajak/Kuua Wajib Pajak, 



B. FORMAT SURAT PENO-EMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tcmbusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DTNAS DAERAH 

!'fflgembalian pennohonan 
!'.c;!!~__g~..f:'!lia.~ ~~~ 

Pu.rwokeno, .................. . 

Kcpada YU, 

Kcpala Badon Daeroh/ Dina.8 Daerah 
KabopaLCO Banyumaa 
di 

PURWOKER'l'O 

Sehubungan deogan surat Saudara nomor ........ tanggal ........ . 
yang cliterima t.anggal ............ , perihaJ pennohonan pengurangan 
Pajak Restoran, denga.n ini kami S8.JJ"lpailcan babwa: 

l. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memeouhi 
kcteotuan sebagaimana diatur dalam Pasal ....... ayaL ......... . 
Pcraturao Bupatl Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang 
Pemungu.tan Pajak RC$toran cli Kabupaten Banywnas, dengan 
penjelasan sebagai berikut : 

a.. ................................... ' ' ... . 
b. . ................ , , ............. ........ . 
c . .... .. ........................ ........... dsl 

2. Dengan dem[kian, sural Saudara kami kemhalikan dan sesuai 
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Baoywnas 
Nomor ....... Tahun •... tentang Pemungutan Pajak Restoron di 
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan 
permohonan pengurangan P8jak Restoran kcmball setelah dapat 
memenuhi persyamian. 

ALas perbetlan dan kcrjasama Saudara cliucapkan tcrima kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

.... ' ....... .................... """ ... ' ' .. 
NIP . ............................... . 

1. Bupatl Banyu.mas, schgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4, Arslp. 



C. FORMAT SURAT PERMJNTMN DATA DAN ATAU INFORMASI DAI.AM RANGKA 
PENGURANGAN PAJAK RE$TORA.N. 

Nomor 
Sifat 
Lamplran 
Pcrihal 

Tembusan : 

KOP BADAN DAERAH/ OINAS DAERAH 

Purwokerto, 

Kepadn Yth 

Permintaan data dan/atau 
infonnasi dalrun rangka 
peoguranf!lln Pajak Reatornn. 

di 

Sehubungan dengan sural Saudara Nomor ........ tanggal .......• 
perlbal perobonan pengurangan Pajak Rcotorun, dengan ini Saudara 
diminta uotuk membcrikan data clan/ atau informasi dalam bcntuk 
hardoopy dan/ atau sojloopy, yang meliputi : 
l. 
2. 
3. . .. dst. 

Data dan/atau inforroasi tersebut agar clibcrikan kepada : 

Nama 
Jabatan 
Tcmpat : ••• (Badan Oaerah/ Dina• Dscrah) 

JI ..... 
paling lama 5 (llma) hari kerja setelah diterimanya surat ini. 

Apabila dalarn jangka walrtu lersebut di atas, Snudara t.ida.k 
memberikan data dan/atau informasi dima.ksud, sural permohonan 
pengurangan tetap cliproses sesuai dengan data dan/ atau informasi 
yang ad.a. 

Atas perhatian dan kcrjasamanya cliueapkan tcrima kaslh. 

KEPALA BAOAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

....................................... 
NIP . ............................... . 

I. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Scl<rctaris Oaerab Kabupatcn Banyumas; 
3, lnspcktur Kabupntcn Banyumas; 
4 . Arslp. 



D. FORMAT SURAT PERMJN'l'AAN KETERANGAN TAM.BAHAN DALAM RAJ!ICKA 

PENGURAJ!IGAN PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Pen"hal 

Tembuaen : 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pennintaan keten:mgan 
tambahan dalam rangl<a 
pcngurangan Pajak Rcatoran. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 

Purwokerto, 

KepadaYth 

di 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ........ . 
pcrihal perohonan pengunu,gi,n Pajak Rcstoran, dengan ini Saudara 

dlminta untuk memberikan kcterangan tambahan dalam bentuk 

hardcopy dan/atau soju,opy, yang meliputi : 
I. 

2. 
3 . ... dst. 

Kete.rangan tambahan Lersebut agar diberikan kepada : 

Nama 

Jabatan 
Tempat : . . . (Badan Dae.rah/ Dinaa O&erah) 

JI . .... 

paling lama S (lima) he.ti kerja setelah diterimanya sural ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak 
memberikan data dan/atau inrormasi dlmaksud, permohonan 
pe.ngurangru, tetap diproscs sc:suai dengan data dan/atau informasi 

yang ada. 
Atas perhatian dan kcrjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

. ' . ' ........................... ' ....... . 
NJP . ............................... . 

I. Bupati Bariyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daemh Kabupatcn Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4 . Atsip. 



E. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL/RESTORAN 

Membaca 

KOP BADAN OAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA 

BADAN DAERAH/ OINAS DAERAH 

NOMOR .............. TAHUN ............ .. 

TENTANG 

P13RSETUJUAN PENOURANGAN PEMBAY ARAN PNAJ< RESTORAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA BSA 

KEPALA BADAN DAERAH/ DJNAS DAERAH, 

Surat pcrmohonan .... .. ... .. . Nomor .. .. .. Tanggal .. ....... pcrihal 

Perm oho nan Pengurangan Pajak Rcstoran; 

Menimbang a. bahwa berdasarkan basil pcmcriksaan kantor / Iapangan•) yang 

Mengingal 

dituangkan dalrun t..aporan Hasil Pemen'ksaan nomor .......... 

tanggal .... .. , permohonan pcngurangan pajak terutang dalatn 

SKPDKB/SKPDKBT Nomor ..... .. Tanggal ....... dapaL dikabuU<a.n; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima na ctimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Kepurusan Kepala Sadan Daerah/ 

Dinas Daerah .. . tentang Persetujuan Pengurangan Pajak 

Hote.1/Restoran•); 

1. Uodang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 

Dacrab Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Dacrah Nomor l Tahun 20 II tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas Tabun 201 I Nomor 1 

Seri E) 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata 

Cnra Pemungutan Pajak Hotel clan Restoran di Kabupaten 

Banyumas. 



MEMUTUSKAN : 

Menctapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAOAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... 

PERTAMA 

KEDUA 

KEilGA 

TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK 

RESTORAN. 
Mengabulkan permohonan pcngurangan Pajak Hotel/Restoran1 

ten.itang yang tercanrum dalam SKPDKB/SKPDKB'I'") Nomor 

.......... .... Tahun PaJak. ......•.. ... 1 sebesar .. .... % ( ........... pcrsen) dari 

Pajak Rcstoran yang terutang. 
Besamye Pajak Restoran yang harus dibayar atas pcnetapan 

scbagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai 

berikut : 

a. Pajak tcruIBng dalam SKPDKBISKPOKBT•) : Rp ·····························-··· 

b. Besamys p,,nguranpn 

{ •.•.•. % X Rp Rp ......... ······- Rp .... ................. _ ........ . 

c. Jumlah Pajak HoieVR~m, yang lcrutang 

sctelah pcngurangan (fl-b) : Rp .. ,,········-···············-·"···· 

( ·•·•·· •·• .................. -... , .................................... ' ... ,---··-··· ........ ·••·•·•·• .. · .. ' ••·· ·-·· ... ',.,'' '). 
Keputusan im mulai berlalru pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuao epnbila dikemudinn bari temyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pa.d.a tanggnl ... ' ............ '' ....... ... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BAOAN DAERAl-l/ DINAS OAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

············································•"'''' 
NIP ......... ................................... . 

Temusan disampaikan kepada : 

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspcktur Kabupaten Banyumes; 

4. Arsip. 

•J Pilih salah satu 



LAMPIRAN IX 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : TAHUN 

1'ENTANG 

TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK 
RESTO RAN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 
RESTORAN . 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Pcrihal Permohonan angsuran/ 

penundann' ) pembeyaran 

.!'!\i!';k.~!,~~~ -······· 

Pwwokerto, 

Kcpada Yth 

Kepala Badan Daerah/ Din"" Daerah 
Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yang berta.ndatangan di ahwah ini : 
Namn 

Jabatan 

Alamat 

Nomor Tclcpon 

Bcrtindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak : 
Nama 

Alamat 

. . 

bersama ini me.ngajukan _perrnohonan angeunm/pcnu.ndaan 11) pembayaran 

Pajak RESTO RAN, al9s : 
Jen.is surat : 

Nomor /Tanggal : 

Mas.a Pajak : .................................. s/d ............... ·--·········· 
•!l"'" dapat diangsur ....... ( ......... ) k:ali/ditunda ...... ( ....... ) bulan. 

Pennobonan tcr..,but didasadwt pada alasan scbagai bcrikut: 
I. 

2. . . ..... d.sl 

Domikian surat permohorum ang,,urrui/penundaan') knmi 

sampaikan unwk dapat dipertimbanglcan. 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 

'} Pilih salah satu. 



B. FORMAT SURAT PENOEMBALIAN PERMOHONAN ANOSURAN/PENUNDAAN 
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembu$8n ; 

KOP BADA."l DAERAH/ DlNAS DAERAH 

Pengembalian permohonan 
o.ngataran / pcnundaan•) 

-~~Y.~ Paj~-~~~~ 

Putwokcrt.o, 

Kcpada Yth 

Kc:pala Badan Dacn,b/ Dinao Daerah 
Kabupaten Banyuma,, 
cli 

PURWOKERTO 

Sehubu ngan dcngan surai Saud,.,-a nomor ........ tanggal ........ . 
yang d llerima tanggul .... .......... , perihal pcrmobonan an,gsuran/ 
pcnundaan•J pcmbayaran Pajak Rcstoran atas ................. . Pajak 
Rcstoran nomo-r ............. tanggal ...... ....... , dengan ini kami sampaikan 
bahwa; 

1. Berdasarkan pcnelitian lmmi, sunH Saudara tidak memenuhl 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal •...... ayat ......... . 
Pcraturnn Bu pati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang 
Pemungutan Pajak Rcstoran di Kabapaten Banyumas, dengan 
penjelasan sebagai berikut : 

a. . .................... , .................. , 

b . ............... .. ....................... . 
c . ... .......... ............................ dsl 

2 . Dengan demikian, surat Saudarn kami kembalikan dan sesuai 
dengan ketentuan Pasal •.. •• ayat ..... , Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor ....... Tahun .... tentang Pemungutan Pajak Rcstoran di 
Kabupaten Ban,yumas, Saudara masih dapat mengajukan 
permohonan pem betulan atas . . . .. . Pajak Restoran kembali setelah 
dapat mcmcnuhi persyaratan. 

Atas perhatian da n kerja.$8.nta Saudara. diueapkan terima kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUP/ITEN BANYUMAS , 

......................................... 
NTP • ........ ............•.........•• 

I. BupatJ Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupatcn Banyumas; 
4. Arsip. 
1Pllih salah satu 



C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUA.111 MENGENAJ PERUBAHAN SALDO UTANG 
PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampi-ran 
Porihal 

Tembusan: 

; 

pembcrit.ahuan mcngcnaj 
perubahan ilaldo utang 
P'li!•.-ltB~!!~ .... , ________ _ 

P\lrwoke.rto, .................. . 

KepadA YU, 

Kcpala Badan Oaerah/ Dlnas Oaerah 
Ksbupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Sehubungan dengan adanya keputusan alas pengurangan/ 

pembetulan/ keberatan/ banding/ peninjauan kembaJi•) yang mcnye

babk8n adanya perubahan saldo utang Pajak Re•toran, bersama ini 

dibcritahukkan kepada Saudara hal sebagai berikul : 

I. Saldo utang Pajak Restoran sctclah adanya keputusa.n tentang 

pengangsuran berubah yang semula Rp ............ bcrubah menjadi 

Rp ........ ........ . 

2. Dengan adanya perubahan saldo utang Pajak R,atoran tersebut, 

maka perlu melakukan perubahan tcrhadap kcputuaan reatang 

pembcrian ang.suran pembayaran utang Pajak RC11toran. 

3 . Sesual dengan ketentuan Pasal .... . ayat .... Peraturan Bupati 

Banyumas nomor ......... tahun .. .... tentang Pcmungutan Pajak 

Restaran, Saudara agar mengajukan usulan perubahan 

peagangsuran pembayaran utang Pajak Rcatoran, dalrun waktu 

paling lama 5 (limal hari sctelah d.iterima surat pemberitahuan lni. 

Atas pcrhatian dan kcrjasama Saudara diucapkan terima lcasih. 

KEPALA BADAN OAERAH/ DINA$ DAERAH 
KABIJPATEN BANYUMAS, 

NJP . ................ ....••••••.... .. 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2 . Sekretaris Dnerah Kabupaten Banyumas; 
3 . lnspcktur Kabupatcn Banyuma s; 
4 . Ar.lip. 

•J Pilih salah satu 



D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK 
RESTORAN 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

NOMOR .............. TAHUN . ........... .. 

TENTANO 

PENGANGSURAN PEMBAYARAN 

PAJAK RESTORAN 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH, 

Menimbang a. Bahwa bcrdasarkan sura.t pcrmohonan pcngangsura.n pembayaran 

Mengingat 

Pajak Restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib 

Pajak•t Nomor ...... Ta.nggal ...... dao hasil pemeriksaan Kan10r/ 

Lapa.ngan•J yang dltuangkan dalam Laporan Haail Pemcrikaae.n 

Nomor ....... Tanggal ..... .. malca permohonan pengangsuran 

tersebul dapat discnujui; 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pads 

hurur a , perlu meoetapkan Keputusa.n Kepala Bada.n Daerah/ 

Dinas Daemh ... tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak 

Restoran; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-daerab Kabupaten Dal.am Lingkungan Provinsi Jawa 

Teng,,_h ; 

2. Peraturan Oaerah Kabupatcn Banyumas Nomor 22 Tahuo 2006 

tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraluran Daerah Nomor I Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah 

{Lcmbaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor I 

Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tcntang 

Perubahan Atas Peratura.n Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor I 

Tahun 2011 tcntang Pajak Dacrah scbagaimana telab bebetapa 

kali diubah terakhir der1gan Peraturan Daerab Kabupatcn 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Ates 



Peraturan Oaerah Kahupnten Banyumas Norn (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahu.o 2013 Nomor 1 Seri B); 

4. Pcraturan Bupaci Banyumas Nomor .... Tahun ......... tcntang 

Pcmungutan Pajak Rcstoran di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/ OINAS OAERAH 

TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAKRESTORAN. 

PER1'AMA 

KEDUA 

Mengabulkan pc,rmohonan pengan~uran pcmbayaran Pajak 

Restoran terutang dalarn ...... .... Nomor ....... TanggnJ ....... ocbanyo.k 

...... kali. 

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsu.-..n ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Angsuran Pertama sebesar Rp ................ .. 

2. Angsuran Kcdua sebesar Rp ................ .. 

3. An~urnn Ketiga scbcsar Rp ................ .. 

4. Aagsuran Keempat sebesar Rp ................ .. 

S. Angsuran Kelima sebesar Rp ................ .. 

K.ETIGA · Selama masa angsuraa dikenakan sanksi administrasi sebe•ar 2% 

setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang. 

KEEMPAT Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketcntuan apabila dikcmudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan scbagaimana mestinya. 

Oitetapkan di PurwokertO 

Pa.da tanggaJ ............................ . 

KEPALA BADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

................................................... 
NIP • •......... I ...... ' ...... ................... . 

Temusa.n di,ampaikan Jrepada: 

1. Bupati Banyumas (sebagal laporanj; 
2. Sekretaris Daerah Kabupatcn Banyumas; 
3. Jnspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 
•) Pilih salah sat 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNDMN PEMBAYARAN PAJAK RESTO RAN. 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPAI.A BAOAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 

NOMOR .•..•.•..•••.• TAHUN ......... .•••• 

TENTANG 

PENUNDMN PEMBAYARAN 

PAJAK RESTORAN 

KEPALA BhDAN DAERAH/ D INA$ DAJ;)RAfl, 

Mcnimbang a. bahwa berdasarkan surat pennobooan penundaan pembayaran 

Mengingat 

Pajak Reatoran yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib 

Pajak") Nomor .... Tanggal ... . dan basil pemerlkaaa.n Kantor/ 

Lapangan•) yang dituangkan dalam Laporan Hasll Pemeriksaan 

Nomor ... . . .. TanggaJ ........ , maka permohonan penundaan 

pembayaran Paja.k Rc•tomn dapat d isetujui; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a , perlu menel.8pkan Keputusan Kepala Sadan Daerah/ 

Dinas Daerah ... tentang Penundaan Pembayaran Pajak Restoran; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Ungkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Le.mbaran 

Dacrah Ka.bupaten Banyumas Tabun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Da.crah Nomor I Tahun 20 II tcntang Pajak Oaerah 

(Lcmbaran Daem h Kabupaten Banyumas Tahun 201 l Nomor I 

Seri E) sebagaimana telab d.iubah dengan dengan Peraturnn 

Oacrah Kabupatcn Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tcntang 

Pcrubahan Alai! Pcraruran Dacrab Kabupaten Banyumas Nomor l 

Tahun 20 I I tcnuu,g Pajak Daerah ""bagaimana telah bebcrapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tc:ntang Perubahan Kedua Atas 



Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom /Lembaran Daerab 

Kabupatcn Banyumas Tahun 2013 Nomor I Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ...•.•..• tcntang 

Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DABRAH/ DINAS OAERAH 

TENTANG PENUNDMN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN. 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIOA 

Kf.'.HMPAT 

MengabuJ pennohonan penw1daan pembaya.ran pembayaran Pajak 

Restoran dalam ......... Nomor ........ Tanggal ........ selama ....... bulan. 

Sesuai deogan Diktum PERTAMA. batas waktu pembayaran 

ditetapkan paling lambat tanggnl •...•................. 

Sela.ma masa penundaan dikenakan sanksi adnunistrasi sebcsar 2% 

setiap bulan yang dihiLung dari jumlnh pajak terhutang. 

Keputusan inl mula.i berlaku pada tanggaJ dltetapkan, dengan 

ketcnruan apabila dikcmudinn hari temyata terdapat kekeliruan 

akan d.iadakan pembelulan Schagaimana mestinya. 

Ditctapkan di Purwokcrto 
Padn rongga1 ..... , .................... , .. 

KEPALA SADAN OAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUP/\TEN BANYUMAS, 

..................... ' ............................ . 
N"IP . ............................................ . 

Tc.musan disampaikan kcpada : 

1. Bupati Banyumas (sebaga.l laporan); 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Dacrah Kabupa(en Banyumas; 
4. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
5. Arsip. 
•) Pilih salah satu. 

No. JABATf.N 0ARAF BUPATI BANYUMAS, 

1. ~!>A .ss:-- c:/¥":::':::,c::....---
2 . 

"""'" urn ACHMAD HUSEIN 

3. ~ \\Ul'Ur<l ·~ 

4 . 'I'll ll"l€NI¥\ ,I-. 



LAMPIRAN X 

PERATURAN BUPATI BANYlJMAS 

NOMOR :48 TAHUN ~ 

TENTANG 

TATA CARA PEMtJNGUTAN PAJAK 
RESTORAN OJ KABUPATEN 
BANYUM/\S 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN 

Nomor 
Sifat 
Laropinm 
PcribaJ Pennohonan pembebasan 

.. ~'!-j~-~4:!'~an. . _ ____ _ 

Purwokerto, 

Kepada Yth 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Oaerah 
Kebu_pa.ten Banyuma$ 
di 

PURWOKERTO 

Yang bertandatangan di abwab ini : 
Nama 
Jabatan 

Alamu.t 
l'iomor Tclcp:m • 

Bertindak selaku: Wnjib Pnjak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak : 

Nama 

Alam.at 
bersama ini mengajukan penoohonan pembebasan a,as : 

Jen.is aural 
Nomor /Tanggal 

Jenls Pajak 

Masa Pajak : .................................. s/d ······-·••·••········""'"'' 
Alasan permohonan pcmbebasan lorsc:bul yaitu : 

I. 
2. . ..... , ds.1 

SCbagru bahan pertinth.1ngan. ierlampir kami ..unpalkan: 

I. 
2. ., . ... . dot 

Demi!<Jan surat permobonan pembcbasan utang Pajak RESTORAN 

kaml .an- palkan untuk dapat dipertimbangkan. 

Wajib PajakjKuasa Wajlb Pajak, 



B. FORMAT SlfRAT PENOEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK 
RESTORAN. 

Nomor 
Sifnt 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan : 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pcogembalian permobooan 
pClllbcl>asan Pajak 
Restoran. •·--•-··-....... -· --·••·-· ...... -· ~-.. 

Pu.rwok~rto, .................. . 

Kepada Ylh 

Kepala Badan Daerah/ Dlnas Dacrob 
J<abupau:n Baoyumas 
di 

l'l/RWOKERTO 

Sehubuagi,.n dengan suraL Saudara nomor ........ tanggal ........ . 
yang d.iterima tanggal ............ , perihal permohonan pembcbasan 
Pajak Restoran, dcngan iru kami sampaikan bahw11: 

l. Berdasarkan penelitian kaml, surat Saud...-a tidak memcnuhl 
ketentuan scbagaimana diatur dalam Pasal ..•.... ayat ......... , 
Pcrnturan Bupeti Banyuo,as Nomor .....•. Tahun .... tcntang 
Pcmungutll:n Pajak Rcstoron di Kabupaten Banywnas, dengan 

penjelasan sebagai berikut : 
a. . .......................... ............ . . 

b. ·•···· ·····················-···"······· 
c ••.••.. ...... .........••••.•••............ dst 

2. Dengan dt:mikian, surat Saudara kami kemhalikan dan sesuai 
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyuroas 
Nomor .....•. Tahun .... tentang Pemungutan Pajak Rostoran di 
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan 
permohonan pembebasan Pajak Restoran kembali setelah dapat 

mcmcnuhi persyaratan. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

... ....... ' ... ··• .............. ' ......... . 
NlP . . .............. .............. .. . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupalen Banyumas; 

3. lnspektur Kabupatcn Banyuroas; 
4 . Af3!p. 



C. FORMAT SURAT PERMINTMN DATA DAN/ATAU INFORMASI OALAM RANGKA 
PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN. 

Norn.or 
Sifal 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan : 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Permintaan data dan/atau 
infonnasi dalam rangka 
pembebasan Pajak 
Restotan. 

Purwokerto, 

Kepada Yth 

di 

Sebubungan dengan surat Saudan, Nomor ........ tanggal ....... . 
perihal perobonan pembebasan Pajak Rcstoran, dengan ini Saudara 
diminta untuk membcrikan data dan/ atau in!onnasi, dalam bentuk 
hardoopy dan/ a tau soft,:opy, yang meliputi : 
I. 
2. 
3. . .. dst. 

Data dan/ atau infonnasi terse but agar dibcrikan kepada : 

Nama 
Jabatan 
Tempat : . .. (Sadan Daomh/ Dina,, Daemhl Kabupaten Banyumas 

Jl . .... . Purwokerto 
paling lama 5 fl ima) hari kcrja seLelah diterimanya surat ini. 

Apabila dalam ja,,gka waktu tcrsebut di atas Saudara tidak 
membenlcan data dan/ atau informasi dimaksud, sural permohonan 
pembebasan Pajak Restoran tetap diproses sesuai dengan data 
dan/atau inforrnasi yang ada. 

Atas perhatian dan kcrjasamanya diucapkan tcrima kasih. 

KEPALA SADAN OAERAH/ DINAS DA.ERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

.......................... ' ........... . 
NIP' . ................... ...... ~······ 

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 
2. Sekret.aris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Jnspektur Kabupat,,n Banyumas; 
4. Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBIIJ-!IIN DAI.AM RANGK/1 
PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Purwokcrto, ....... .......... .. 

Kcpada Yth 
.......................................... 
............. ' ................... ' ' ... ' .. . 
............. ' .............. •·• ......... ' ... 

Pennintaan ketcrangan 
uunbahao dalam rangka 
pembebasan Pajak Rcstorao. 

di 

Sehubungan dengan surat SaudllJ'S Nomor ....... tanggal ........ . 

perihal perohonao pembebasan Pajak Rcstorao, dengan ini SaudllJ'S 
diminta 1.1ntuk mcmbcrikan keterangan tambahan data dan/atau 
informasl dalam bentuk hard.copy dan/atau soft,;opy, yang meliputi : 

1. 

2. 
3 .... dst. 

Kctcrangan tambahan tersebut agar diberikan kepada : 

Nama 

Jabatan 
Tcmpat : ... (Badan Do.em/>/ Dinas Oaorahl Kabupatcn Banyumas 

JI . .... Purwokerto 
paling lama 5 (lima) hari kerja sctclab diterimanya surat ini. 

Apabila keterangan tambaban tersebut, Saudara tidal< 

mcmberikan data dan/atau informasi dimaksud, permobonan 
pembcbasan tetap di proses sesuai dcngan data dan/ a!AU informaai 

yangoda. 
Alas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

KEPALA BADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 
KAl3UPATEN BANYUMAS, 

............... ' .................... ' .. 
NIP . ............................... . 

1. Bupati Banyumas, ,cbgai ln.poran; 

2. Sekretaris Oaerah Kabupatcn Banyumas; 

3. lnspektur l<abupatcn Banyumas; 

4. Arsip. 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN R£STORAN 

BUPATI BANYUMAS 
PROVINS! JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ...••.. TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBEBASAN RESTORAN 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimba.ng a. bahwa berdasarkan Sura< permohonan ... . Nomor .... Tanggal ... . 

Mengingat 

perihal Permohonan Pembebasan Pajak Restorao clan basil 

pemeriksaan Kantor/ Lapangan') yang dituangknn dalam Laporan 

Hasil Pemenlcsaan Nomor .... Tanggill .... , maka permohnnan 

pembebasan Pajak Restorandapat dikabulkan; 

b. bahwa berdasarknn pertimbangan sebagaimana dimakaud pada 

huruf a, perlu menetnpkan Keputusa.n Bupati Banyuma.s tentan,g 

Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hale Alas Tanab dan 

Bangunan; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Provinsi Jawa 

Tengab; 

2 . Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tabun 2006 

tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran 

Daerah Kabupatcn Bauyumas Tabun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(L<:mbaran Oaerah Kabupatcn Sanyumaa Tahun 2011 Nomor I 

Seri E) sebagaimana telab diubah dengan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumns Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 

Tahun 2011 teot.ang Pajak Oaerah sebagaimana telah bcberapa 

kali diubah terakhir dengao Peraturan Daerah Kabupatcn 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tcnLang Perubaha.n Kcdua Atas 



n -mi,erat! oa,:rah 
rah i,.a.bUpalen 0anY""'"'6 Nom ,-

Pcraruran ~ . Bl 
Kabupatcn Banyurnu tahun 2013 Nomor I Sen ; 

4 1"'raturan 9upati Benyurnas N01l10T .... Tahun ······ •·· ttnUlllS 

Pcmungut.an Pajnlc Rtstorandi Kabupatrn Banyumas. 

MJ::MI.ITUSKAN ; 

Mcoet.apkan : KEPVl'USt\N BUPATI BANYUMAS TENTANO PERSE'J'UJUAN 

PEMBEBASAN P/\JAJ< RESTORAN. 

PERTAMA • Membebe.skan Pajak Restoran terutangyaog u:rcaotum d.aJam ••···•··· 

Nomor . ..... Tanggal 

Kl:.DUA : Kepurusan inl mulai bcrlalru pada iangpJ ditetaplcan, dcogan 

keteoruan apabila dikemudian hari tcmyata tcrdapat keketiruan 

akan diada"-n J>"mbetulan ll<'bagaunana mesunya. 

Ditetapkan di Purwokttto 

Pa.da.tangpl- ..... . -········· · 
BUPATI liANYUMAS, 

ACHMAO HUSEIN 
T""1buaa,, • 

1• &kretana Oaera1, "·•'-· ~upat,:n Bart)'Umas• 
2. loapektur Kabupaten Ban • • 
3 rwn...o. 

· Kq,aJa Baruu, Dattah/ Dinas Datta!,• 4 ._, • ~ .. p. 

•) Pilib saJah satu 

No JABATAN PAfW BUPATI 8ANYUMAS, 

1. ~ ~ 
2. Pt-m~ \11'1 

• 
~ -

ACHMA.D HUSEIN 

3. 1'-U~m /~J 
4 . Pl ~ I ,I 

• 



LAMPIRAN XI 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR :,f8 TAHUN ,;JJJ,!)-0 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTORAN DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMTN1S1'RASI PAJAK RESTORAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal Pcrmohona.n Pengurangan/ 

Pcnghapu5Wl Senksi 
Admini$lr&Si Pajo.k. 
Resroran. --••••••·•••••-- o•T•••••-•·••~••••• 

Purwokcrto. 

Kepada Ytb 

Kcpala Badan Daero}i/ Dinas Daerah 
Kabupatci Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Yang bertandatangan di abwah ini : 

Noma 

Jabatan 
Al,unat 
Nomor Tclepon • 
Bcrtindak selaku: Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak : 

Nama 
Alamat 

ben!om• ini mengajukan Permobonan Pengurangan/ Pcnghapusan Sanksi 

Adm.inist.-ntsii Pajak Restoran ttl1\$ : 

Jen.is surat 

Nornor/Tanggw 

Jeni• Pajal< 

Ma.sa Pajak : .................................. s/d ............................. . 
Alasan pcnnohonan pcngurangan tersebut yaitu : 

3. 
4. . ...... dst 

Bcrchumrkan hal terse.but di atns, perhiw.ngan pajak yang m.t1sih 

harus d.ibayut mcnurul lea.mi adolab Rp ............ . 

Scbagi,I baban penirnba.ngan, tcrlrunpir launi oampnika: 

3. 
4 ........ dsl 

Demikia.n surat permobona.n pengumngim kami aampaikan untuk 

dapal dipertimbangluut. 

Wajib Pajak/Ku ... Wajib Pajak, 

......................... , ...... .. 



B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/ 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMlNISTRASI PAJAK RESTOAAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampi.ran 
Perihal 

Tembusan: 

KOP SADAN DAERAH/ DfNAS DAERAH 

Peogembalian Peogunmgan/ 
Penghapusan Sanksi 

..!'~.'??!ni~.t!.!!!LPajl\lc< .. ~_t0nm,. 

Purwokerto. - ............ .... . 

Kepada Yth 

Kepala Sadan Daei-ab/ Dinas Dru:rah 
Kabupaten Banyumas 
di 

PURWOKERTO 

Sehubungan dengan sural Saudara nomor ........ tanggal ........ . 

yang dit.erima Langgal •........••. , perihal permohonan peogurangan 

Pajak Restoran, dengan ini kami sampaikan bahwa; 

I. Bcrdasarkan penelitian kaml, sural $audara tidal< memenub.i 
kctentuan .ebagaimana diatur dalam Pasa1 ....... eyat ......... . 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang 
Pemuogutan Pajak Rcstornn di Kabupaten Benyumas, dengan 

penjclasan sebagai berlkul : 
d . ................. ....................... . 
e.. . ......... , .............. , , ..... ........ . 
f. . ........................................ dst 

2. Oengan demikian, sural Saudara kami kembalikan dan sesuai 
dengan ketenluan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas 
Nomor •...... Tahun .... centang Pemungutan Pajak Rl:$toran di 
Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan 
permohonan pengurangan Pajak Rcstoran kembali setelah dapal 

memenuhi pc::rsyaratan. 

Atas perhotian dan kerjasama Saudara diucapkan t.erima kasib. 

KEPALA BADAN OAERAH/ OINAS OAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

.......... ' ' ............................ . 
NIP ••......... , .. ,.~················ 

I. Bupati Banyumas, sebgru laporan; 
2. Sekrelaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspcktur Kabupaten Be.nyumas; 

4. Arsip. 



C. FORMAT SURAT PERMlNTAAN D/\TA DAN ATAU INFORMASI DAI.AM RANGKA 
PENOURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKS! ADMlNISTRASI PAJAK RESTORAN. 

Nomot 
Si(at 
Lampiran 
Perihal 

Tcmbusan: 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Pennintaan data dan/atau 
informasi dlllam rangka 
pengurangan/ pcnghapusan 
sanksi administrasi Pajak 
Rc:storan. 

······-·~--· ·······~··--·········· 

Purwokerto, 

Kcpada Yth 

di 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal .. ..... . 
pcrihaJ perobonan pcngurangan/ penghapusan sanksi administrasi 
Pajak Rcstoron, dengan ini Saudnrn diminta untuk: mcroberikan data 
dan/atau informasi dalam benruk hardcopy dan/atau sojroopy, yang 

meliputi: 
1. . .. 

2. 
3 .... dst. 

Data dan/atau informasi tersebut agar diberikan kepada: 

Nama 
Jabatan 
Tcmpat : •.. (llad3.n o .. rah/ Dinss Daen,hJ 

Jl .... 
paling lama 5 (lima) hari kerja sctelah ditcrimanya surat ini. 

Apabila dalam Jangka waktu tcrsebut di atas, Saudara tidak 
memberikan data dan/aiau informasi dimaksud, aural permohonun 
pcngurangan tetap diproses scsuai dengan data dan/atau informasi 

yang ada. 
Atas porharian dan kerjasamanya diucapkan tcrlma kasih. 

KEPALA BIIOAN DIIERAH/ DINA$ DAERAH 
KA.BUPATEN BANYUMAS, 

' ............ ' ........................ . 
NIP ................................ . 

l. Bupati Banyumas, scbgai Japoran; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspcktur Kabupatrn Banyuma$; 
4. Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERM1NTAAN KETERANOAN TAMBAHAN DALAM RANOKA 
PENGIJRANOAN/ PENGHAPUSAN SANKS! ADMJNISTRASI PAJAK RESTORAN • 

• 
KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Purwokerto, 

Kepada Vth 

Noroor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal : Pc.rm.intaan keteranga.n 

Terobusan : 

tambahan dalam rangka 
pengurangan/ penghapusan 
sanksi administrasi Pajak 
Restomn . 

• -. .. u ••••• • ••o••• •••_. ••-• •••.._. --••••--••• 

Sc,hubungan dc,ngan surat Saudara Nomor ....... tanggal ........ . 

peribal perohonan pengura.ngan Pajak Rcstoran, dcnga.n ini Saudara 
diminta untuk roembcrikan kctera.ngan tambahan dalam bentuk 

hard copy dan/ a tau sojlcopy, yang mcliputi : 

4 .... 

5. . .. 
6. . .. dst. 

Ketetangan tambahan terscbut agar diberikan kepada : 

Na.ma 

Je.batan 

Tempat : ••• (lladan Daorah/ Dina,, Daen>.b) 

JI . ...• 
paling lama 5 Pima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. 

Apabila dalom jangl<a waktu tersebut di atas, Saudara tidak 

memberikan data dan/ atau informasi dimaksud, pertn0bonan 
pengurangan tetap diproses sesuai dengan data dan/ atau informasi 

yangada. 
Atas perhatiao dan kerjasaroaoya diucapka.n tt,rima, kasib. 

KEPALA SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANVUMAS, 

....................................... 
NIP .... , ............. , ............. . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspcl<tur Kabupatcn Banyumas; 

4. Arsip. 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANOAN SANKSl ADMINISTRASI PAJAK 

RESTORAN. 

KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAtl DAERAH/ DINAS DAERAfl 

KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR •••....•••.••• TAHUN .....•••.•.... 

TENTANG 

PENOURAtlGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN 

KEPALA BAOAN DAERAH/ OINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, 

Menimbang : a.. bahwa bcrdasarkan surat permohonon pcngurangan sanksi administrasi 

Pajak R<,storan yang diajuk:aJl oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak') 

Nomor ......... Tangg,al .•...... , dan basil pcmcriksaan Kantor/Lapangan"l 

yang dituangl<An dalam l,aporan Ho•il Pemenl<saan Nomor ......• Tanggal 

........ pc,nnohonan pcngurangan Pajak Re,storan dapai diaetujui; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagairruma dimaksud pada 

huruf a, pcrlu menetapkan Keputllsan Kepala Badan Dacrah/ 

Oinas Daerah ... tcntrulg Pengurangan Pajak Restoran; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun t 950 tcntsng Pl:mbcntukan Daerah• 

damili Kabupaten Dala.m Lingkungan Provins! Jawa Tengah ; 

2 . Peraturan Daerah Kabupau:n Banywnas Nomor 22 Tahun 2006 tcntang 

Pokok•pokok Pcngelolaan Keunngan Daerah (Lcmbaran Daerah 

Kebupru:en Banyu.mas Tohun 2008 Nornor 14 Seri E); 

3. Pe.raturan Dac:rah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Dacmh (Lemb&ro.n 

Daerah Kabupatcn Banyumai. Tabun 2011 Nomor I Seri El aebagaimana. 

tclall diubah bcbcrapa kllli tcrakbir dcngan P<:raturan Daerah Kabupatcn 

Banywnns Nomor 22 Tohun 2016 tentnng Perubahan Kedua ALIUI 

PeratuTil.O Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor I Tahun 2011 tcntang 

Pajak Dacrab (Lombarnn Oaerah Kabupatcn 8""yuroas Tahun 2016 

Nomor I Sen B): 

4. Pcraturo.n Bupati Banyumaa Nomor .... Tahun .....•.•. tentang Tata Cara 

PemungutWl Pajak Rcstorw, di Kabupa«>n Banyumas. 



MEMIJl'USKAN : 

M<ocmplcan • KEPVTUSAN KEPAI.A BADAN 'JAERAH/ DINA$ OAERAH ••. TENTANO 

PENOURANGAN PA.JAK RESTORAN. 

PERTAMA 

Ktn0/1 

Mengabulkan permobonan penguranflll'l Pajak RC9t0ran tenn:ang dalam 

....... ... Nomor ... . .. Tanggal ....••• , otas Wajib P,tjak : 

Na.ma 

NPWPO 

sebcaar .... % ( ...• p<iseo). 

Beaamya Pe,jalt R<storan yang h.vus dibayar aclelah pen&un111gan 

acbt>goimana dimaksud pada Oiktum PERTAMA adalah sebagai berikut : 

a. Pajak tcrUtanR dalam ······ ······················· : Rp ....................... . 
b~ Beaa,m:ya pcn.gl.lraJlpn ( ...... % X Rp ..... ) : Rp ...................... .. 

c. Ju.mlah Pajak Restoran yang terutang 

Setclah pcogurangan (a·bl : Rp •••.•......•.•••••.. •···· 

( ............................................................ ............... ....................... ). 
Kepuru""" ,ru mul,u bcrla lcu pada tana,,J cbtetapkao. dcnpn ketcnlU&D 

apabila dikanudian hari tcmyaUI t.c:rd.apat kckcliru~ nkan dh•dakan 

pemb<tu.lan sebag,umana m<Stinya. 

o;,.,,.p1can ch Purwokeno 

Pada langgal ... ...................•..... , 

A.n . BUPATI BANY1JM/\S 

KEPAI.A BADAN DAER/\H/ DINAS DA£RAH 

K/\BUPATEN BANYUMAS, 

NIP 

Temusan disampailmn kepada · 

I. Bupati Banyumoa (sebagw laporan); 
2. Sekretans O.uah Ka.bupalen Banyumaa; 
3. lnopektur ICJabupalCn Banyumu; 
4. Arsip 
1 Plllh ealab satu 



F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK 

RESTORAN . 

• KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA SADAN DAERAJ-i / DINA$ DAERAH 

KA.BUPATEN BANYUMAS 

NOMOR ........... Tahun ....... . 

TENTANO 

PENCHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASl PAJAK RESTORAl'I 

KEPAlA BADAN DAERAH/ Oli'IAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. 

Menimbang : a. bah\11$ berda.n.rlctm Surat permohonan ...... Nomot . ... TunggaJ .... peribal 

Menging'1l 

Pcnnohonan Pcoghapusan Sanksi Admini.straJri Pajak Rcs10ran clan hasil 

pemeriksaan Kantor / Lapan.gun•) yang dituang-kan dalam Laporan Hui! 

Pemcriksaan Nomnr .... Tanggol .... , mal<a permohonao pengtu,pusan 

sanksi administrasi Pajak Restoran dapat discntjui: 

b. babwa berdaaarl<on pertimbangan scbagaimana dimabud poda huruf a, 

pcrlu mcnctapkan Kc,puruSOJJ Kc-prua Badan Oaerah/ Dines Oaerah ... 

tcntang Penghapusan Sanksi Adnlinlstrasi Pajak Rcotorsn; 

I . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah· 

daerab Kabupaten Dalam Liogkungiw Provinsi. Jawa Teogah ; 

2. Peraturan Ow:n,b Kabupal.en Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 teotaog 

Pokok-pokok Pengololaan Keuangan Dw:rah (Lembaran Daerah 

Kabup,1ten BanyumasTahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Pcraw.ran Oaerah Nomor I Ta)lun 2011 t.cntang Pajak Dacrah (Lctnbaran 

Oo,:rah Kabupat.c:n Baoyumas Tahun 2011 Nomor I Seri E) ocbagaimana 

tel.ab cliuba.h bebcmpakaJi terakhirdcnga.o. Pcratu..mn Da.erab Kabupatcn 

Banyumn., N'omor 22. TahUJ'I 2016 tentang Perubahan At.a.a Peraturan 

Daernh Kabupatcn Banyumas Nomor l Tahon 2011 lenlBDg l'lljak 

Daerah (t.cmbaran Dacrah Kabupatcn Banyumas Tahun 2016 Nomor I 

Seri B); 

4. Pcratumn 13upa.Li &nyumas Nomor ·-· Tahun ., ....... tentang T~t.a Cara. 

Penumguwn Pajak Rc•tnran di KabUpaten Banyumas. 



Menctapkan 

PERl'AMA 

KEOUA 

Tembu.an : 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KEPALA SADAN DAER/\H/ DINA$ DAERAH TENTANG 

PENOH/IP\JSAN SANKS! ADMINISTRASI PA.fAK RESTORAN. 

M~ngbapus Sonka. Administra•I berupa Bungn, Dcnda. KenaikBll Pajak' ) 

nta-s ketcrlambatan pembayaran Pajak Re-stoma yang rercantum dalam 

...... , . Nomor ··- ·" Tan.ggal ..... ... . 

· Kcputusata lru mulai betlaku pada tnnggal ditcLapknn, dc:nga.n kctc.nruan 

apabila dikmnudiao han tcmytl.t.8 rcrdapat kekcliruan akan d.iadakan 

pembetulan sebegaimana mestinya. 

Oitetapkan di Purwokerto 

Pada tan_ggal ................... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA SADAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

................................... ' ... 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyurnas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

No . J!\BATI.:~ "ARAF BUPATI BANY\JMAS, 

1. ,;a:()A 

2. Asmrt um 

3. 1'11<,, \llll'lffi 
ACHMAO RUSEtN 

4. \'A•-~A I ~ 
11 

-



L.AMPIRAN XII 

PERATURAN BlJPATI BANYUMAS 

NOMOR :~ TAHUN :J/1:itJ 

'l'EN'l'ANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTORAN DI KABVPATEN 
BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PENGAJU AN KEBERATAN PAJAK RESTORAN. 

Nomor 

Sifal 

Lampiran 

Pcrihal Pengujuan kcberatan 
Pajak Re•loran. 

Yang bertslldatangan ell abwab ini : 

Nam.o 
NPWP 
Jabatan 

A!amat 

Purwokerto • .... ............... 

Kepada Yth 

Kcpala Badan Daer.th/ Dina• Daerah 
Kabupateo Banywnao 

ell 

PURWOKERTO 

Nomor Telepon 
Bcrtindak selaku Wnjib Pajak/Kuasa Wajlb Pajak dari Wajib Pajak : 

Nama • 

NJ'WPD 
Alamat 
bersama ini meogajukan kcbcratan atas : 

Jenis 8\lrat 

Nomor/Tanggal 

Jenia P,vak 
Mo.sa Pajak ~ ........ - ... , ............ , ....... s/d ............................. . 

Atasan keberatan yaitu : 

1. ······ ········ · ······· ············ ···············•·••······················ ··············· ......... ........................ . 
2. . ...... ...... . ......... ...................... .. ................... _ ...... .......................... ......... H••···· dst 

Sebagai bahan perthnbangan, tcrlwnpir ko,nl saropaikM .. 

1. .. ·········-· ············ ... ....... ······ ········ ' ········- ···· ... ··· ·············. ········· ··· ···················· .... . 

2. . ............ ,.~-·······························································-·····························•···· ds.t 
Dcmiki•n surat pcnSQJUM kcberatAn kami sampoilran untuk dapat 

dipertimbangl<lln. 

Wajib Pujak/Kua.sa Wajib PBjak, 

································· 



8. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK RESTORAN. 

KOP BADAN OAERAH/ OINAS DAERAH 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Pcngembalitlll pengajuan 
kebent.tan Pajol< R...u,nm. 

Purwokcrlo, ........ .......... . 

Kcpada Yt.h 

···••••••••·· •••••••····••• •• •·· ···••••••••••H••••·•· 

di 

.. ' ................... ' ......... . 

Schubungan dengan surat Saudara nomor ........ ianggal .....••.. yang ditorima 

tanggal ............ , pcrihal pengajuan kebcratan Pajak Re•tornn, dengan ini kami oampaikan 

bahwa: 

I. Berdasarkan penclltian kami, surat Sauda.ra tidak memenuhi ketent:uan 
sebagaimana diatur dalam Pasal ..... .. ayat ... ..... .. Peraturan Bupati Banyumas 
Nomor ....... Tahun .... t.entang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di 
Kabupaten Banyuma~. dcngan penjelasan sebagai bcrikut : 
a. ···················· ············· ...... ...... ....................................................................... . 
b. . ............................. , ........................................................... , ........................ . 
c. ····················· ............................................ ...... ........ ....... ........ ............. .. d&l 

2. Dcngan dcmikian, surat Saudara kami kemballkan dan sesuai dengan ketcntuan 
P8$1ll ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... t.entang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Rcstoran di Kabupaten Banywna.s, Saudata masih 
dapat mengajukan keberatan Pajak Restoran kembali sctelab dapat memcnuhi 

persyaratan. 
Atos perbatian dan ker:iaaam• Saudara diucapkan terima kasib. 

Tembusan : 
1. Bupati Banyumas, scbgni lllporan; 

KEPALA BADAN DAERAH/ DINA$ DAERAH 

KABUPAT&N BANYUMAS, 

····················· .. ······· ···"······ 
Nl.P. ,. ...... - .......... _ ... , ..... . . 

2. Sekretaris Oaerah Kabupaten Banyuroas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 



C. FORMAT SURATPERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM 

RANG KA KEBERATAN PAJAK RESTORAN • 

• 
KOP BADAN OAERAH/ OINAS DAERAH 

Nomor 

Sifal 

Lampinln 

Peribal 

: 

PerminlJ>all dokumcn, data 
clan/ atau infoane.si dalam 
rongka kcbcrotan Pajak 

Restoran. 

Purwokerto • ..................• 

Kcpada Yth 

······•·························•· ........ . 
di 

' ............................. . 

Sehubungan deogan surat Saudani. Nomor ........ tanggal ........ pen'bal 
pengajuan kcberatan Pajak Restoran, dengan ini Saudaradlminta untuk memberikan 
pembukuan atau catatan, dokumco yang mcojadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, data dan/atau informasi, dalaro bentuk hardcopy dan/atau softcopy, 

yang metiputi : 
1. ················································•··••········································· .................. ........ . 
2. ····················••·••·····························••···· ............................................................ . 
3. . ................................................................................................................ dst. 

Pembukuao a tau pencatatan, data dan/ a tau informasi, dalam beotuk 
lw:rdcopy dan/ atau softcopy, agar diberikan kepada : 
Nema 

Jabatan 

Tcnunpat : (Badan Dacrah/ Dins• Daerah) 

paling Jama 5 (lliru,\ hari kena oel.ds.b diterimanys sum, ini. 

Apabila dalaro jangka waktu terscbut di aw, Saudara tidak mcmberikan 
pembukuan atau pencatatao, data dao/atau inrormasi, dalaro bentuk lw.tdcopy 
dan/ atau softcopy, suraL pengajuao kebetatan Pajak Rcstoran tetap diproses sesuai 
d~ngan dok:umen, data, dan/ atau informa•i yang ada. 

Atos perhaLian dan kerjasamanya dlucapkan terima kasih. 

Tcmbu.san : 

KEPAL\ SADAN DAERAB/ DINAS DAERAH 
KI\BUPAl'.El'I BANYUMAS, 

.... ; ............ ..................... . 
NfP . ....• ~· ························ 

l. Bupati Banyumas. sebgw laporoo; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 
4 . Arsip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA 

KEBERATAN PAJAK RESTORAN . 

• 
KOP SADAN OAERAH/ OINAS OAERAH 

Nomor 

Sifal 

Lampiran 

Pcdhal Pl,rmint.aan ketcrangan 
tambahan dalwn raogka 
kcbcnu.an Pajak Restoran 

Purwokerto, .....•..•.....•.... 

Kepada. Yth 

............ ' ........................... ' .. 
di 

.................... ' ......... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tru,ggal ......... perihal 

pengajuan keberatan Pajak Restoran, dengan ini Saudara diminta untuk memberilcan 
keterangan tambahan dalam bentuk /ulJ'd.COpy dan/ a tau sojtcopy, yang meliputi : 

1 . ............................................................................................................ . 

2. ········· .. ················ ·· ················· ····························· ··························•"''''' 
3 . ..... ........................ .......................................................................... dsL 

Keterangan tambahan dalam bentuk hnrdcopy dan/atau sojtcopy, agar 

dlberikan kepada : 

Na:ma 

Jabalan 

Tempat : 8adan Dacrab/ Dinos Dae...,b 

paling l,mw 5 (moat hrui 111:rja setclab ditcrimanya aural ini. 

Apabila kl:lerangan 1aIDbahan tcrsebut tidak Saudara berikan, pengajuan 
keberatao tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau lnformasi yang 

ada. 
Atas perhatian daa kerjasamanya ctiucapkan terima kasib. 

Tembusan: 
I. Bupati Brulyumas, sebgai IAporan; 

KEPAI..A 8AOAN DAERAH/ DlNAS DAERAH 

KABUPATEN BANY\JMAS, 

' ....... -~· ..................... ...... . 
.NIP . .............................. .. 

2. Sekretaris Daerab Kabupa1en Banyumas; 

3. lnspektur KabupaLen Banyumas; 

4. Art,lp. 



E. FORMAT SURAT PEMBERlTAtlUAN UNTUK AADIR. 

KOP BADAN DAERAH/ OINAS DAERAH 

Notnor 

Sifal 

Lampirnn 

P<:nbal Pembcritahuan untuk 
haclir. 

Purwokerto, ... ........ ....... . 

Kepada Yth 

................ ' .................. ' ..... . 

di 

. ' ........... -............... . 

Schubungan denga.n telah dilakul<annY8 pcnclitian berdasarkan Surat Tugas 

Penelitian Keberatan nomor ..... tanggal ..... bersama ini clisampaikan daftaJ' hasil 

penelitian keberatan sebagaimana terlamoir. 
Mengingat basil penelitian keberatan berkaitan dengan kewajiban pajakyang 

harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempaian untuk menanggapi secara tertulis 
sesuai formulir terlampir dioerllli dengan dnta, bukti, dan dokumen pendukun.g 
dalarn jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak mnggal surat ini, dan 

di.harnpkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh 

penjelasan pada : 

Hari/tanggal: 

Waktu: 

Tempat : Badan Daerah/ Dinas 0~ 

Keperluan : mcncmuh.i ·······································•·H···································· 
Perlu kami ingat.kan, apabila Saudara tidal< hadir pada waktu yang telah 

clitentukan, keberatan Saudara alum diselesal.kan tanpa menunggu kcha.cliran 

Saudara. 
Atas perbatian dan kerjasarnanya diucapkan terima kasih. 

Tembusan : 

I . Bupati Banyumas, scbgal Iaporan; 

KEPALA BAOAN OAERAH/ DINAS OAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

.... ' ............................ ••·· .. . 
NIP. ···············04··············· 

2. Sekrctaris Daernh Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 



PEMBERITAHUAN OAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN 

HAL'lANO 
OISENOKETAKAN 

I 

Mengcta)n:u : 

···········•··•···•··•················· 
NIP 

Nomor ; T11.nggal : 

MENURUT 

WP PEMERIKSA 

Rp Rp 

2 3 

ALASA.N 
orroLAK/Ol'l'ERIMA 

PENEUTI KE8ERATAN WA.JIB 
PAJAK TERHAOAP 

KOREKSI 
Rp PEMERIKSAN DALAM 

PROSSS KEBERATAN 

4 5 

Purwokerto, ··· ··-···········•·••······· 

Tun Peneliti 

Ketua Tim 

0 • 0 0 0 O O O O o • o oH O O O O O • • • • • •• 0 0 0 00 0 • • • • 

NIP 

Penelaah Keberatan 

0 0 0 o o o o o o o o o O O O O O O o • o , o O O O O OHO• 0 • 0 0 00 0 0 

NIP 

... .... ' ......................... --~-· .. . 
NIP 



F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK RES'l'ORAN 

• KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAER.AH 

KEPUTUSAN 

KEPAIA BAOAN OAERAH/ OJNAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR ....•.••..• Tahun ...•••.. 

TENTANG 

KEBERATAN WAJlB PAJAK ATAS ...•.••..•...•.••..... PAJAK RESTORAN 

KEPALA BADAN OAERAH/ DJNAS DAERAH KA.BUPATEl'I BANYIJMAS, 

Mcnimbang : a . bahws l>erduarkan Surat pcrmohonan .... Nomor .... Tanggal .... perihal 

pengajuan kebetatan Pajak Res1oran claJ1 hasil pcmeciksaan 

Kantor/Lapanga.o") yang dituru,gl<an dalam Laporan Hasil Pemerl.ksaan 

Nomor .... Tanggal •... , malui pengaju.an kebetatan Pajak Restoran dapat 

dikabulka.n; 

Mcngingol 

b . bahwa berdsMtkan pertimbanga.o oebagainuw.a.dimak•ud pado huruf •• 

perlu menctapkan Keputusan IQ,pai,l 8adun Pendapatan Doorah tentang 

Kebcratan Pajak Res10tan; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenla.ng Pcmbentukan O,,erah· 

daernh Kabupalcn Dalem LingkUngan Prollinsi Jawa Tengoh; 

2. Peratwan Dacrah Kabupatcn Bw,yuroa• Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Pokok-pokok P,:ngeloloan Kcuo.ngan Oo.erab (Lerobatan Ooenlh 

Kabupaten Bo.nyuma• Tahun 2008 Nomor 14 Serl E); 

3. Peraruron Oaerah Nomor l Tahun 2011 tcntang Pajak Oaerah (Lemooran 

Oo.erah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Serl E) sebagaiman• 

tclah diubah dengan dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 9 Tahun 2013 lenta.ng Perubuhan Alas Poraturan Oocrab 

Kabupaten Banyuma& Nomor I Tahun 2011 tcntang Pajak Daerah 

(Lembatan Oaeroh KabupalCD Bonyumao TabuP 2013 Nomor I Serl B): 

4. Peraturan Bopati Banyumas Nomor ...• Tohun •••...... tcntang Tata Cora 

Pe:mungutan. Pajak Retttomn di Kabupaten Banyumas. 



Mcnctaplcnn 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembu&a.n 

MEMUTIJSKAN: 

KEPUTUSAN kEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ... TENTANG 

KEBERATAN PAJAK RESTORAN. 

Mene.rima sclu ruhnyo/Mcnenma sebagja.n/Mcnolak•) kebcraum Wajib 

Pnjak atau mc-nambuh bc-samya pajnk yang m.asih harus dt'bayar dalam 

. , ... , ........ , )'atlg, diaJu.ktm kcbcm~ olch Wajib Pojak deng.o.n su.ra1.0ya 

nomor ........... tanggal ...... , .... , 

Deii.gnn penCUJn seba,gai beriku1 : 

Semula 

Ditombab/d!kurnngi 

Menjodi 

Rp ..............••• 

Rp ........ .....•.... 

Kepurusan iw mulw bcrlru<u pada tanggaJ dne.-tapkan, dt:ngan ketentuan 

apablJa dikeutltclian hari tcmyatu terdapat kekclin1an akan diadakan 

ptmbc:tulan sehngaimana mcstinya. 

Ditct~pkan di Purwokeno 

Pndo cnnggaJ ..•...•.••.•......•.• 

A.n. £3UPATI BANYUMAS 

KE PALA BADAN 0 1\ERAH / OJNAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NrP ......................... ...... ,, 

I. Bupati Banyumas, sebagai lapornn . 

2. Sekret.aris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Jnspcktur Kabupaten Bnnvu.n1ag; 

4. Arsip. 

') Pilih sa.loh satu 

No . JABATA:~ f'ARAF BUPATI BANYUMAS, 

1. C0'1)A 
.--

2. f\1Cffllli ~ff\ • 

3. ~~ml 'V. 
~ . I<" ~l'lOAI t I ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN XU! 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ;,jS TAHUN ~ 

TENTANG 

TATA CARA P&MIJNOUTAN PAJAK 

RESTO RAN DI KABUPATEN 

BANYUMAS 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBtHAN PEMBAYARAN 

PAJAK RESTORAN. 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal Pennohonon pengcmbalirul 

Pajak Restoran. 

Yang bertanda:tangan di obwah ini : 

Noma 

NPWP 

Jabatan 

Alamat 

Nomor Tclepon 

PurY•okerto, .................. . 

Kcpada Yth 
Kepala Badan Daerah/ Din•• Dacra.h 

l{abupaton Banyumas 

di 

PURWOKERTO 

Bc;rtindak aclaku Wajib Pajak/KuaSA Wajib Pajak dari Wajib Pajak : 

Nama 

NPWPD • 

Alamot 
bcl1l8llUl ini roengajukan permohonan pengerobalian kclebihan pcmbayllran pajak a.tas : 

Jen.is surat 

Nomor/Tangg,u 

: .............. , ........... ........ s/d .... ................ , ........ . 
Jonis Pajak 

Mal!a~ak 
Mcnunlt petbirungan kaml pajal< yang scbaru&nya dibayar adalah sebesar 

Rp ....... ..... dcngan perhitungan acbagai berilcut : 

1. ·· ···-···············-··········· ·······················-··········· ··········· ············· ····································· 
2. . ............................ , ...... ............. . ....................................................... .. ~ .... ... ......... dat 

Dcngan dc:miki.an terdapat kclcbihan perobayan,n Pajak Re,noran scbcaar Rp ....•• 

( ................................. ·-····· ....................................................... -.. ) 



Scbagai bahan pcrtlmbangan , u-rlampir kami sampllikan : 

I. . ....... ................................... ................................ , .. , ... ~, .. , ............................................. . 

2. ········· ·····••·••·····················-··············••·••·····H•••·••· .. ···••H•························ ................... dst 
Demikian sumL pennobonroi permohonroi pengcrnballan kelebihan pembayaran 

pajalc kami srunpOJlcan untuk dapnt dipertimbangkan. 

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, 

H•••·•····••••·······••········••· 



B. FORMAT SURAT PENOEMBALIAN PERMOHONAN PENOEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN, 

KOP SADAN OAERAH/ DINAS OAERAH 

Nomor 

Sifat 

La,npiran 

Perihal Pengcmballan 

pengcmbalian 

pcrmohonan 

keleblhun 

pembayaran Pa;ak Rc,it.ornn. 

Pu.rwokcrto, .................. . 

Kepada Yth 

0 OH•• 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0. 0 0 0 0 • >O O O O O O O O • • 0 0. 0 0' ' O' 0 0. 0 -~•' O O 

di 
... •·• ...................... '. 

Schubungiu, dengan sura1 Saudara nomor ······~ tanggal ......•.• yang diterima 

tanggal .......•.• pen"hal permohonan pengcmbalian kele-bihan pembayaran Pajak Rc,,t.oran, 

dengan ini kami aampa.ikn.n bahwa: 

I. Berdasarkan penelitian kami, sural Saudara tidak memcnuhi ketenluan 

sebagaimana diatur dalam Pa.sat ....... ayal ........ .. Peral-utan Bupati Banyumas 

Nomor ....... Tahun .... tcntang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di 

Kabupaten Banyumas, dcngan penjelnsan sebagai berikut : 

$.. ••·•••••••••••••••••••••••••••••••••··•••••••··•·••• .. -·-··· ····"··················· ···········"·'······· 

b . ............................. .................................. ........................................... . 

c .. ........................................ ............................................................ dst 

2. Dengan demikian, sure.L Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan 

Pasal . ...• ayat .... , Pcraruran Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... ten Lang 

Tata cam Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas, Saudara masih 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

Restoran, kembali setelah dapaL memenuhi persyaratan. 

At.as perhatian dan kcrja.sama Saudara diucapkao tcrim11 kaoih. 

Tembusan : 

l . Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

KEPAI..A 8ADAN DAERAI-I/ DTl'IAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

·············-·························· 
NlP . ................................ . 

2. Sckrcl.aris Daerah Kabupa.ten Banyumas; 

3. Jnspektur Kabupatcn Banywruls: 

4 . llrslp. 



C. FORMAT SURATPERMTN'J'AAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DAI.AM 

RANOKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBI\YARAN PAJAK RESTORAN, 

KOP SADAN DAERAH/ DJNAS OAERAH 

Nomor 

Sifat 

Lamplran 

Perihal Permintaan dokumen, data dan/atau 

in!onnasi dalam rnngka pengmnbalian 

kelebihan pembayaran PaJak Restoran. 

Pu.rwokerto. ,., ................ . 

Kcpada Vth 

······················•··················· 
dj 

................. •·· ........... . 

Sehubungiiii00dengan00surat SaudiuaNomor ........ tanggal ........ pcrihal 

permohonan pcngembalian kelcbihan pembayaran Pajak Rcstoran, dengan ini 

Saudara diminta untuk memberiknn pembukuan atau catatan, dokumen yaog 

menjadi dasar pembukuan atau pencaunan, data dan/atau lnformasi, dalam bentuk 

hard.copy dan/atau sojlropy, yang mcliputi: 

1. ········· ..................................... .............................................................. . 

2. . ......... ' ....... ' ' ................... ' ................. 04 .... ' ••••• ••••• ... ............. ·····.' •••••••••••• 

3 . .................................... ..................... .............................................. d&t. 

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalatn bentuk 

hardcopy dan/atau sojlropy, agar diberiksn kcpada : 

l. .Nama • 

2. Jabot.an 
3. Tempat : Badan Dacrah/ Din•• Doerab 

paling Lama 5 (lim1'1 hari kerja seulah cfuerimanya su,rat ini. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberlknn 

pembukuan atau pcncatatan, data dan/ a tau informasi, dalarn bentuk hardcopy 

dan/ atsu ooftcopy, surat pennohonan pengcmbalian kelebihan pcmbayaran Pajak 

Restoran tetap di proses sesuai dengan dokumen, data, dan/ a tau lnformasl yang 11da. 

Atas perhatian dan kcrjasamanya diucapkan tcrima kasih, 
KEPALA BAPENDA KABtJPATEN BANVUMAS, 

. ' ................ ' ................... . 
NIP, ... -n ....................... .. 

Tembusan : 

l. Bupati Banyumas, scbga.i laporan; 

2. Selaetaris Oaerah Kabupaten Sanyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Ar$ip. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANOAN TAMBAHAN DALAM RANOKA 

PENGEM.BALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN . 

• 
KOP BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

Nomor 

Sifat 

LampfrWl 

Perihal Permintaan ketcrangan wnbahen 

da1mn .rangka pengemballan kolcbihaJl 

pembayaran Pajak Rcstoran. 

Pu..N'okerto • ................... 

Kcpada Ytb 

• 0 • 0 0 00 O·OO ••• • 0 0 0 0 0 H • • 00 0 • 00 0 • • • 0 • 0 0 . 0 0 0 0 

di ................ ' ............. . 

Sehubungan- dengan··simit.Saudara Nomor ....... tru,ggal ········· pen'hal 

permohonan pcngembalian kelebihan pembayarnn Pajak Restoran, dengan ini 

S.,udara diminta untuk mcmbedkan keterangan rambahnn dalam bentuk llard.copy 

dan/atau softcopy, yang meliputi : 

1. . .. •·• ......... ...... ..................... .................. ' ....................... ' ' ..... •·· ................ . 

2. . ................... -u ............................................ •·• .................... , ....... •·• ........ . 
3. . ......................... ......................................................... ....... ....... .. .... dst.. 

Ketcrangan tambahan dalam bennik llord.copy dan/ a tau sojlcopy, agar 

diberikan kcpada : 

I. Nama 

2. Jabatru, 

3. Tcmpat : (Badan Dacrah/ Dina• Daernh). 

paling lama 5 (limo.) hori kcrja ,;otelah dit.crimanyo aural itu. 
Apabila keterangan tambahw> tersebul tidak Saudara berikan, permnhonan 

pcngcmbalian kelebihan pe.mbaye.mn Pajak Rcstoran tetap diproses scsuai dengan 

dokumen, data, dan/ atau informasi yang ada. 

Alas perhatian dan kerjasamanya diucapkan tcrima kasih. 
KEPALA BAPENDi\ Ki\BUPi\TEN BANYUMAS, 

..................... _, ............. •·•·. 
NIP .................. 04 ............ . 

Tembu8"Jl : 

I. Bupati Banyumas, sebgal laporan; 

2. Sekretarls Daerah Kabupaten Banrumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyuroa.s; 

◄. Araip. 



E. FORMAT SKPDLB PAJAK RESTORAN. 

KOP SADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

SURAT KETSTAl'I\N PAJAK DAERAH LEBlH BAYAR 

(SKPDLill PAJAK RESTORAN 

Nomor ; 

Taoggai Pcncrbit.an : 

Tanggal Jotub Tempo : 

A. Bffdalarlcao Pero• Kabupaten Be.nyumas Nomor I Tahun 2011 tenlllng raj.ale Daerah 

11ebagoimana tclah diuboh bebetapo Ja,J; terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupe.ten 

s.u,yumna Natnor '22 "f"ahun 2016 t.eobU\8 Pcruba.han l(edu.e ata• Pet'11tumn Bapati Banyumaa 

Nomor l Tabun 2011 tcntang Pajl\k Oaen\h, tclah ditakulam pemeriksaa.n a.taS pc:blltaanun 

kewajH,an Waj;b Pajak : 

Nama , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 17 
NPWPD , I I I I I I I I I I I I IJ 
Alan:ml : t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 

a. Bcrdasarlmn pemerikeaan teracbllt dl atas. Jumlah kc)ebi.ho:n bayar adalab s,eba,gai berikut : 

I. 
Pajak yMg telah dibayar Rp 

2. 
Pajak yang seha.rusnya tcrutang Rp 

3. 
Pajak ynng leblh dlboy.,. l 1-2) Rp 

4. 
Sanks.I. adJ:ninistrasi RP 

Pcngurengan a.tau penghlpuaan unlw 

s. Rp 
Ad.minJatnltif 

6. 
Jumlab keJcbihan bayar (3"'1 tS) Rp 

0ell8"n Huruf : 
••••••••••••"•••••·••••••••••••••••••••• •••••• ,,,,,,.,,., ••• ,,,,,,, , ,,. , •• ,,,,,,,, •••• •••••n·•••••••••••·•••••••••••••••• 

PBRHATIAN : 
Pengcmbatl.an Kcltblha:n Pcmbt\Y• mn ~ak dllaln.Jknn padR Ka.a Dserah denpa men.ggunakan 

Sunu Pc:rintoh Memm\)'8,f Kc~bihan P()jak (SPM'KP) 

Purwokerto, ...................... 

Kcpol a Badon Dacrah/ Dinos Da.erah 

Kabupaten Banyumas, 

N.ama. ................ , .........•. 

NIP ........................ , ....... 



P. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

RESTORAN. 

• KOP BADAN DAERAJ-1/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA BAOAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR ....... TAHUN ...•.. 

TENTANG 

PENGEMBALIAN KELEB!HAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN 

KEPALA BADAN PENOAPATAN DAERAl:I KABUPATEN BANYUMAS, 

Mcnimbang : bahwa berdesarkan Surat Ketctapan Pajak Oacrab Lcbih Bayar 

Nomor ..... Tahun ........... , perlu mcnctapkan Keputusan Kepala 

Dinas Badan Pcndapntan Dacrah tentang Pcngembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak Restoran; 

Mengingal : I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcatang Pembcntukan 

Daerah-daerah Kabupatcn Dalam L!ngkungan Provinsi Jawa 

Tengab ; 

2. Pcraturan Daerah Kabupatcn Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

lentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran 

Daerab Kahupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Dacrah Nomor l Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah 

(Lembaran Oaerah Kabupatcn Banyumas Tahun 2011 Nomor I 

Seri El sebagaunana tclah diubah bcberapa kali tem.khir dcngan 

Pcraturan Dae rah Kabupatea Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tcntang Perubahan Kedua AtAs Pemturan Daerab Kabupaten 

Banyumas Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daemh (Lembo.ran 

Dacrah Kabupatcn Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri BJ; 

4. Peraturan Bupati Baayumas Nomor .... Tahun ......... tcntang Ta.ta 

Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupa.ten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Mcnetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SADAN PENDAPATAN OAERAH TE:NTANO 

PENOEMBALIAN KEIBBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RE:STORAN. 



KESATU 

KEDIJA 

KETIOA 

: Mengembalikan kelebihao pe,nbayarnn Pajak Restoran yang 
seharusnya tidal< terutang kepada wajib pajak : 
Nama ............................................. . 

NPWPD . . . ........................................... . 
Alamat . . . ........... ' ........................ ' ...... . 
Sesuai dengan keputusan seb<>gaimo.na dimaksUd pada diktum 

PERTAMA, mnka besamya Pajak Restoran yang dlkemballkan adalah 

sebesar Rp ...... ~ .. ·········· ( ............................ ,-, ................... ) 

Kcputusan ini mulai berla.ku po.da tanggal d.itctapkan, dengan 

ketentuan apabila d.ikemud.ian hari t.crnyata terdapat kekeliruan akan 

diadakan pembctulan sebagaill'lana mestinya. 

Oit.ctapkan di Purwokerro 

Pada tanggal ...................... . 

A.a. BUPAT1 BANYUMAS 

KEPALA DPPKAD KABIJPATEN BANYUMAS, 

............................. ' ' ....... . 
NlP . ............ ................... . 

Tembusan: 

J. Bupati Banyumas, sebagai Japoran 

2. Sekretaris Oaerah Kabupaten Banyumas 

3. lnspektur Kabupaten Banyumall 
4. Kepala Bidang Perbendaharaan Sadan Daerah/ Dinas Daerah Kabupacen 

Banyumas 

5. Arsip. 

•) Pilih ,salah satu. 



0. BENTUK DAN ISi SPP PE:NOEMBALIAN PENDAPATAN 

• 

KepadaYth. 

KOP BAOAN DAERAH/ DINAS DAE.RAH 

SURATPERMlNTMN PEMBAYARA!'I 

PENGEMBALlAN PENDAPATAN 

No.SPP .. '' ................................ . 

Penggurla Allggatan/Kuua Pcngguna Anggnran 

SKPO ................................ . 

DiTempm 

Bersama ini kami mc:ngajuk!U'I SUrat Permintaan .Pl;mbayarnn.Peng=ibalisn Pendapatan 

sebagai bcrilrut: 

1. Tahun Anggaran diterimanya 

pendapatnn ........................ •·• .. ' ' ..... . 

2. Untuk Keperluan .................................... 
3. Nama Bendahara PengelulU't\11 00000••••••······•·•• ~ ··••••••••H00 

4. Jumlah Pcmbayaran yang diminta : Rp ..... .... ....... ........... .... . 

( terbilang. ... .... , , ................... ................................................................. .... ) 

5 . Penerima 

a. Nama ···············~---················· 
b. No. Rekenin_g Bank . . . .................................. . 
c. Nama Bank 

. . . .................................. . 

6. Rcncana Peoggunaan: 

No. Kodc Rckening Uraian Jumlah (Rp) 

x.n.x:x...x,uCXXXJt . . . . . . .. . ....... 

J 1tmlab ....... 

Terbil ang. ..................................... ,~~ 

......... •·•• . . . . . . . . .. . . . ................ . 
Bendabara Pengclu aran 

.......... .. ······ ............... . 
NIP • ........................... 



H. BENTUK DAN ISi SPM PENGEMBALlAN PENDAPATAN 

KOP BADAN DAERAH/ D!NAS DAERAH 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR 1.ANOSUNO !LS) 

PENGEMBAI.J.AN PENDAPATAN 

Ku.ua Jk.ndllhara Umum O&c:rah Pcmcrlnah KA.bupatcn Ba.nyumH supo.ya mcnffbtliran SPlD pengett1balian 

pcndape,ttm tahun .............. kl!pada; 

SKPO 

Bcnda.banti/Nama Pencrima 

NQ, Rckcrung8o.nk 

Nama&nk 

f<PWP 

~bd>anan Pada K,Qdc Rckening: 

KodeRe~ning 

X,,,,. XJC U ~ 

.................... ,,,,-·················-···············"·••······ 
······---·"'··········· ................... -.. , ••.......... 
•··········· .. ······ ......... -, .................................. ,, .. 
......... -,., ...................................................... .. 

unuan Jumlo.h (Rp) 

....... 

Jomlah 

Jumlah ::if'P Pcnganbatia.o Pend.apatan yang diminla ...... ''. ··-·· ..... ''' .. ~-···· ........ ····-···· .. ·····-····.'' .... . 
( ................................................ -................... ) 

Homor cU,n tnnggal SP'P 
.................................................................... -

......................... ·······-····"·· 
~nuuna Anggaran, 

··············-···· ....... - .... 
NIP . .......................... . 



l. BEN'11.Jl< DAN ISi SP2D PJ::NGEMBALlAN PENDAPATAN 

• 
-

OP BAL Vl DAERAH/ DINAS DAERAH 

PEMERINTAH KA8UPATE;;N BANYUMAS 

SURAT PERJNTAH PENCAlRAN DANA 

No. SPM ·••·- Dru-I ........................ , ...... , 
Tanggal . ··- • ..._., .. • tiomm ' ... ,,_., ...................... 
SKPO ' ············"-·-.... ,,,,, .... Tanl!ll)ll ..... -.................... ,, .. , 

Tahun Anggamn .... ,.,_,, ..................... 

Bonlc ' ...... ' ................................. ······-
Htnda)dah mt:nwu icon/ m~mmdnh hu oQ.I kn n dnn hlu R('h·ninu; ~,omor ...................... ,,, ........... , t.llllOK 

6Cbc&aT ftp ••••••••.•.. ..... _,, ...... -1 ··-·· ·••· ' .... ., .. ... - ........ , 
-

Kepe.da ........... .... ......... ,,, ...... ,. ··•··•····••·••············· 

No Rckt'.ll.ing&nk . •· ............. H ••• o·oo•o--•••••••H•·OO••••·•••·••·•O• •••••• o·O•••• 

Nama Bimk . 
' ... ····•· .. .., ... _, ................ , .............. ,,,.,. 

Kep,erlwt.n Uruuk ............. ....... , .......... .. ............ ,, .. ,, .. ,, .. ,, 
No l<OOe Rciceru.ng Uiumn Jumlah {Rpf 

X,XX..)Jl..,OC.JOOOCltXt. ......... .. ..... 

.Ju.mlah ···-· 

Jumlah SP20 _yru,g dfbt..)'iirklU'I ftp, ·••············· ...... ······-·····················"··"········ 
UIU'lg at.JUmL1.h ,. _,. .... ..-·••➔• •·····--······ ····· ·"· ·· ···"·····) 

LC'mbe.r l 8ank yang DiwnJuk ...................... ·······••o,······· 
Lcmbar 2 J>.=ugguna AllgJiMn/ ku11 I Pmgg.anJ Al ~ti Kuna Bcndahar• Umum f)Qc:rah 

Lembu.r 3. Ar.tip h:uo11a U:UO 

Lcmbur 4 : Brnd11h~m/P1hak Jkt«u• .......... ....... , ......... 
~IP ... ,,., .... , ....... , ........ 

. 
no. JA ,l,,"l PAP.AF 

BUPATI BANYUMAS, 

1. ~l>F> ~ I\ , 
" ,, 

F\$11\IH Ul'l'l l Ag HMAD ~. 
• HUSEIN 

3. * \\111'\!m I ' l,; 

4. 'fll · il'll'e,<l) ~ .L 


